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PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR Y3 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa dalam rangka memberikan landasan dan
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2022, perlu adanya dokumen
perencanaan tahunan daerah;

bahwa dalam rangka efektifitas dan konsistensi
perencanaan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2022,
perlu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumenep Tahun 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



3.

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa  kali,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);



Menetapkan

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1 Seri E);

22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 Nomor 5 Seri D);

23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022;

24.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sumenep 2010-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011
Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenpe Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN
2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sumenep Tahun 2022 merupakan landasan dan
pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Kabupaten Sumenep Tahun

Anggaran 2022 serta Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sumenep Tahun 2022 memuat tentang kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja dan pendanaannya yang akan dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022.



Pasal 3

R_encana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 2 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
BAB | : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
BABIII - : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH
BAB VI . KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.
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Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 43 Tahun 2021
Tanggal : 7 Juli 2021

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin
keterkaitan dan  konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah
menuntut pertimbangan secara seksama, sistematis dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Nasional maupun Provinsi
Jawa Timur

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan
pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah
dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses
penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap
terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
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pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam
pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep.

Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan RKPD Tahun 2022,
terdiri dari: (1) Pendekatan politik, pendekatan politik digunakan untuk
mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh
kepala daerah; 2) Pendekatan teknokratik, pendekatan teknokratik
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh
perencana profesional atau lembaga/unit organisasi; (3) Pendekatan
partisipatif, pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan stakeholders
melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya
diformulasikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang
berfungsi sebagai forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan
pemerintahan paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan
mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan
tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi
masyarakat dilevel dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di
masing-masing Perangkat Daerah sehingga menghasilkan kesepakatan
antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada
pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja Perangkat Daerah dan
kebutuhan masyarakat; (4) Pendekatan bottom up dan Top down,
pendekatan bottom up merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang
mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sedangkan
pendekatan top down dapat diimplementasikan dalam bentuk dedicated
program.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2022 menggunakan
pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-
tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi,
tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu
dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan

beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas
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dalam wupaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara
pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan, Secara diagramatis, skema alur penyusunan

RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini :

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD
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Dampak pandemic covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung
memberi pengaruh pada berbagai sektor di Kabupaten Sumenep, utamanya
sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep pada tahun
2020 mengalami kontraksi sebesar (-1,13%). Kondisi ini diprediksi tidak akan
banyak berubah di tahun 2021, karena sejak bulan Januari 2021 Pemerintah
memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) darurat. Pariwisata dan umkm merupakan sector yang paling banyak
terdampak adanya kebijakan tersebut.

Untuk pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sumenep menindaklanjuti
kebijakan pusat dengan menutup sementara obyek — obyek pariwisata yang
menjadi andalan Kabupaten Sumenep seperti Pantai Lombang, Pantai
Slopeng, Museum serta beberapa obyek wisata unggulan lainnya. Selain itu

even-even pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan geliat
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perekonomian di Sumenep juga batal dilaksanakan. Tentunya hal ini sangat
mempengaruhi perputaran roda perekonomian masyarakat Kabupaten
Sumenep, khususnya pada sub sector pariwisata seperti hotel/tempat
penginapan, transportasi, kuliner, serta jasa di bidang pariwisata. Untuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Sumenep juga diprediksi akan
mengalami penurunan di tahun 2021.

Sektor UMKM menjadi sector yang memiliki peran penting dalam
mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan kerja, sert
amerupakan jaringan pengaman bagi terutama bagi masyarakat yang
berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi secara produktif.
Pandemi covid-19 tentulah memiliki dampak yang signifikan terhadap
kehidupan UMKM di Kabupaten Sumenep, khususnya di sisi pemenuhan
bahan baku, distribusi, pemasaran, hingga sepinya pembeli akibat adanya
pembatasan beraktifitas di luar rumah.

Dengan kondisi di atas, maka agenda pemulihan dampak covid-19
masih menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep di tahun 2022,
baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial. Sehingga tema
pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2022 adalah “Meningkatkan
Produktivitas Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Dan Derajat

Kesehatan Masyarakat”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2022
adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);






























BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006
tentang luas wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, wilayah
administrasi Kabupaten Sumenep memiliki luas mencapai 2.093,47 km?
(209.347 Ha). Terbagi menjadi 27 Kecamatan, 340 Desa dan 4 Kelurahan,
1.563 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RW), dengan
jumlah pulau sebanyak 126 pulau, yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau
tidak berpenghuni.

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Sumenep dalam masing-
masing kecamatan:

TABEL II. 1: LUuAS DAERAH DAN JUMLAH DESA/KELURAHAN, DUSUN DAN PULAU BERDASARKAN
KECAMATAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Persentase Jumlah
Kecamatan Luas/Total terhadap Desa/
Area (km?) Luas Dusun Pulau
Kelurahan
Kabupaten
Pragaan 57.84 2.76 14 72 0
Bluto 51.37 2.45 20 60 0]
Saronggi 67.71 3.23 14 54 0
Giligenting 30.32 1.45 8 40 8
Talango 50.27 2.40 8 62 S
Kalianget 30.19 1.44 7 26 0
Kota Sumenep 27.84 1.33 20 43 0
Batuan 27.10 1.29 7 23 0
Lenteng 71.41 3.41 20 79 0
Ganding 53.97 2.58 14 73 0
Guluk Guluk 59.57 2.85 12 70 0
Pasongsongan 119.03 5.69 10 68 0
Ambunten 50.54 241 15 53 0
Rubaru 84.64 4.03 11 37 0
Dasuk 64.50 3.08 15 56 0
Manding 68.88 3.29 11 49 0
Batuputih 112.31 5.36 14 78 0
Gapura 65.78 3.14 17 S7 0
Batang Batang 80.36 3.84 16 98 0
Dungkek 63.35 3.03 15 66 1
Nonggunong 40.08 1.91 8 29 3
Gayam 88.40 4.22 10 58 0
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Persentase Jumlah
Kecamatan Luas/Total terhadap Desa/
Area (km?) Luas Dusun Pulau
Kelurahan
Kabupaten
Raas 38.90 1.86 9 38 13
Sapeken 201.89 9.64 11 61 53
Arjasa 241.99 11.56 19 156 12
Kangayan 204.68 9.78 9 46 26
Masalembu 40.85 1.95 4 11 4
Total 2093.59 100 334 1.563 126

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2021 dan Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

Berikut juga disajikan peta administrasi wilayah Kabupaten Sumenep:
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KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2013-2033

BATAS ADMINISTRAST WILAYAH
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KABUPATEN SUMENEP

GAMBAR II. 1: PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN SUMENEP
Sumber : RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033

Secara geografis wilayah, wilayah Kabupaten Sumenep berada di ujung
timur Pulau Madura yang terletak pada koordinat di antara 113°32’54”-
116°16’48” Bujur Timur dan di antara 4°55’-7°24’ Lintang Selatan, dengan
batas-batas wilayah sebagai berikut:

: berbatasan dengan Selat Madura

: berbatasan dengan Laut Jawa

: berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut

a) Sebelah Selatan

b) Sebelah Utara

c) Sebelah Barat

d) Sebelah Timur
Flores
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Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 2 (dua) bagian wilayah,
yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan:

a) Bagian Daratan memiliki luas wilayah yaitu 1.146,93 Km?2 (54,79%)
terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kota
Sumenep, Batuan, Lenteng, Ganding, Guluk-Guluk, Pragaan, Bluto,
Saronggi, Kalianget, Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batuputih,
Manding, Dasuk, Rubaru, Pasongsongan dan Ambunten. Terdiri dari
260 Desa dan 4 Kelurahan

b) Bagian Kepulauan memiliki luas wilayah yaitu 946,54 Km? (45,21%)
terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Talango,
Nonggunong, Gayam, Ra’as, Masalembu, Sapeken, Kangayan, Arjasa
dan Giligenting. Terdiri dari 70 Desa

Berdasarkan gugus kepulauan, Kabupaten Sumenep memiliki 126
Pulau yang tersebar membentuk gugusan pulau-pulau, baik yang
berpenghuni (48 Pulau) maupun yang tidak berpenghuni (78 Pulau). Pulau
yang terjauh di sebelah utara adalah Pulau Karamian yang terletak di
Kecamatan Masalembu, dengan jarak 151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget
(lebih dekat dengan Kalimantan Selatan). Sedangkan Pulau yang paling
Timur adalah Pulau Sakala yang terletak di Kecamatan Sapeken dengan
jarak 165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget (lebih dekat dengan Pulau
Sulawesi).

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari ketinggian
dan kemiringan lahan. Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor
penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi, karena beberapa
peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan. Kabupaten
Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas
permukaan laut, yang tergolong pada daerah dataran rendah dengan sedikit
berbukit di sebagian wilayahnya. Sedangkan sebagian lagi berada pada
ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan laut. Tergolong pada
daerah dataran rendah dengan sedikit berbukit di sebagian wilayahnya,
ketinggian lahan di Kabupaten Sumenep dapat dikategorikan sebagai
berikut:

a) Wilayah dengan ketinggian 0-500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau
mencapai luasan sekitar 99,72% dari seluruh luas wilayah Kabupaten
Sumenep

b) Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan
578,42 Ha atau sekitar 0,28% dari seluruh luas wilayah Kabupaten
Sumenep
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Selain ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat berdasarkan
kemiringan lahan. Wilayah Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar
2.093,47 Km? (209.347 Ha), memiliki tingkat kemiringan lahan yang
bervariasi antara lain:

a) Wilayah dengan kemiringan antara 0-30% memiliki luas mencapai
1.613,29 Ha atau 77,51%

b) Wilayah dengan kemiringan antara 30-60% memiliki luas mencapai
437,39 Ha atau 21,02% yang dapat dijumpai pada kawasan perbukitan

c) Wilayah dengan kemiringan > 60% berupa area pegunungan yang
hanya mencapai luas sekitar 30,75 Ha atau 1,48%

3. Keadaan Geologi

Jenis atau struktur tanah di Kabupaten Sumenep di dominasi oleh
jenis tanah alluvial, mediteran, grumosol dan regosol. Merupakan jenis tanah
yang masih sangat muda atau baru yang berada pada tingkat permulaan
dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan lihat pada horizon bawah,
bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari
permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany
cukup tinggi (> 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat mengembang dan
mengerut (sifat vertik): yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut
sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang
dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan
tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak
didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu
menyeimbangkan keberadaan unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam
jumlah banyak, utamanya dengan perlakuan pemupukan.

Berikut uraian penggolongan kondisi tanah di Kabupaten Sumenep
berdasarkan pada ciri fisik:

a) Alluvial Hodromorf, yang mana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan
Saronggi dan Batang-batang

b) Alluvial Kelabu Kekuningan, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan
Kota Sumenep dan Saronggi

c) Jenis Tanah Litosol, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Guluk-guluk
dan Lenteng

d) Assosiasi Litosol dan Mediterian, dimana jenis tanah ini terdapat di
Kecamatan Bluto, Saronggi dan Talango

e) Regusol Coklat Kekuningan, jenis tanah ini terdapat di Kecamatan
Giligenting dan Gapura
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f) Complek Brown Fores Litosol dan Mediterian, yang mana jenis tanah
ini terdapat di Kecamatan Pragaan, Ganding, Guluk-Guluk, Saronggi,
dan Ambunten

g) Grumosol Kelabu, dimana jenis tanah ini terdapat di Kecamatan
Ganding dan Kalianget

h) Complek Mediterian Grumosol, Regusol dan Litosol, terdapat di
Kecamatan Batuputih dan Gapura

4. Hidrologi

Potensi sungai di wilayah Kabupaten Sumenep tidak memiliki sungai
besar, yang ada hanyalah beberapa sungai kecil, antara lain Sungai Tambak
Bukul, Sungai Saroka, Sungai Patrean, Sungai Ambat, Sungai Anjuk, Sungai
Salagading, Sungai Bunlanjang, Kali Marenganyang yang bermuara di Selat
Madura atau Laut Jawa. Sungai terpanjang di wilayah Kabupaten Sumenep
adalah Sungai Saroka dengan panjang sungai utama 45,897 km dan memiliki
debit air terbesar, yaitu 143,25 m?3/det.

5. Klimatologi

Kondisi klimatologi di daerah Kabupaten Sumenep di tahun 2020
dapat dilihat berdasarkan pada kondisi suhu, kondisi kelembaban, kondisi
kecepatan angin, keadaan tekanan udara, jumlah curah hujan serta keadaan
penyinaran matahari sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

TABEL II. 2: KONDISI IKLIM BERDASARKAN SUHU DAN KELEMBABAN DI KABUPATEN SUMENEP 2020

Suhu (°C) Kelembaban (%)

Bulan Min l;:i:- Maks Min Rata-Rata Maks
Januari 23.60 28.30 34.40 60.00 83.82 100.00
Februari 23.30 27.83 33.20 61.00 86.04 98.00
Maret 24.20 28.26 33.60 63.00 85.26 97.00
April 24.80 28.56 34.00 63.00 84.20 98.00
Mei 24.40 28.88 33.60 64.00 83.19 98.00
Juni 23.40 28.34 32.60 58.00 77.69 95.00
Juli 20.60 28.03 32.40 47.00 74.01 95.00
Agustus 23.60 28.37 33.00 46.00 73.56 97.00
September 24.80 29.32 34.90 45.00 70.55 92.00
Oktober 22.00 29.12 34.80 49.00 75.64 98.00
November 24.60 29.07 35.00 51.00 80.07 98.00
Desember 24.00 27.24 33.40 60.00 86.47 98.00

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2020
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Berdasarkan tabel keadaan suhu dan kelembaban udara diatas, dapat
diketahui jika keadaan suhu di Kabupaten Sumenep maksimal berkisar
antara 32.40°C- 35.00°C dan paling tinggi terjadi di bulan November,
sedangkan suhu minimum sekitar 20.60°C-24.80°C. Selanjutnya untuk
kondisi kelembaban udara maksimal pada angka 92.00%-100% yang paling
tinggi terjadi di bulan Januari, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada
angka 47.00%-64.00%.

TABEL II. 3: KONDISI IKLIM BERDASARKAN KECEPATAN ANGIN DAN TEKANAN UDARA DI KABUPATEN

SUMENEP 2020
Kecepatan Angin (m/det) Tekanan Udara
Bulan Min Rata- Maks Min Rata- Maks
Rata Rata
Januari 0.00 2.39 19.03 1004.50 1009.07 1014.00
Februari 0.00 2.21 15.43 1005.00 1009.91 1013.70
Maret 0.00 1.56 12.35 1006.20 1009.64 1013.70
April 0.00 1.78 15.95 1006.40 1009.90 1013.40
Mei 0.00 2.45 11.83 1004.60 1009.60 1013.80
Juni 0.00 2.99 14.40 1006.60 1010.23 1013.20
Juli 0.00 3.56 11.83 1000.70 1009.77 1012.60
Agustus 0.00 3.98 14.40 1007.10 1010.32 1014.20
September 0.00 3.15 10.29 1001.40 1009.97 1013.20
Oktober 0.00 2.45 12.86 1004.70 1009.01 1012.50
November 0.00 1.69 10.29 1005.30 1008.97 1012.80
Desember 0.00 1.52 12.86 1004.30 1007.59 1010.80

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2021

Tabel di atas menunjukkan jika kondisi kecepatan angin di Kabupaten
Sumenep maksimal pada angka 10.29m/det-19.03m/det yang paling tinggi
terjadi di bulan Januari. Sedangkan untuk keadaan tekanan udara,
maksimal sekitar 1010.80-1014.20 paling tinggi di bulan Agustus, dan
keadaan minimum sekitar pada angka 1000.70-1007.10.

TABEL II. 4: KONDISI IKLIM BERDASARKAN JUMLAH CURAH HUJAN, HARI HUJAN DAN PENYINARAN
MATAHARI DI KABUPATEN SUMENEP 2020

Bulan Jumlah Curah Jumlah Hari Penyinaran
Hujan (mm) Hujan (hari) Matahari (%)
Januari 322.00 19 74.03
Februari 429.80 25 54.51
Maret 201.60 24 71.25
April 201.90 25 76.29
Mei 156.00 14 87.02
Juni 12.80 4 100.00
Juli 45.30 4 100.00
Agustus 10.10 3 100.00
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Jumlah Curah Jumlah Hari Penyinaran

Bulan Hujan (mm) Hujan (hari) Matahari (%)
September 1.50 1 100.00
Oktober 63.60 5 100.00
November 112.70 15 84.04
Desember 397.10 29 29.29

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2021

Jumlah curah hujan di Kabupaten Sumenep paling tinggi terjadi di
bulan Februari sebesar 429.80, dan paling kecil sebesar 1.50 pada bulan
September. Selanjutnya untuk kondisi jumlah hari hujan, paling banyak
yaitu 29 hari yang terjadi di bulan Desember, dan paling sedikit 1 hari di
bulan September. Kemudian untuk keadaan penyinaran matahari, paling
tinggi mencapai 100% yang terjadi di bulan Juni, Juli, Agustus, September,
Oktober dan paling sedikit sebesar 29.29% di bulan Desember.

6. Penggunaan Wilayah

Wilayah Kabupaten Sumenep yang memiliki luas seluas 209.347 Ha
diklasifikasikan dalam penggunaan lahan seperti berikut:

TABEL II. 5: PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN SUMENEP

No. Penggunaan Luas (Ha)
I Lahan Pertanian 168.558
a. Lahan Sawah 25.461
1. Irigasi 8.603,05
2. Non Irigasi 16.858,95
b. Lahan pertanian bukan sawah 143.096
1. Tegal/ladang/kebun 119.829
2. Lainnya 23.267
I Lahan Bukan Pertanian 41.461
1. Rumah/bangunan 18.680
2. Hutan Negara 21.207
3. Lainnya 14.629

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Sumenep 2020

Kondisi penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Sumenep
didominasi oleh lahan pertanian yang mencapai 168.558 Ha dari total luas
wilayah Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Sedangkan sisanya yang
41.461 Ha digunakan sebagai lahan bukan pertanian di Kabupaten
Sumenep. Lahan pertanian yang mendominasi di Kabupaten Sumenep
berupa lahan pertanian bukan sawah, yaitu seluas 143.096 Ha dan lahan
pertanian berupa sawah seluas 25.461 Ha. Lahan sawah yang ada mencakup
lahan sawah irigasi seluas 8.603,05 Ha dan lahan sawah non irigasi seluas

16.858,95 Ha. Selanjutnya untuk lahan pertanian bukan sawah terdiri dari
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tegal/ladang/kebun seluas 119.829 Ha dan penggunaan lahan lainnya
mencapai 23.267 Ha.

Penggunaan lahan bukan pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep
dimanfaatkan sebagai lahan rumah/bangunan, hutan negara dan juga
pemanfaatan lainnya. Luas lahan yang digunakan sebagai rumah/bangunan
mencapai luas 18.680 Ha, kemudian lahan yang digunakan untuk hutan
negara seluas 21.207 Ha dan lahan bukan pertanian yang dimanfaatkan
untuk kegiatan lainnya seluas 14.629 Ha.

7. Kawasan Rawan Bencana

Meskipun memiliki beragam potensi pada wilayahnya, Kabupaten
Sumenep juga termasuk salah satu daerah yang memiliki kawasan rawan
bencana seperti berikut:

a) Kawasan rawan bencana longsor, terletak di daerah:
1. Kecamatan Talango;
2. Kecamatan Pasongsongan,;
3. Kecamatan Pragaan; dan
4. Kecamatan Lenteng.
b) Kawasan rawan bencana banjir, terjadi di daerah:
1. Kecamatan Kalianget;
2. Kecamatan Lenteng;
3. Kecamatan Saronggi;
4. Kecamatan Pragaan: dan
5. Kecamatan Kota.
c) Kawasan rawan bencana angin puyuh, sering di daerah:
1. Kecamatan Kalianget;
2. Kecamatan Bluto;
3. Kecamatan Pragaan;
4. Kecamatan Kota; dan
5. Kecamatan di wilayah kepulauan.
d) Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, terletak di
daerah:
Kecamatan Kalianget;
Kecamatan Gapura;
Kecamatan Ambunten
Kecamatan Dungkek
Kecamatan Batang-batang
Kecamatan Pasongsongan; dan

No U s WwWwN R

Kecamatan di wilayah kepulauan.
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Berikut disajikan tabel data fenomena bencana selain bencana yang
terinci dalam uraian sebelumnya yang terjadi di Kabupaten Sumenep dari
tahun 2012 hingga tahun 2016:

TABEL II. 6: DATA KEJADIAN BENCANA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012-2016
No Jenis 2012 2013 2014 2015 2016

Bencana
Frek Korban Frek Korban Frek Korban Frek Korban Frek Korban

1. Banjir 2 - 5 803 4 150 - - 1

2. Kekeringan

3. Puting - - 2 1 4 2 1 - 3 3
Beliung

4. Tanah - - & 1 2
Longsor

Sumber: Website BNPB, Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui jika bencana di Kabupaten
Sumenep yang seringkali menelan korban adalah bencana banjir. Di tahun
2012 terjadi 2 frekuensi banjir dan tidak ada korban, namun di tahun 2013
meningkat menjadi S5 frekuensi banjir dengan 803 korban, tahun 2014
menurun menjadi 4 frekuensi banjir dengan 150 korban, lalu di tahun 2015
tidak terjadi bencana banjir dan tahun 2016 terjadi 1 frekuensi banjir tanpa
ada korban. Selama tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak pernah terjadi
bencana kekeringan di daerah Kabupaten Sumenep. Lalu terdapat bencana
puting beliung yang terjadi 2 frekuensi selama tahun 2013 dengan menelan
1 korban, 4 frekuensi di tahun 2014 dengan 2 korban, 1 frekuensi pada
tahun 2015 dengan tidak ada korban, dan 3 frekuensi di tahun 2016 disertai
3 korban. Bencana tanah longsor juga melanda Kabupaten Sumenep pada
tahun 2013 dengan 3 frekuensi yang mengakibatkan 1 korban dan juga 2
frekuensi di tahun 2014 tanpa korban. Secara rinci tersaji dalam peta
Kawasan Rawan Bencana berikut.

BAB II-9



oo wota tozmen azeor sgon o o o 0 oo o =
£S04 BADAN PERENCANAAN PEIIBANGUNAN DAERAH

Ke.sepien pu k‘,, RABUPATON SUENEP

e : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
& + * KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2013-2033

JUDUL PETA :
KAWASAN RAWAN BENCANA

” e "
oy . Y : -

LAUT JAWA

[Kabupaten Sampang

H Kabupaten Pamekasan

- SELAT MADURA

e
£ .
; ‘
g g oMrd'A
b, i
: > i
Men

KABUPATEN SUMENEP

GAMBAR II. 2A: PETA KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN SUMENEP
Sumber : RTRW Kabupaten Sumenep 2013-2033

8. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep berdasarkan pada data
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2020 yang didapatkan
dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 1.124.436 jiwa penduduk
dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 542.735
jiwa (48%) dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 581.701
jiwa (52%) dengan sex ratio mencapai 93,30%. Angka sex ratio ini
menunjukkan jika setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Sumenep,
terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka sex ratio tersebut menunjukkan jika
penduduk perempuan di Kabupaten Sumenep Tahun 2020 memiliki jumlah
yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis
kelamin laki-laki.

Sedangkan jika berdasarkan pada data dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil 2020 (DKB Semester II Tahun 2020), jumlah penduduk
Kabupaten Sumenep adalah berjumlah 1.138.168 jiwa dengan komposisi
penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 549.301 jiwa (48%) dan
penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 583.059 jiwa (52%) dengan
sex ratio mencapai 93,28%. Angka sex ratio ini menunjukkan jika setiap 100
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penduduk perempuan di Kabupaten Sumenep, terdapat 93 peduduk laki-
laki. Angka sex ratio tersebut menunjukkan jika penduduk perempuan di
Kabupaten Sumenep Tahun 2020 memiliki jumlah yang lebih besar
dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.
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GAMBAR II. 3: PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020
Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2021

Piramida di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten
Sumenep Tahun 2020 berada di antara usia 40 hingga 44 tahun. Penduduk
laki-laki yang berusia 40-44 tahun berjumlah 43.643 jiwa dari total
penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 542.735 jiwa. Sedangkan
untuk penduduk perempuan yang berusia 40-44 tahun, berjumlah 47.700
jiwa dari total keseluruhan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak
581.701 jiwa. Posisi piramida lebih condong ke arah kanan yang
menunjukkan bahwa, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sumenep
pada tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-
laki.

TaBEL II. 7: KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Persentase Kepadatan
Kecamatan Penduduk Penduduk per
Penduduk kem?
Pragaan 65,764 5,85 1137
Bluto 47,025 4,18 915
Saronggi 3,688 3,28 545
Giligenting 24,411 2,17 805
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Kepadatan

Kecamatan Penduduk II,’Z:!S;ZEI?LS: Pend?c%k per
Talango 384.0 3,42 764
Kalianget 41,713 3,71 1382
Kota Sumenep 75,338 6,70 2706
Batuan 13,412 1,19 495
Lenteng 61,073 5,43 855
Ganding 36,571 3,25 678
Guluk Guluk 50,384 4,48 846
Pasongsongan 51,713 4,60 434
Ambunten 40,048 3,56 792
Rubaru 39,224 3,49 464
Dasuk 30,078 2,67 466
Manding 29,716 2,64 431
Batuputih 43,551 3,87 388
Gapura 37,191 3,31 565
Batang Batang 54,277 4,83 675
Dungkek 35,518 3,16 561
Nonggunong 13,643 1,21 340
Gayam 32,059 2,85 363
Raas 39,582 3,52 1018
Sapeken 50,325 4,48 249
Arjasa 85,048 7,56 351
Kangayan 25,683 2,28 125
Masalembu 25,809 2,30 632

Total 1,124,436 100 537

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2021

Tabel di atas menunjukkan jika mayoritas penduduk di Kabupaten
Sumenep berdomisili di Kecamatan Kota Sumenep sebanyak 75,338 jiwa
sesuai data BPS dengan tingkat kepadatan penduduk per km? mencapai
2,706 sesuai data BPS atau sekitar 6,70% dari keseluruhan jumlah
penduduk di Kabupaten Sumenep. Sedangkan daerah yang sedikit penduduk
yaitu Kecamatan Batuan sebanyak 13,412 jiwa sesuai data BPS dengan
kepadatan penduduk per km? mencapai 495 sesuai data BPS atau sekitar
1,19% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari S (lima) suku bangsa,
meliputi: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Tiga suku dari kelima
suku tersebut yaitu Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan
Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat dengan Pulau
Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan Madura, termasuk suku
mayoritas yang berdomisili di wilayah daratan dan Sebagian kecil di daerah
kepulauan.

Selanjutnya jika terkait dengan pertumbuhan penduduk, di Kabupaten
Sumenep terjadi pertumbuhan terus menerus setiap tahunnya. Dinamika
penduduk diartikan sebagai perubahan atau pertumbuhan jumlah
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penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa
kelahiran, kematian dan juga perpindahan penduduk. Dalam bidang
demografi, terdapat istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan
penduduk total. Kondisi pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi
oleh angka kelahiran dan angka kematian. Sedangkan jika kondisi
pertambahan penduduk total akan dipengaruhi oleh angka kelahiran,
kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan juga migrasi keluar (emigrasi).

Berikut kondisi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep mulai
dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik:

TABEL II. 8: PERTUMBUHAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Tahun
Uraian Satuan E— 2017 2018 2019 2020
g‘;,';,‘gguk jiwa 1,076,805 1,081,204 1,085,227 1,088,910 1,124,436
Pertumbuhan % 0,438 0,409 0,372 0,339 3,26
f:,’;’;,’fj,ﬁ‘;‘c" jiwa/km 5y 436 51647 51,839 52,015 53,711

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 2020

Berdasarkan tabel di atas, sesuai dari data BPS jika laju pertumbuhan
penduduk Kabupaten Sumenep mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019
mengalami penurunan. Akan tetapi, di tahun 2020 BPS mencatat jika
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep meningkat mencapai 3,26%
di tahun tersebut. Diawali pada tahun 2016 terjadi sebesar 0,438% untuk
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep, namun menurun menjadi
0,409% di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 semakin turun menjadi
0,372%, dan semakin menurun menjadi 0,339% pada tahun 2019, lalu
menjadi 3,26% pada tahun 2020.

Lonjakan persentase pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumenep
tahun 2020 pada data Badan Pusat Statistik dapat dikatakan sangat tinggi
dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai angka 3,26. Hal
ini disebabkan karena, pertumbuhan penduduk yang tercatat di Badan Pusat
Statistik Kabupaten Sumenep sebelum tahun 2020 adalah angka proyeksi.
Sedangkan pada tahun 2020 telah dilakukan sensus penduduk secara nyata
sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga data jumlah penduduk dan
angka persentase pertumbuhan penduduk didapatkan data yang lebih jelas
dan rinci serta berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi
perhatian Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep untuk mendata
penduduk di wilayah terkait secara nyata agar data yang diperoleh
merupakan angka riil sesuai keadaan sebenarnya dan bukan merupakan
hasil proyeksi untuk setiap tahunnya.

Aspek keagamaan juga menjadi indikator dinamika penduduk
Kabupaten Sumenep. Secara umum mayoritas penduduk Kabupaten
Sumenep beragama Islam. Selanjutnya diikuti agama Kristen, Katolik,
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Hindu, Budha dan lain-lain. Perkembangan jumlah pemeluk agama dalam
kurun waktu 4 (lima) tahun terakhir akan dirinci sebagai berikut:

TaABEL II. 9: PERKEMBANGAN JUMLAH PEMELUK AGAMA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

URAIAN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
‘Islam Orang 1.098.905 | 1.101.815 | 1.107.865 |1.116.742 | 1.123.444
Kristen Orang 768 733 938 943 948
Katolik Orang 938 699 768 772 776
Hindu Orang 31 5 5 5 5
Budha Orang 56 75 76 78 77
Konghucu Orang 41 S 5 5 5
Lain-lain Orang 10 -

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas
penduduk Kabupaten Sumenep beragama Islam yang mana pada tahun 2016
terdapat sebanyak 1.098.905 orang, bertambah menjadi 1.101.815 orang di
tahun 2017, bertambah menjadi 1.107.865 orang di tahun 2018 dan
bertambah menjadi sebanyak 1.116.742 orang tahun 2019, kemudian
bertambah menjadi 1.123.444 orang di tahun 2020. Untuk penduduk
Kabupaten Sumenep yang beragama Kristen juga mengalami peningkatan
selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebanyak 768 orang di tahun 2016,
menurun menjadi 733 orang di tahun 2017, lalu melonjak menjadi 938 orang
di tahun 2018, bertambah kembali menjadi 943 orang di tahun 2019 dan di
tahun 2020 bertambah 5 orang menjadi 948 orang.

Sedangkan untuk penduduk yang beragama Katolik cenderung
menurun jika dibandingkan jumlahnya pada tahun basis 2016. Di tahun
2016 sebanyak 938 orang, menurun menjadi 699 orang di tahun 2017, dan
kemudian bertambah menjadi 768 orang di tahun 2018, bertambah menjadi
772 orang di tahun 2019 dan berakhir pada jumlah 776 orang pada tahun
2020. Penduduk beragama Hindu di tahun 2016 berjumlah 31 orang, lalu
menurun menjadi 5 orang saja di tahun 2017 hingga tahun 2020. Pemeluk
agama Budha di Kabupaten Sumenep di tahun 2016 sebanyak 56 orang, naik
menjadi 75 orang di tahun 2017, bertambah 1 orang di tahun 2018 menjadi
76 orang, kemudian bertambah 2 orang di tahun 2019 menjadi 78 orang dan
berkurang 1 orang menjadi 77 orang di tahun 2020. Selanjutnya untuk
penduduk yang beragama Konghucu berjumlah 41 orang di tahun 2016, dan
stagnan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 dengan jumlah 5 orang.
Sedangkan penduduk yang beragama selain yang disebutkan di atas atau
beragama lainnya, tahun 2016 terdapat sebanyak 10 orang, dan pada tahun-
tahun berikutnya yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak ada yang
beragama lainnya.
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9. Potensi Penggunaan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayahnya, Kabupaten Sumenep memiliki
potensi kawasan strategis yang dapat dikembangkan diantaranya: kawasan
strategis ekonomi, kawasan strategis sosio kultural, kawasan strategis
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta kawasan
strategis penyelamatan lingkungan hidup. Berikut rincian masing-masing
kawasan berdasarkan potensi penggunaan wilayah yang ada di Kabupaten
Sumenep:

a) Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan strategis yang terkait dengan ekonomi, merujuk pada
pembentukan kawasan strategis, yaitu:

1.

2.
3.

Kawasan Minapolitan berada di Kecamatan Arjasa, Pasongsongan,
dan Bluto;

Kawasan Agropolitan berada di Kecamatan Rubaru;

Kawasan Pelabuhan berada di Kecamatan Kalianget, Arjasa, Raas,
Pasongsongan dan Sapeken;

Kawasan bandar udara berada di Kota Sumenep

Kawasan perdagangan berada di perkotaan Sumenep sebagai PKL
wilayah daratan; dan

Kawasan perdagangan berada di perkotaan Kecamatan Arjasa
sebagai PKLp wilayah kepulauan;

b) Kawasan Strategis Sosio Kultural

Kawasan strategis sosial budaya Kabupaten Sumenep, berupa wisata
peninggalan sejarah dan religi, diantaranya:

1.

2.

o u A

Keraton dan Museum Keraton Sumenep terletak di Kecamatan Kota
Sumenep;

Masjid Agung yang dibangun pada tahun 1779-1787 M terletak di
Kecamatan Kota Sumenep;

. Wisata Religi yaitu situs makam raja-raja Sumenep Asta Tinggi,

Pemakaman Asta Katandur terletak di Kecamatan Kota Sumenep;
Asta Belingi, Asta Nyamplong, Asta Adipoday, dan Asta Simo
Wonokromo terletak di Kecamatan Gayam; Asta K. Abdullah
terletak di Kecamatan Guluk-guluk; Asta Gumuk terletak di
Kecamatan Kalianget; Asta K. Faqih/Nyi Sitir dan Pemakaman
Pekke terletak di Kecamatan Lenteng; Asta Jokotole terletak di
Kecamatan Manding; Bujuk/Asta Ponjuk terletak di Kecamatan
Nonggunong; Pemakaman Anggo Suto terletak di Kecamatan
Saronggi; Asta Agung Ali Akbar dan Asta/Bujuk Panaongan terletak
di Kecamatan Pasongsongan; Asta Sayid Yusuf terletak di
Kecamatan Talango;

. Gunung Leket terletak di Kecamatan Ganding;

Tari-tarian tradisional seperti Tari Gambu dan Tari Muangsangkal;

. Upacara Adat Nyaddar dan Petik Laut terletak di Kecamatan

Saronggi; Upacara Petik Laut, Upacara Labuh Laut terletak di
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Kecamatan Bluto; Upacara Rokatan Laut terletak di Kecamatan
Masalembu;

7. Karapan sapi dan Musik Saronen yang merupakan musik dan
tarian pengiring regu kerapan sapi sebelum maju ke medan laga.

8. Benteng VOC terletak di di Kecamatan Kalianget.

9. Batik Tulis karena ciri khas warna dan motifnya. Industri batik
tulis Sumenep utamanya di sentra batik tulis di Desa Pakandangan
Barat — Kecamatan Bluto

c) Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan
sumberdaya alam (SDA) dan teknologi tinggi di Kabupaten Sumenep
diarahkan pada upaya pengembangan pengeboran minyak bumi dan gas
alam di Pulau Pagerungan, Perairan P. Giliketapang, Perairan Masalembu,
Blok Kangean dan di perairan Kalianget.

Selanjutnya untuk potensi pertambangan di Kabupaten Sumenep
terdiri dari: pertambangan batu gunung yang berada di lokasi Kecamatan
Batuputih dan Lenteng; pertambangan pasir di Kecamatan Dasuk, Batang-
Batang, dan Ambunten; pertambangan tanah urug di Kecamatan Batuputih
dan Lenteng; pasir kerikil batu di Kecamatan Ambunten; pasir kwarsa di
Kecamatan Batuputih dan Lenteng; pertambangan tanah liat di Kecamatan
Ganding, Raas, Gapura, dan juga Masalembu; pertambangan
gamping/dolomit di Kecamatan Batuputih, Pragaan dan Talango; serta
pertambangan phospat di Kecamatan Pasongsongan, Lenteng, Bluto dan
Saronggi.

Berikut disajikan tabel terkait potensi energi dan potensi
pertambangan yang ada di Kabupaten Sumenep secara rincinya:

TABEL II. 10: POTENSI ENERGI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015-2016

Jumlah
No. Jenis Energi Produksi (MMBTU/Barel) Lokasi
2015 2016
1. Gas Alam 2.862.724.34 2.749.92 Pagerungan -Kangean
2. Minyak Bumi** - - Pagerungan -Kangean

Sumber: Kantor ESDM Kabupaten Sumenep, 2016

TABEL II. 11: POTENSI PERTAMBANGAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015-2016

Jenis Jumlah
D Pertambang Produksi (ton) LTS Lo L Lokasi
an 2015 2016 2015 2016
1. Batu 72.408,0  82.208,0 39.014.752,9 39.414.212,1 Kec. Batuputih,
Gunung * 0 0 Lenteng
2. Pasir* 9.852,00  6.952,00 19.327.111,2 11.921.201,1 Kec. Dasuk,
Batang-batang,
Ambunten.
3. Tanah Urug* 11.348,7 19.511,8 37.852,00 32.557,01 Kec. Batuputih,
6 6 Lenteng
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4. Pasir Kerikil 63.672,4 67.511,2 - - Kec. Ambunten

Batu* 0 0
5. Pasir 75.521,2  71.203,1 41.242.847,9 42.511,01 Kec. Batuputih,
Kwarsa 0 1 6 Lenteng
6. Tanah Liat - - 19.303.101,2  19.201.550,0 Kec. Ganding,
7 0 Raas, Gapura,
Masalembu
7. Gamping/ 6.952,00  9.432,05 76.993.502 76.741,50 Kec. Batuputih,
Dolomit* Pragaan,
Talango
8. Phospat 72.233,2  73.331,2 3.901.475,38 3.801.572,1 Kec.
0 0 Pasongsongan,
Lenteng, Bluto,
Saronggi.

Sumber : Kantor ESDM Kabupaten Sumenep, 2016

Keterangan:
e *Jumlah Produksi Komoditas Tambang Mineral Non Logam berdasarkan pajak galian

e ** Minyak bumi sudah tidak berproduksi (Shut Down)
*** Berdasarkan Kumulatif Lifting Triwulan IV/2016 (Periode Januari 2016 s/d Desember 2016).

d) Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Terkait dengan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup di
Kabupaten Sumenep, meliputi:

1. Kawasan DAS wilayah daratan dan kepulauan
2. Kawasan pantai, taman laut, cagar alam, dan hutan meliputi:
(a) Kawasan Pantai Lombang terletak di Kecamatan Batang-
batang;
(b) Kawasan Pantai Slopeng terletak di Kecamatan Dasuk;
(c) Kawasan Taman Laut Mamburit terletak di Kecamatan Arjasa;
(d) Kawasan Taman Laut Pulau Saebus terletak di Kecamatan
Sapeken;
(e) Kawasan Taman Laut Gili Labak terletak di Pulau Gili Labak;
(f) Kawasan Taman Laut Pulau Kemudi terletak di Kecamatan
Ra’as;
(g) Kawasan Taman Laut Saor terletak di Pulau Saor;
(h) Kawasan Cagar Alam terletak di Pulau Saobi; dan
(i) Kawasan Hutan terletak di Pulau Gili Lawak.

2.2. Aspek Kesejahteraan Umum
2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam
suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
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harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh
unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan
harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun
dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui
kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu
daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan
ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat
digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator
PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio
antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

TABEL II. 12 PENDAPATAN REGIONAL DOMESTIK BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN
2016-2020 (DALAM JUTA)

Ka:‘i’g° Uraian 2016 2017 2018* 2019* 2020**

A Pertanian, Kehutanan, 7 436 6000  7.681.993,8 7.850.048,3 7.758.094,6 7.818.687,4
dan Perikanan
Pertambangan dan 6.120.318,1 5.925.121,3 5.837.004,9 5.183.941,9 5.153.020,3
Penggalian
Industri Pengolahan 1.126.992,3 1.202.157,3 1.317.490,1 1.438.074,6 1.416.607,8
gzlégadaan Listrik dan 7.306,6 7.589.5 7.868,0 8.169,6 7.970,9
Pengadaan Air,

E Pengelolaan Sampah, 10.290,0 10.646,0 10.978,0 11.451,5 L2
Limbah dan Daur Ulang

F Konstruksi 1.387.020,3 1.472.898,8 1.581.774,5 1.746.478,9 1.633.175,1
Perdagangan Besar dan

G Eceran; Reparasi Mobil ~ 2.537.900,1 2.712.183,5 2.933.660,9 35-139.433,2 2.902.102,0
dan Sepeda Motor

H Transportasi dan 237.424,4  256.632,7 = 276.195,7 298.645,4  272.308,6
Pergudangan

I SRR LTk 155.193,7  170.402,2 185.874,3  200.768,9  178.474,0
dan Makan Minum

J Informasi dan 1.191.115,2 1.287.837,5 1.402.909,5 1.521.079,2  1.659.049,0
Komunikasi

K Jaiza Eepnpe dun 416.817,3 441.744,9 471.774,0 498.256,4 498.080,7
Asuransi
Real Estate 220.158,8 232.735,2 247.854,6 263.663,9 270.498,0

M,N  Jasa Perusahaan 42.117,7 44.736,2 47.785,9 50.905, 1 47.373,3

Administrasi

o Pemerintahan, 660.510,8  687.525,7  723.208,3  745.697,6  731.250,0

Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

P Jasa Pendidikan 532.114,3 571.278,2 618.882,3 671.665,5 684.784,5

Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

R,S,T,U Jasalainnya 152.083,2 160.882,1 171.065,9 183.019,1 154.599,8

77.706,6 83.330,6 89.945,3 97.093,0 106.623,4
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PRODUK DOMESTIK REGIONAL 22.311.690 22.949.695 23.783.320 23.816.438 23.546.509
BRUTO ,1 ,5 »3 37 »1
18.949.929

PDRB TANPA MIGAS 16.724.716 17.579.916 18.525.472 19.230.189
»6 )1 »S 16 )2
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur

perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari
data PDRB pada diatas, 3 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten
Sumenep Tahun 2020 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar
Rp. 7.818.687.400.000,-. Terbesar kedua adalah sektor Pertambangan dan
Penggalian sebesar Rp. 5.153.020.300.000,-. Sektor Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.902.102.000.000,- .

TABEL II. 13 PENDAPATAN REGIONAL DOMESTIK BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN
2016-2020 (DALAM JUTA)

Kategori Uraian 2016 2017 2018+ 2019+ 2020**

Pertanian,

A Kehutanan, dan 11.308.891,2  12.049.690,4 12.761.455,9 12.833.205,2 13.077.795,4
Perikanan

B Pertambangan 6.518.679,7 6.291.152,6  6.470.160,0  5.704.326,6 = 5.130.043,9
dan Penggalian

c Industri 1.471.313,1 1.619.837,0  1.810.797,8  2.016.710,2  2.015.783,2
Pengolahan

D Pengadaan 7.967,6 8.965,2 9.803,8 10.391,1 10.097,2
Listrik dan Gas
Pengadaan Air,

E Pengelolaan 11.953,6 12.691,5 13.356,0 13.693,1 14.341,4
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

F Konstruksi 1.920.246,9 2.085.836,9  2.257.577,3 = 2.442.752,5  2.327.208,6
Perdagangan
Besar dan

G Eceran; Reparasi 3.177.507,4 3.478.024,7  3.887.105,1 = 4.246.067,3  3.997.138,5
Mobil dan Sepeda
Motor

H Transportasi dan 293.791,3 327.136,6 358.075,1 396.024,2 365.078,2
Pergudangan
Penyediaan

I Akomodasi dan 182.193,2 205.967,4 229.809,3 252.990,6 226.690,0
Makan Minum

J Informasi dan 1.319.527,8  1.458.460,9  1.589.040,5  1.745.399.2  1.919.367,0
Komunikasi

K Jasa Keuangan 548.297,8 599.577,9 652.171,0 693.298,7 695.578,9
dan Asuransi

L Real Estate 259.067,0 280.491,8 306.919,6 330.811,6 344.730,0

M,N  Jasa Perusahaan 53.808,4 58.857,4 65.172,1 70.912,8 66.918,0

Administrasi
Pemerintahan,

o Pertahanan dan 893.201,2 969.525,7 1.084.123,0  1.215.217,2 = 1.234.613,3

Jaminan Sosial

Wajib
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Kategori Uraian 2016 2017 2018* 2019* 2020**

P Jasa Pendidikan 721.627,8 792.425,5 870.561,1 959.813,8 979.670,1
Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 97.667,6 108.383,4 117.172,2 128.803,1 141.633,0
Sosial
R,S,T,U Jasalainnya 184.997,0 199.213,1 220.254,4 238.219,3 203.555,4

PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO

PDRB TANPA MIGAS 29.335.080,94 23.129.176,1 24.975.559,7 27.016.875,7 28.392.709,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Sebagaimana PDRB atas dasar harga konstan, 3 sektor terbesar PDRB
atas dasar harga berlaku Kabupaten Sumenep tahun 2020 adalah pertanian,
kehutanan, dan perikanan dengan nilai Rp. 13.077.795.400.000,-. Sektor
Pertambangan dan Penggalian memeiliki kontribusi dengan nilai Rp.
5.130.043.900.000,-. sektor pedagangan besar dan eceran, reparasi mobil
dan sepedah motor senilai Rp. 3.997.138.500.000,-.

PDRB baik AHDK dan AHDB di dominasi oleh 3 sektor yaitu sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian
dan sektor pedagangan besar dan eceran. Pada 2020 sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang tidak
terpengaruh pandemi, karena saat mayoritas sector mengalami kontraksi,
sector pertanian, kehutanan, dan perikanan justru mengalami
pertumbuhan.

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang

terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri, pertambahan
produksi  sektor-sektor ekonomi, pertambahan jumlah fasilitas
infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum),
pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan
perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga
konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya
apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan
pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya
tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila
sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi,
maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan
ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar.
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TaBEL II. 14 PERTUMBUHAN EKONOMI PER SEKTOR KABUPATEN SUMENEP

Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan
Pertambangan dan
Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan
Gas

Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi

Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
Transportasi dan
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
Informasi dan
Komunikasi

Jasa Keuangan dan
Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
Jasa lainnya

3,51
-4,04
6,39

3,83

3,21

5,64

6,79

8,33
9,72
9,80
8,56

6,75
6,17

4,09

7,20
7,37
5,95
2,58
5,23

3,30
-3,19
6,67
3,87

8,09
9,80
8,12
5,98

5,71
6,22

4,09

7,36
7,24
5,79
2,86
5,11

2,30
-1,49
9,59

3,67

7,39

8,17

7,62
9,08
8,94
6,80

6,50
6,82

5,19

8,33
7,94
6,33
3,63

5,38

-1,28
11,19
9,15

3,83

4,31

10,41

7,01

8,13
8,01
8,42
5,61

6,38
6,53

3,11

8,53
7,95
6,99
0,14

3,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

0.78

-0.60
-1.49

-2.43

3.95
6.49

-7.56

-8.82
-11.10
9.07

-0.04

2.59
=694,

-1.94

1.95
9.82
-15.53
-1.13

-1.46
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GAMBAR II. 4 PERTUMBUHAN EXONOMI KABUPATEN SUMENEP BERBDANDING JAWA TIMUR DAN
NASIONAL
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep secara umum mengalami
fluktuatif. Pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami pertumbuhan, tahun
2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,58 meningkat tahun 2017 menjadi
2,86 dan ditahun 2018 sebesar 3,63. Namun tahun 2019 perekonomian
mulai menurun menjad 0,13 dan tahun 2020 karena pandemic terkontraksi
hingga -1,13. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep tahun 2019
berada jauh dibawah Jawa Timur yaitu sebesar 5,02. Turunnya
perekonomian Kabupaten Sumenep dikarenakan terdapat 2 sektor yang
mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu sektor pertanian, kehutanan,
dan perikanan dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Kondisi ini pun
berbanding terbalik dengan 4 besar kontribusi perekonomian, sektor
pertanian dan pertambangan memiliki laju pertumbuhan yang justru
negative. Pada tahun 2019 pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan mencapai -1,28 sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian
mencapai -11,19. Kedua sektor tersebut merupakan sektor unggulan di
Kabupaten Sumenep, sehingga penurunan yang cukup signifikan
berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah. Secara umum tahun
2020 semua sektor perekonomian mengalami kontraksi, namun sektor
Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami pertumbuhan yang cukup
baik yaitu 0.78.
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GAMBAR II. 5 PERTUMBUHAN DAN DISTRUBUSI PER SEKTOR TAHUN 2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

2.2.1.3 Inflasi
Inlasi adalah suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya

kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (Price Level). Dikatakan
tingkat harga secara umum karena barang dan jasa yang ada dipasaran
mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam, Sebagian besar dari
harga barang tersebut meningkat dan mengakibatkan terjadinya inflasi. Pada
prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian.
Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu dibawah sepuluh persen. Inflasi
ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini
karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih
meningkatkan  produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas
produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi pengusaha
mendapat keuntungan yang lebih banyak. Selain itu, peningkatan produksi
memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi
akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen. Tingkat inflasi
di Kabupaten Sumenep tergolong sedang berada pada kisaran angka 2 yang
artinya daya beli masyarkat masih terjaga.
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GAMBAR II. 6 TINGKAT INFLASI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabuapten Sumenep.

Berdasarkan data indikator Iflasi daerah Tingkat inflasi tahun ke tahun
Kabupaten Sumenep mencapai 2,16 persen diatas angka Jawa Timur dan
Nasional yang berada pada angka 1,50 persen dan 1,59 persen. Komoditas
utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah bawang
merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Dengan angka ini, inflasi daerah di
sumenep dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan yang artinya
harga kebutuhan pokok semakin terkendali.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah salah satu hal yang perlu
diperhatikan. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu
kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini di dasari
bahwa manusia adalah subyek dan obyek dalam pembangunan. Indeks
Pembangunan Manusia memiliki fungsi untuk mengukur seberapa baik
pembangunan sumber daya manusia melalui beberapa dimensi, diantaranya
adalah harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak.
Selain itu IPM juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam
melaksanakan atau sebagai ukuran kinerja pemerintah. Berikut adalah
Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Sumenep:
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GAMBAR II. 7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN SUMENEP BERBANDING PROVINSI DAN

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa TImur
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72,97
72,58
72,05
71,73
71,72

Kediri
Madiun
Nganjuk

Ponorogo _ 70,81
Banyuwangi [N 70,62

Jombang

Jawa Timur

Lamengan

19 Kabupaten/Kota
IPM di bawah Jawa Timur

slitar I 70,58
Ngawi I 70,54
Maleng I 70,36
Trenggalek [N 69,74
Bojonegoro NN 69,04
Pasuruan N 68,6

Tuban I 68,4
Pacitan I 68,39
situbondo I 67,38

Jember E— 67,11
Bondowoso [ 66_43

Pamekasan [N 66,26

Probolingge I 66,07
Lumajong [T 65,46
Bangkalan I 64,11
sampang N 62,7

GAMBAR II. 8 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020
Sumber: BPS Jawa Timur

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai IPM di Kabupaten
Sumenep mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya, dimana
pada tahun 2016 adalah sebesar 63,42 kemudian pada tahun 2020 menjadi
66,43. Adapun nilai IPM bila dilihat berdasarkan kategori nilai IPM yaitu:

1.

2.
3.
4

Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

"sangat tinggi"
"tinggi"
"sedang"
"rendah"

: IPM = 80
: 70 < IPM < 80
:60 <IPM < 70
: IPM < 60
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berdasarkan kategori dari nilai IPM tersebut diketahui bahwa pada
tahun 2016 hingga tahun 2019 Kabupaten Sumenep belum mengalami
peningkatan kategori sama sekali yaitu hanya berada pada kategori
sedang. Adapun nilai IPM Kabupaten Sumenep bila dibandingkan dengan
nilai IPM Provinsi Jawa Timur nilai [IPM Kabupaten Sumenep berada di bawah
nilai IPM Provinsi Jawa Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai IPM
Kabupaten Sumenep masih termasuk rendah bila dibandingkan dengan
daerah lainnya karena dibawah rata-rata IPM seluruh daerah (IPM Jawa
Timur). Diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur Sumenep masih posisi 6
terendah di Jawa Timur.

TABEL II. 15 CAPAIAN KOMPONAN IPM KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Tahun
Komponan IPM 2016 2017 2018 2019 2020
Harapan Lama 12,73 12,74 13,07 13,19 13,20
Sekolah
Rata-Rata Lama
Sekolah 5,08 5,22 5,23 5,46 5,71
U§1a Harapan 70,56 70,71 70,94 71,22 71,41
Hidup
Pengeluaran

. 7.846.000 8.316.000 8.772.000 9.082.000 8.888.000
Perkapita (Rp)

Sumber: BPS Provinsi Jawa TImur

Nilai IPM bila dilihat dari komponen pembentuknya terdapat 4
indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS),
Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran per Kapita. Dari analisa ke-
empat indikator pembentuk tersebut akan diketahui indikator mana saja
yang mempengaruhi rendahnya nilai IPM. Adapun nilai minimal dan
maksimal dari setiap indikator pembentuk IPM adalah sebagai berikut:

TABEL II. 16: NILAI MINIMAL DAN MAKSIMAL KOMPONEN IPM

| Minimum |

Angka Harapan Hidup

Tah 0 85
(AHH) ahun 2
Rata-rata Lama Sekolah

Tah 0 15
(RLS) ahun
Harapan Lama Sekolah

Tah 0 18
(HLS) ahun
Pengeluaran per Kapita )

Rupiah 1.007.436 26.572.352
pertahun

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa TImur
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Indikator angka harapan hidup di Kabupaten Sumenep pada tahun
2016 hingga tahun 2020 diketahui bahwa mengalami kecenderungan
kenaikan setiap tahunnya meskipun hanya sedikit. Bila dilihat dari nilai
minimal dan maksimal dari nilai Angka Harapan Hidup diketahui bahwa nilai
angka harapan hidup di Kabupaten Sumenep termasuk tinggi yaitu pada
tahun 2020 mencapai angka harapan hidup sebesar 71,41, masih cukup
jauh mencapai angka maksimum 85.

Rata-rata lama sekolah (RLS), berdasarkan data di atas selama 5 tahun
terakhir mengalami kecenderungan kenaikan meskipun tidak terlalu besar.
Dari nilai RLS selama 5 tahun terakhir tersebut dengan nilai 5,08 pada tahun
2016 dan tahun 2020 mencapai 5,71 maka bila dilihat dari nilai minimal dan
maksimal dari RLS dapat disimpulkan bahwa nilai RLS di Kabupaten
Sumenep masih rendah dimana rata-rata setiap tahunnya hanya
memperoleh angka 5 sedangkan batas maksimal adalah 15.

Harapan lama sekolah (HLS), berdasarkan data di atas selama 5 tahun
terakhir mengalami kecenderungan kenaikan dimana kenaikan tertinggi
adalah pada tahun 2018 yaitu naik sebesar 0,33. Dari nilai HLS selama 5
tahun terakhir tersebut dengan nilai 12,73 pada tahun 2016 dan tahun 2020
mencapai 13,20 maka bila dilihat dari nilai minimal dan maksimal dari HLS
dapat disimpulkan bahwa nilai HLS di Kabupaten Sumenep masih belum
maksimal, dimana angka maksimal adalah 18, kondisi ini menunjukkan
harapan masyarakat dalam meneempuh Pendidikan sampai jenjang
Pendidikan SMA/MA (Pendidikan 12 tahun).

Pada pengeluaran perkapita di Kabupaten Sumenep selama 5 tahun
terakhir mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak terlalu tinggi.
Adapun kenaikan tertinggi adalah pada tahun 2017 yaitu naik sebesar 470
Ribu. Nilai pengeluaran perkapita setiap tahunnya di Kabupaten Sumenep
bila dibandingkan nilai minimal dan maksimal dari pengeluaran perkapita
yang telah ditentukan diketahui bahwa pengeluaran perkapita di Kabupaten
Sumenep sudah di atas batas minimal namun masih jauh dari angka
maksimal. Tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten
Sumenep sebesar Rp. 9.082.000 dan menurun ditahun 2020 menjadi Rp.
8.888.000 sedangkan angka maksimal mencapai Rp. 26.572.352. kondisi ini
menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kabuapten Sumenep masih belum
optimal.

Indikator IPM Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir mengalami
peningkatan meskipun belum signifikan. IPM Sumenep masih berkisar di
posisi 6 terendah dengan nilai 66,43 pada tahun 2020. Salah satu penyebab
tidak dapat optimalnya pertumbuhan IPM adalah pengeluaran perkapitan

penduduk Kabupaten Sumenep yang masih terlogong rendah di jawa timur
dan tahun 2020 mengalami penurunan.
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2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari
sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis
kemiskinan. Berikut adalah persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep:

25
20,09 19,62 20,16 19,48 20,18
R : —— . — 20
12,05 o
: 11,77
11,09 10,19
10
5
0

2016 2017 2018 2019 2020

e Jawa Timur B Nasional  =—=#=—Sumenep

GAMBAR II. 9 PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN SUMENEP BERBANDING PROVINSI DAN NASIONAL
Sumber: Data Diolah

Blitar EEEEE—— 9,33

Kediri MEE——— 11 40

Madiun EEE——— 11,46
Trenggalek GGG 11,62

Gresik NI 12,40
Bojonegoro NEEEEEEEEENEEm—— 12 87
Lamongan INEEEEEEEEEESSm——— ]3 85
Bondowoso I 14’17

Ngawi HEEEEEEEEEE——— 15,44

Tuban IS 15 91
Probolinggo NEEEEEEEEEEEEEEEEEE——— 18 61

Lumajang EEEEEEEE—— 9 33

Pasuruan INEEEEE———— 9 06
Jombang NSNS 9 94
Ponorogo N 9’95
Jember IIINN————— 10,09
Malang 10’15
Magetan I 10,35
Mojokerto IEEE——— 10,57
Jawa Timur IEE——— 11,09
Nganjuk EEE—————— 11,62
Situbondo I 12'22
Pacitan I 14’54
Pamekasan I 14,60

Sidoarjo NS 5 59
Kota Mojokerto IS 6,24

Kota Pasuruan I 6,66

Sumenep INIINNEEEEEEEEEEEEEEEN———— 20,18
Bangkalan IIIEEEEEEEEEEEEE—— 20,56

Kota Kediri IEE—— 7,69
Kota Blitar EE— 7,78
Banyuwangi IEEE——— 8 06

Kota Batu Hmmmmm 3,89
Kota Malang IS 4,44
Kota Madiun = 4,98
Kota Surabaya N 5 02
Tulungagung I 7,33
Kota Probolinggo  IE—— 7,43

GAMBAR II. 10 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur
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Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa persentase kemiskinan
di Kabupaten sumenep dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami
stagnan di angka 19-20. Penurunan terjadi pada tahun 2017 dan 2019 di
angka 19 dah tahun 2016, 2018 dan 2020 berada pada angka 20. Dari data
tersebut dapat diproyeksikan bahwa untuk tahun-tahun kedepannya hanya
akan mengalami kenaikan dan penurunan diangka 19% dan 20% tanpa
adanya penurunan persentase kemiskinan yang tinggi sehingga perlunya
penanganan yang lebih dari sebelumnya. Persentase kemiskinan di
Kabupaten Sumenep bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Maupun
Nasional diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Sumenep
termasuk tinggi karena berada mempunyai persentase lebih besar dari
Nasional maupun dengan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 hingga tahun
2020.

Kemiskinan kabupaten sumenep masih berkisar pada poin 19 sampai
20, yang artinya penanggulangan kemiskinan masih belum optimal. 5 tahun
terakhir kemiskinan masih fluktuatif, belum menungjukkan penurunan yang
signifikan, bahkan pada tahun 2020 berada pada posisi 3 terendah di Jawa
Timur. Dengan kondisi ini ada berbagai sektor yang harus digenjot, antara
lain sektor ekonomi dan Pembangunan manusia untuk meningkatkan drajat
kesejahteraan masyarakat

Salah satu penyebabnya kurang validnya data kemiskinan. Data
Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang meruakan acuan data kemiskinan
senantiasa telah dilakukan verifikasi dan validasi data dua kali setahun.
Selain itu verifikasi dan validasi DTKS juga dilakukan berbasis NIK dengan
bekolaborasi dengan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan pads
Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, serta dilakukan penelusuran di
lapangan
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam
arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan
perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang
dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila
disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang
terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum
perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang
semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh
kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang
kehidupan. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
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dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diwujudkan secara
bertahap dan berkesinambungan. Berikut data Indeks Pembangunan Gender
(IPG) di Kabupaten Sumenep:

TaBEL II. 17: INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

Indeks pembangunan gender - 80,11

Sumber: Data Diolah

IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit
dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya
dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu
memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan
yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Pembangunan
Manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun
demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian
kualitas hidup antara
laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap
kemampuan dasar antara
laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG
dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan
dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio
maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempua.
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada 4 tahun terakhir diketahui
bahwa adanya peningkatan pada nilai IPG yaitu pada tahun 2017 nilai IPG
adalah sebesar 79,65 dan kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi
80,81. Data menunjukkan kesenjangan kemampuan antara laki-laki dan
perempuan di Kabupaten Sumenep tergolong tinggi.

2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan

suatu Negara. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia
yang menjadi salah satu unsur dalam pembangunan negara. Indeks
pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan
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perkembangan pendidikan. Berikut merupakan data-data pendidikan
Kabupaten Sumenep.

2.3.1.1.1  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan jenjang
pendidikan yang ditempuh anak sebelum ia masuk ke sekolah dasar
(SD). Pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang
diperuntukkan bagi anak 0-6 tahun, di mana usia ini menjadi usia
emas pembentukan kepribadian dan karakter anak.

69,72

2018

2019
2020

® Angka Partisipasi PAUD

GAMBAR II. 11 ANGKA PARTISIPAST KASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

APK merupakan indikator yang menunjukkan berapa besar
umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat
pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem
pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah
tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi
sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang
pendidikannya. APK PAUD Kabupaten Sumenep mengalami
peningkatan mulai tahun 2016 hingga tahun 2019, peningkatan cukup
signifikan terjadi pada tahun 2016 dari 14,19 menjadi 55,93. Hal ini
menunjukkan partisipasi penduduk dalam menempuh Pendidikan
PAUD cukup baik. Namun pada tahun 2020 APK PAUD mengalami
penurunan dari yang sebelumnya 84,31 pada tahun 2019 menjadi
69,72 pada tahun 2020.

2.3.1.1.2  Angka Melek Huruf
Definisi Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk usia 15
tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis
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huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di
baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka
melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan
pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau
kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas
SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki
kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik
itu lisan maupun tulisan.

93,91

‘liiillll““ll'll

2016

88,88

86,04
- 82,65

2018

2017

2019
2020

™ Angka Melek Huruf

GAMBAR II. 12 PERKEMBANGAN ANGKA MELEK HURUF KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-
2020

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Angka melek huruf di Kabupaten Sumenep sudah cukup baik
pada angka 88,88 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya sebuah
sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan
yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh
kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-
hari dan melanjutkan pembelajarannya. Namun angka melek huruf
Kabupaten Sumenep memiliki kecendurungan menurun, tahun 2017
angka melek huruf sebesar 93,91 menurun tahun 2018 sebesar 86,04
meskipun Kembali naik pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020
angka melek huruf kembali mengalami penurunan sebesar 6,23 atau
menjadi sebesar 82,65. Kondisi ini menunjukkan regenerasi di
Kabupaten Sumenep yang menurun, sehingga kemampuan membaca
dan menulis penduduk yang memasuki usia 15 tahun mengalami
penurunan

2.3.1.1.3  Angka Partisipasi Kasar
Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat
strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang

diharapkan yakni mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki
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karakter dan budi pekerti yang luhur. Angka Partisipasi Kasar (APK),
menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam
pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi
Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya)
terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang
pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan
program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam
rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam
pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing
jenjang pendidikan.
mSD/MI W SMP/MTs B SMA/K/MA
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GAMBAR II. 13 ANGKA PARTISIPASI KASAR KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Grafik diatas menunjukkan partisipasi penduduk usia SMA
sederajat dalam menempuh Pendidikan masih dibawah usia SMP
sederajad. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena
populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan
mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang
pendidikan yang bersangkutan. Sehingga jika dilihat pada grafik,
masih cukup banyak siswa yang terlambat dalam menempuh
Pendidikan. Pada tahun 2020 APK SD/MI mengalami penurunan dari
tahun 2019 sebesar 130 menjadi 128,15 pada tahun 2020. Sedangkan
untuk jenjang pendidikan SMP/Mts mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya yaitu 120,11 pada tahun 2019 menjadi 122,99 pada tahun
2020.

2.3.1.1.4 Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada

kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah
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terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007,
Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut
diperhitungkan. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia
sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga
merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap
jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan
indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi
penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai

dengan standar tersebut.
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GAMBAR II. 14 ANGKA PARTISIPASI MURNI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Grafik menunjukkan angka partisipasi murni pada jejang SMA
masih rendah, jika dibandingkan dengan APK maka masih banyak
siswa yang terlambat sekolah maupun tertinggal tingkat sekolah.
Kondisi ini menunjukkan kualitas Pendidikan harus ditingkatkan
untuk menekan adanya siswa yang tertinggal tingkat sekolah. Adanya
ketertinggalan tingkat Pendidikan dapat disebabkan oleh kualitas
pengajaran yang masih belum optimal, rasio sekolah yang masih
rendah dan kesadaran penduduk dalam menempuh Pendidikan yang
masih rendah. APM untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2020
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 107,6 pada tahun
2019 menjadi 99,8 pada tahun 2020. Sedangkan, untuk jenjang
pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
yaitu 99,41 pada tahun 2019 menjadi 99,54 pada tahun 2020.

2.3.1.1.5 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di
suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD
menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat

SD yang dinyatakan dalam persen. Angka Putus Sekolah digunakan
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untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan
untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan
pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-
18 tahun). Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan
kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya
jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di
suatu wilayah semakin baik.
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GAMBAR II. 15 ANGKA PUTUS SEKOLAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Angka putus sekolah di kabupaten sumenep masih tergolong
tinggi, dengan rata-rata diatas 15%. Pada jenjang SD/MI tahun 2019
sebesar 16% siswa mengalami putus sekolah. Sedangkan pada jenjang
SMP/MTs sebesar 21% siswa putus sekolah, tertinggi pada jenjang
SMA sederajat dengan tingkat putus sekolah mencapai 31%. Hal ini
dapat diartikan setiap 100 siswa SMA sedesarat, terdapat 31 siswa
yang putus sekolah. Angka putus sekolah yang tinggi dapat berakibat
pada banyak hal, dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan hingga
meningkatkan angka melek huruf. Pada tahun 2020 angka putus
sekolah jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan menjadi
13% sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs menujukkan
angka yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 21%. Sehingga
terdapat 13 siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan
21 siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs.
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2.3.1.1.6  Angka Kelulusan
mSD/MI ®SMP/MTs ® SMA/K/MA
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GAMBAR II. 16 ANGKA KELULUSAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Angka kelulusan menunjukkan keberhasilan siswa dalam
menempuh ujian akhir sekolah. Angka kelulusan yang tinggi
menunjukkan kualitas Pendidikan yang baik dan sebaliknya, angka
kelulusan yang rendah menunjukkan kualitas Pendidikan yang belum
optimal. Angka kelulusan Kabupaten Sumumep tergolong baik dengan
kisaran diatas 99% yang artinya sangat sedikit siswa yang tidak lulus
sekolah. Namun, pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami
penurunan yaitu tahun 2019 dengan angka 99,76 menurun menjadi
99,55 pada tahun 2020. Sedangkan, pada jenjang pendidikan
SMP/MTs mengalami penurunan pula dari angka 99,87 pada tahun

HSD/MI mSMP/MTs  m SMA/K/MA

2019 meningkat menjadi 98,92.

2016 2017 2018 2019 2020

2.3.1.1.7  Angka Melanjutkan

—l
o\
o
)

GAMBAR II. 17 ANGKA MELANJUTKAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
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Angka melanjutkan merupakan persentase lulusan yang
melanjutkan pada jenjang Pendidikan selanjutnya. Pada grafik
menunjukkan pada jenjang SD dan SMP meskipun belum 100%,
namun tingkat kesadaran Pendidikan cukup tinggi untuk melanjutkan
pada jenjang berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 dimana
pada jenjang pendidikan SD/MI mencapai angka 98,68 dan pada
jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai angka 99,14. Namun pada
jenjang SMA sederajat, angka meanjutkan tergolong rendah, dimana
lulusan SMA sederajat belum sampai 70% yang melanjutkan pada
jenjang perguruan tinggi. Dengan kondisi ini maka pemerintah
Kabupaten Sumenep harus menyediakan lapangan kerja yang cukup
banyak untuk lulusan SMA sederajat sehingg tingkat penggangguran
dapat ditekan.

2.3.1.1.8  Rasio Sekolah dan Guru

Kualitas layanan Pendidikan sangat ditentukan dengan
ketersediaan sekolah yang representatif. Hal utama yang harus
menjadi perhatian adalah ketersediaan, setelah itu kualitas sekolah.
Keberadaan guru yang memadai baik secara jumlah dan kualitas
mejadi hal penting kedua dalam meningkatkan Pendidikan di Daerah.

TABEL II. 18 KETERSEDIAAN SEKOLAH DAN GURU DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-
2020

v o a0 2030

1 Rasio ruang kelas belajar terhadap rombongan belajar

- SD/MI 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

- SMP/MTs 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

- SMA/K/MA 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
2 Rasio guru/murid

- SD/MI 1:33 1:29 1:24 1:18 1:16

- SMP/MTs 1:44 1:32 1:29 1:31 1:22

- SMA/K/MA 1:34 1:30 1:28 1:25  1:25
3 Rasio murid per kelas rata-rata

- SD/MI 1:18 1:17 1:17 1:16  1:18

- SMP/MTs 1:28 1:28 1:30 1:31 1:28

- SMA/K/MA 1:38 1:32 1:32 1:28  1:25

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

Data menunjukkan Rasio Guru/Murid di kabupaten Sumenep
cukup baik. Pada tahun 2020 jenjang SD 1 guru mengajar 16 siswa,
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pada jenjang SMP 1 guru mengajar 22 siswa dan pada jejang SMA
sederajad 1 guru mengajar 25 siswa. Perbandingan yang cukup baik
dan menunjukkan Kabupaten Sumenep tidak kekurangan dalam hal
jumlah guru. Selain itu rasio murid per kelas menunjukkan bahwa
pada tahun 2020 jenjang SD/MI 1 kelas dapat menampung 18 siswa,
jenjang SMP/MTs 1 kelas dapat menampung 28 siswa dan pada
jenjang SMA sederajat 1 kelas dapat menampung 25 siswa.

2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif
secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan bidang yang sangat
penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa
sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan,
sehingga kesehatan merupakan tempat ketergantungan dari banyak harapan
masa depan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Dalam Urusan
Kesehatan di Kabupaten Sumenep diselenggarakan dengan memiliki 19
indikator ukuran keberhasilan penyelenggaran urusan. Adapaun berikut
Realisasi kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kabupaten Sumenep
tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu:

TABEL II. 19 REALISASI KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN DI KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020

1 Indeks Kepuasan Indeks 2,6 3,03 3,25 3,25 3,25
Masyarakat Bidang
Kesehatan

2 | Jumlah BTA positif yang Angka 626 525 715 812 1.059
ditangani

3 Data jumlah kasus TB Orang 1.432 1.483 1.664 1.882 1.924
baru dan kambuh*

4 Persentase Prevalensi % 11,00 10,00 10,00 9,00 6,00
HIV (%)

5 Persentase Kunjungan % 100,18 100 107,92 108,91 100,62
bayi (%)

6 Persentase Cakupan % 100 100 100 100 100

Balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
(70)
7 Persentase Penduduk % 58,66 62,71 69,74 68,9 71,2
yang dilindungi
JKN/Asuransi
Kesehatan
8 Persentase Cakupan % 85 93 83 84 90,7
Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunizatioan (UCI)
9 Persentase Jumlah % 17 73 100 100 100
Puskesmas Terakreditasi
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12
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16
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21

22

23

24

25

26

27

Persentase Cakupan
komplikasi kebidanan
yang ditangani
Persentase Cakupan
pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi kebidanan
Rasio posyandu per
satuan balita
Persentase Realisasi
Imunisasi dasar lengkap
pada bayi

Angka Kematian Bayi
(AKB)

Angka Kematian Ibu
(AKI)

Persentase Balita Gizi
Buruk

BOR (Bed Occupancy
Rate)/Persen

TOI (Turn Over
Interval) /kali

ALOS (Average Length of
Stay) /hari

CRR (Cost Recovery
Rate)

Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada anak di
bawah lima

tahun /balita*

Rasio Puskesmas dan
Pustu terhadap jumlah
penduduk*

Persentase Puskesmas
yang melayani rawat
inap*

Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk*
Rumah Sakit yang
menyediakan 4 layanan
kesehatan spesialis
dasar*

Persentase puskesmas
dengan kecukupan
ketersediaan obat dan
vaksin*

Kepadatan dan distribusi
tenaga Kesehatan*

*( Data SPM
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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%
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Angka
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92

97,85

21

104

1,00
72,92
0,60
68,61
1,47
4,1
58,2

N/a

0,10

100,00

0,002

100,00

100,00

130,7

98

92

21

101

2,40
53,51
0,60
60,52
2,15
4,23
59,6

N/a

0,10

100,00

0,002

100,00

100,00

135,7

106

98

21

102

2,00
78,26
0,55
62,92
2,05
4,44
51,1

3,23

100,00

0,003

75,00

100,00

139,7

100 92,2
102,9 104
21 21
102 99,1
0,10 1,8
72,12 65,4
4,30 0,02

60,97
2,21 N/a
4.4 N/a
70,7 1,25
3,13 N/a
0,10 0,10
100,00 100,00
0,003 N/a
75,00 N/a
100,00 100,00
133,8 N/a
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2.3.1.2.1  Penanganan Balita Gizi Buruk dan Balita Stunting

Dalam upaya agar pencegahan balita gizi buruk maka perlunya
penangan jika ditemukannya balita dengan gizi buruk. Selain itu,
dalam rangka penangan balita gizi buruk tersebut maka dibangunnya
posyandu guna pelayanan Kesehatan anak lebih dekat ke masyarakat.
Guna menganalisa dari penanganan gizi buruk pada Balita maka
indikator untuk mengukurnya adalah kapasitas posyandu yang
disandingkan dengan data persentase balita yang menderita gizi buruk
dan cakupan kemampuan penangan dalam mengatasi balita gizi
buruk. Adapun peringkat stunting Kabupaten Sumenep di Provinsi
Jawa Timur dan juga pravelensi stunting Kabupaten Sumenep dapat
dilihat pada grafik dibawah:

PROBOLINGGO N 54,75
TRENGGALEK
JEMBER I 37,94
BONDOWOSO I 37,22
LUMAJANG e 34,47
PACITAN I 34,47
SAMPANG I 34,39
BOJONEGORO N 32,48
JOMBANG I 32,17
SUMENEP _—*
TULUNGAGUNG s 29,62
PASURUAN I 29,27
NGAW| I 28,70
LAMONGAN I 27,70
PONOROGO N 27,55
TUBAN I 27,15
PAMEKASAN . 27,13
BLITAR M 27,05
JAWATIMUR
SITUEONDO I 24,74
NGANJUK I 26,61
MALANG . 25,56
GRESIK e 25,53
KOTA BATU I 25,41
MADIUN I 24,94
KEDIRI e 24,49
BANYUWANG| I 24,44
KOTA PASURUAN I 23,12
BANGKALAN I 22,37
MAGETAN I 21,54
KOTA PROBOLINGGO N 19,36
KOTA MALANG I 17,48
MOJOKERTO I 17,20
KOTA BLITAR I 16,10
SIDOARJO I 13,24
KOTA SURABAYA I 11,80
KOTA MADIUN s 11,73
KOTA KEDIRI s 10,94
KOTA MOJOKERTO mmmmmmmm 9,04

GAMBAR II. 18 PRAVELENSI STUNTING PROVINSI JAWA TIMUR 2019
Sumber:EPBGM 2019

Angka Prevalensi stunting Kab. Sumenep tahun 2019 lebih tinggi
dari rata-rata Jawa Timur. Selain kasus balita gizi buruk, kasus balita
stunting di Kabupaten Sumenep masih termasuk banyak, hal tersebut
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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GAMBAR II. 19 PRAVELENSI DAN JUMLAH BALITA STUNTING DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN

2018-2019

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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= Persentase Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan (%)
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e Rasio posyandu per satuan balita

GAMBAR II. 20 CAKUPAN PENANGAN BALITA DENGAN GI1zI BURUK DI KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa angka balita
stunting di Kabupaten Sumenep masih termasuk banyak dengan
angka pravelensi sebanyak 3,23 pada tahun 2018 atau sebanyak 2.865
balita dan pada tahun 2019 mengalami penurunan tetapi tidak
signifikan sehingga pada tahun 2019 pravelensi balita stunting masih
di atas angka 3 yaitu 3,13 atau sebanyak 2.668 balita. Berdasarkan
gambar di atas juga diketahui bahwa rasio posyandu persatuan balita
pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebanyak 21 sehingga
dapat disimpulkan bahwa setiap posyandu yang ada mempunyai
kemampuan memberikan pelayanan terhadap balita sebanyak 21
balita. Dari kapasitas posyandu tersebut dalam melayani balita,
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ternyata masih terdapat balita dengan gizi buruk yaitu pada tahun
2018 mengalami sedikit penurunan sebanyak 0,05 dari tahun 2017
dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kasus balita gizi buruk
sebanyak 0,04.Sedangkan di tahun 2020 angka ini menurun menjadi
0,02. Dari kasus balita gizi buruk tersebut, pada tahun 2016 hingga
tahun 2020 diketahui bahwa seluruh balita gizi buruk yang perlu
mendapatkan perawatan sudah tertangani semua. Balita gizi buruk
yang dapat tertangani semua mengasumsikan bahwa kinerja
pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penanganan gizi buruk sudah
sangat baik. Adanya kasus balita gizi buruk dikarenakan rendahnya
kepedulian orang tua terhadap asupan gizi balitanya dan cakupan
posyandu yang masih belum bisa memberikan pengetahuan terkait
asupan gizi balita terhadap orang tua.

2.3.1.2.2  Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

AKI dan AKB merupakan indikator keberhasilan pembangunan
daerah dan juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam
menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Kematian Ibu
(AKI) merupakan kematian perempuan pada saat hamil atau kematian
dalam kurun waktu 42 hari sejak termin asi kehamilan tanpa
memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan
karena sebab-sebab lainnya seperti kecelakaan, per 100.000 kelahiran
hidup. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi
lahir sampai satu hari sebelum ulang tahun pertama. Angka Kematian
Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang
meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran
hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi
masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling
rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial
ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan
hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan
tempat tinggal dan kesehatannya. Berikut adalah Angka Kematian Ibu
(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sumenep:
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GAMBAR II. 21 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Angka Kematian
Ibu (AKI) masih termasuk fluktuatif dimana Angka Kematian Ibu (AKI)
pada tahun 2017 menurun secara signifikan sebesar 19,40 sehingga
angka kematian ibu menjadi 53,51/100.000. Akan tetapi pada tahun
2018 mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 24,75 angka
kematian ibu sehingga menjadi 78,26. Pada tahun 2019 mengalami
sedikit penurunan menjadi 72,12. Pada tahun 2020 mengalami
penurunan lagi menjadi 65,4. Angka kematian ibu di Kabupaten
Sumenep termasuk rendah dibandingkan angka nasional yaitu 103 per
100.000 kelahiran hidup sedangkan bila dilihat angka kematian ibu
tertinggi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2018 adalah 78,30 per
100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 12 kasus kematian ibu.

Sedangkan pada angka kematian bayi pada 5 tahun terakhir
mengalami penurunan. Pada tahun 2019 AKB sebesar 2,0, menurun
setahun berikutnya menjadi 1,8. Bila dilihat dari data tersebut maka
tahun selanjutnya kemungkinan Angka Kematian Ibu mengalami
sedikit peningkatan tetapi 4 tahun selanjutnya mengalami penurunan.
Sedangkan Angka Kematian Bayi terakhir pada tahun 2020 adalah
sebesar 1,8 dimana mengartikan terdapat 1,8 kematian bayi per 1.000
hidup dimana angka ini termasuk rendah bila dibandingkan dengan
angka nasional dengan AKB 24,00.

2.3.1.2.3  Pelayanan Rumah Sakit

Berdasar standar pengukuran jasa pelayanan kesehatan
nasional (Depkes 2005), kinerja rumah sakit dinilai dari:
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1. BOR (Bed Occupancy Rate) Menunjukkan presentase
tempat tidur yang dihuni dengan tempat tidur yang
tersedia.

2. TOI (Turn Over Interval) Menunjukkan rata-rata waktu
luang tempat tidur.

3. ALOS (Average Length of Stay) Menunjukkan rata-rata
lamanya seorang pasien dirawat inap.

4. CRR (Cost Recovery Rate) menunjukkan besarnya
kemampuan RS menutup biaya dengan penerimaannya
dari retribusi pasien (revenue).

Berikut adalah Realisasi kinerja dari keempat indikator
tersebut:

TABEL II. 20 REALISASI KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

BOR (Bed Occupancy Rate)/Persen % 68,61 60,52 62,92 60,97 41,69
TOI (Turn Over Interval)/kali Kali 1,47 2,15 2,05 2,21 5,51
ALOS (Average Length of Stay)/hari hari 4,1 4,23 4,44 4,4 4,7
CRR (Cost Recovery Rate) Angka 58,2 59,6 51,1 70,7 1,25

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdatasarkan tabel kinerja rumah sakit diatas, pada BOR (Bed
Occupancy Rate) yaitu terkait presentase tempat tidur yang dihuni
dengan tempat tidur yang tersedia diketahui bahwa selama 4 tahun
terakhir menunjukkan bahwa angkanya fluktuatif tapi di atas 60%.
Pada rata-rata waktu luang tempat tidur (TOI) menunjukkan
kecenderungan meningkat dimana peningkatan terbesar adalah pada
tahun 2017 yaitu meningkat sebanyak 0,68 tetapi pada tahun 2018
menurun 0,10 dan pada tahun 2019 meningkat Kembali sebanyak
0,16. Selanjutnya pada rata-rata lamanya seorang pasien dirawat inap
selama 4 tahun terakhir adalah selama 4 hari dimana adanya
kecenderungan peningkatan lama waktu inap dari tahun 2016 hingga
tahun 2019. Hasil dari presentase tempat tidur yang dihuni dengan
tempat tidur yang tersedia, rata-rata waktu luang tempat tidur, dan
rata-rata lamanya seorang pasien dirawat inap akan mempengaruhi
kemampuan RS menutup biaya dengan penerimaannya dari retribusi
pasien (revenue) dimana adanya kecenderungan kenaikan meskipun
pada tahun 2018 sempat turun sebanyak 8,5 tetapi pada tahun 2019
mengalami kenaikan secara signifikan menjadi 70,7 atau naik
sebanyak 19,6.

2.3.1.2.4 Kasus Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Juni 2020-April 2021

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)
dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember
2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke
hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa
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bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem
pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi
pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan
infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini
menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan,
misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi
udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk
memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus
Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Adapun
perkembangan jumlah kasus penyebaran virus corona di Kabupaten
Sumenep tahun 2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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GAMBAR II. 22 PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI KABUPATEN SUMENEP JUNI 2020- APRIL
2021

Sumber: satuan gugus tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah penyebaran kasus
covid dari waktu ke waktu menunjukan tren yang meningkat. Peningkatan
jumlah kasus penyebaran covid yang terkonfirmasi merupakan jumlah
kasus kumulatif dimana jumlah tersebut merupakan jumlah kasus yang
sudah ada ditambah dengan kasus baru yang ditemukan. Peningkatan
kasus tertinggi berada di bulan Desember 2020 ke Januari 2021 dimana
terjadi peningkatan kasus sebanyak 543 sehingga jumlah kasus pada
bulan Desember sebanyak 752 kasus menjadi 1.295 kasus di bulan
Januari. Meskipun jumlah kasus yang terkonfirmasi meningkat tajam,
namun hal ini juga dibarengi dengan jumlah kesembuhan yang tinggi
pula.

Mengingat kasus penyebaran covid-19 ini masih terjadi hingga saat ini
(tahun 2021), maka pemerintah dapat lebih mendisiplinkan masyarakat
dalam menerapkan protocol kesehatan serta menegaskan kebijakan yang
sebelumnya telah dirumuskan seperti adanya PSBB (pembatasan sosial
berskala besar) serta menerapkan jam malam bagi aktivitas masyarakat.
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Untuk itu maka berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui
vaksinasi massal, rapid antigen secara acak pada tempat tempat umum
serta pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun upaya
pencegahan pandemic covid 19 dan perekonomian bagai dua sisi sekeping
mata uang. Peningkatan intensitas pencegahan covid 19 menyebabkan
collapse pada perekonomian masyarakat bawah yang berimbs pada
tingkat kemiskinan dan kerawanan sosial lainnya.

Berdasarkan penyajian diatas dapat dilihat bahwa urusan pemerintah
di bidang kesehatan telah berjalan baik. Hal ini diketahui melalui
pencapaian beberapa indikator seperti kualitas pelayanan kesehatan di
Kabupaten Sumenep menurut masyarakat sudah baik, pravelensi kasus
HIV yang menurun, kunjungan bayi meningkat dan melebihi 100%,
jumlah stunting dan pravelensi stunting menurun, kasus balita gizi buruk
yg mendapat pelayanan sudah 100%, capaian imunisasi bayi sudah 100%
dilengkapi dengan puskermas yang terakriditasi A telah 100% atau
seluruhnya. Hal ini menunjukan bahwa upaya dari pemerintah
Kabupaten Sumenep dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat
Kabupaten Sumenep terhadap pentingnya kesehatan menunjukan hasil
baik.

Namun demikian, ada beberapa indikator dalam urusan kesehatan
Kabupaten Sumenep masih perlu ditingkatkan khususnya di bidang
penanganan penyakit seperti penanganan kasus Tuberculosis yang masih
belum optimal, kasus penyebaran HIV yang meskipun sudah turun
namun masih tergolong tinggi, kasus bayi stunting juga masih tergolong
tinggi serta adanya penyebaran virus baru seperti virus covid-19 yang
membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya. Selain terhadap
penyebaran penyakit, pemerintah Kabupaten Sumenep juga perlu
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dibeberapa sarana seperti
rumah sakit yang belum memiliki 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar,
kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan juga
jumlah penduduk yang mendapat asturansi kesehatan masih perlu
ditingkatkan.

Sehingga berdasarkan pada pembahasan indikator-indikator tersebut
dapat diidentifikasi beberapa point permasalahan yaitu:

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat sedikitnya 2 (dua) indikator yang menjadi ukuran
keberhasilan Kabupaten Sumenep pada urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten
Sumenep tahun 2016-2020 pada indikator-indikator sebagai berikut:

TaABEL II. 21 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2016-2020

Realisasi
2016 | 2017 2018 | 2019 | 2020

No INDIKATOR KINERJA
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1 | Proporsi panjang jaringan jalan 60,71 70,85 73,14 67,17 | 65,85
kabupaten dalam kondisi baik
- wilayah daratan 69,59 77,8 80,21 72,23 73
- wilayah kepulauan 51,82 53,23 54,03 56,66 | 56,65
2 | Proporsi Jumlah jembatan 83,21 95,89 96,09 77,02 | 88,11
kabupaten dalam kondisi baik
- wilayah daratan 85,79 96,66 97,73 76,17 | 90,87
- wilayah kepulauan 80,65 90,92 86,11 82,35 | 85,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

2.3.1.3.1  Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi

Baik

Proporsi ini membandingkan panjang jalan yang berkualitas baik
terhadap total panjang jalan di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020.
Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat
dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap
kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang
baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda
perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak
mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan
memadai. Berikut grafik pergerakan persentase pada indikator ini:

2016 2017 2018 2019 2020

M Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik

GAMBAR II. 23 PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK TAHUN
2016-2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Memperhatkan grafik di atas, secara umum jalan dalam kondisi
baik di Kabupaten Sumenep cenderung meningkat. Jika diamati, mulai
tahun 2016 sampai dengan 2018 jalan dalam kondisi baik di
Kabupaten Sumenep konsisten meningkat. Per tahun 2016 besaran
proporsinya adalah 60.71%, kemudian meningkat setahun berikutnya
menjadi 70.85%, lalu meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 73.14%.
Baru pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi
67.17% dan 65,85% yang disebabkan karena terjadinya kerusakan
perkerasan jalan kabupaten.

Secara spesifik, jalan kondisi baik di Kabupaten Sumenep
terbagi menjadi 2, yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan,
berikut grafik pergerakannya:
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@== Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

GAMBAR II. 24 PROPORSI JALAN KONDISI BAIK WILAYAH DARATAN DAN KEPULAUAN TAHUN
2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Berdasarkan grafik tersebut, kondisi jalan kondisi baik memiliki
pergerakan tren yang mirip dengan kabupaten yaitu cenderung
meningkat namun fluktuatif, sedangkan wilayah kepulauan memiliki
jalan kondisi baik yang konsisten meningkat sepanjang tahun 2016
sampai dengan 2020.

2.3.1.3.2  Proporsi Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Proporsi ini membandingkan jumlah jembatan yang berkualitas
baik terhadap total panjang jalan di Kabupaten Sumenep tahun 2016-
2020. Berikut grafik pergerakan persentase pada indikator ini:
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GAMBAR II. 25 PROPORSI JUMLH JEMBATAN KONDISI BAIK WILAYAH DARATAN DAN KEPULAUAN
TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
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Proporsi jumlah jembatan sepanjang periode cenderung
menurun. Tercatat pada tahun 2016 proporsi jumlah jembatan sebesar
82.21%, kemudian meningkat menjadi 95.89% di 2017. Lalu pada
tahun 2018 kembali meningkat menjadi 96.09%. Di 2019 dan 2020
proporsi merangkak turun relatif besar menjadi 77.02% dan 65,85%.
Secara detail, jumlah jembatan kondisi baik pada wilayah daratan
memiliki pergerakan yang mirip dengan kondisi jembatan kabupaten.
Pada 2016, proporsi jembatan kondisi baik di wilayah Kabupaten
Sumenep adalah sebesar 85.79%. Kemudian menjadi 96.66% setahun
berikutnya yang juga mengkat kembali di tahun 2018 menjadi 97.73%.
Lalu terjun menjadi 76.17 di 2019 dan naik kembali menjadi sebesar
88,11%.

Sedangkan wilayah kepulauan berada di angka 80.65% pada
2016, kemudian meningkat menjadi 90.92% di 2017, lalu menurun
menjadi 86.11% di 2018 dan kembali menurun menjadi 82.35% di
2019 dan akhirnya meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 90,87.
Dengan berdasarkan pada pembahasan pada indikator-indikator di
urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, maka berikut poin-poin
permasalahan yang dapat teridentifikasi:

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan

rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020.
Berikut tabel dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL II. 22 KINERJA PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN

SUMENEP TAHUN 2016 — 2020

Realisasi
No INDIKATOR KINERJA Satuan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 Persent.ase. Rumah Tinggal Persen 67 76.28 | 81,28 | 82,75 | 83,51
Bersanitasi (%)
Persentase Rumah Tangga yang Persen
2 dapat Mengakses Air Bersih (%) 67 76,28 | 81,28 | 82,75 83,51
3 | Persentase Rumah Layak Huni Pe(g/j;m 21 22 23 24,46 | 24,73
4 Persentase Lingkungan Pemukiman Persen 15 8,57 3 2,58
Kumuh (%)
5 Persentase Penurunan Luas Area Persen 23 16,57 23 0,004 0.1
Kumuh (%)
Persentase Tersedianya Luasan RTH Persen
6 Publik (%) 22 23 25 26 26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang

2.3.1.4.1  Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal bersanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat
yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik
dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal yang
mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Perkembangan kinerja
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pada indikator rumah tinggal bersanitasi Kabupaten Sumenep tahun
2016-2020 adalah sebagai berikut:

67% 76,28%  81,28%

2016 2017
2018

2019
2020

GAMBAR II. 26 PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Berdasarkan grafik diatas, pertumbuhan rumah tinggal yang
memiliki sanitasi konsisten meningkat setiap tahun meskipun tidak
terlalu signifikan. Angka sejumlah 67% di tahun 2016 mengalami
peningkatan menjadi 76,28% di tahun selanjutnya. Pada tahun 2018
sampai dengan 2020 mengalami peningkatan walaupun tidak
signifikan yaitu secara berurutan 81,28%, 82,75% dan 83,51%.

Rata-rata pertumbuhan yang berkisar pada angka 1-2% di tahun
2017-2020 menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah untuk
memberikan stimulasi guna mencapai peningkatan maksimal pada
indikator ini, mengingat ketersediaan sanitasi pada rumah tinggal
merupakan salah satu faktor guna mendukung kebersihan lingkungan
dan menuju masyarakat yang sehat.

2.3.1.4.2  Rumah Tangga yang dapat Mengakses Air Bersih

Indikator ini menjabarkan persentase rumah tangga yang
terakses air bersih di Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 untuk
menjelaskan sudah seberapa banyak masyarakat yang telah
mendapatkan akses air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-
hari serta meningkatkan derajat kualitas hidup. Berikut pertumbuhan
dari tahun ke tahun terkait rumah tangga yang bisa mengakses air
bersih:
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GAMBAR II. 27 RUMAH TANGGA YANG DAPAT MENGAKSES AIR BERSIH TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Grafik di atas menunjukkan persentase peningkatan rumah
tangga terakses air bersih dari tahun ke tahun, meskipun cenderung
mengalami peningkatan lambat di akhir tahun periode. Berada di
angka 67% pada tahun 2016, meningkat sebanyak 76,28% di tahun
2017. Setahun berikutnya, di tahun 2018 angka tersebut naik menjadi
81,28% dan naik kembali di akhiri pada persentase yang sama di dua
tahun terakhir yaitu 82,75% di tahun 2019 dan 2020. Ketersediaan air
bersih menjadi salah satu penentu kualitas kesehatan masyarakat,
sehingga terjaminnya pendistribusian air bersih yang bisa diakses oleh
rumah tangga berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas
kesehatan daerah tersebut.

2.3.1.4.3  Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas
bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU
PKP). Indikator ini menggunakan ukuran sederhana yakni persentase
rumah layak huni Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020. Berikut
perkembangan persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Sumenep:

21% 22,00%  23,00%
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2017
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2019
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GAMBAR II. 28 RUMAH LAYAK HUNI TAHUN 2016-2020
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Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Persentase rumah layak huni tahun demi tahun merangkak naik
di Kabupaten Sumenep. Bermula pada angka 21% di tahun 2016,
persentase tersebut naik menjadi 22% pada tahun 2017. Ditahun
selanjutnya angka tersebut kembali meningkat 1% menjadi 23% hingga
tahun 2019 dan 2020 tetap naik kembali menjadi 24,46% dan 24,73%.

2.3.1.4.4  Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh merupakan proporsi
perbandingan pemukiman kumuh di Kabupaten Sumenep terhadap
otal wilayah di Kabupaten Sumenep. Lingkungan Permukiman Kumuh
itu sendiri adalah ingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak
layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai
dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi
dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit
lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak
terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan
keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Adapun
perkembangan kinerja pemukiman kumuh di Kabupaten Sumenep
tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

m
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GAMBAR II. 29 PERSENTASE LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Secara keseluruhan, persentase pemukiman kumuh Kabupaten
Sumenep menurun cukup signifikan dari tahun ke tahun, dimana hal
ini menunjukan hal positif. Di tahun 2016, angka pemukiman kumuh
berada di 15%, kemudian menurun sebesar 8,57% di tahun
berikutnya. Tahun 2018, persentase tersebut kembali menurun hingga
3%, di 2019 menjadi 2,58% dan 2020 datanya adalah N/A.

Dengan berdasarkan pada track kinerja pada periode
pembangunan sebelumnya, maka upaya pengurangan kawasah
kumuh di Kabupaten Sumenep menjadi 0% sangat mungkin terjadi di
periode pembangunan selanjutnya. Artinya, hanya dengan
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mempertahankan kinerja saat ini, upaya peniadaan kawasan kumuh
tersebut sangat mungkin tercapai.

2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
dan Penanggulangan Bencana

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang ada di suatu daerah
menjadi salah satu faktor rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ada
di daerah tersebut. Pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada
seluruh masyarakat terhadap ancaman maupun bahaya yang bisa
mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat setempat. Begitu
halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terkait
dengan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat. Selain itu, upaya penanggulangan bencana juga perlu dilakukan
pemerintah terhadap kawasannya untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakatnya.

Terkait dengan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, terdapat 11
indikator di daerah Kabupaten Sumenep. Adapun indikator-indikator
tersebut sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

TABEL II. 23 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2016-2020

No INDIKATOR Satuan Realisasi
KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Angka kriminalitas Angka @ 16,49 10,41 20,57 22,73 10,41
2 | Persentase Persen 90 92,25 92,41 96,63 99,5
penegakan Perda (%)
3 | Jumlah korban Jumlah 130 147 143 95 111
Kekerasan
4 | Jumlah korban Jumlah 26 42 76 45 33

meninggal, hilang
dan terkena
dampak bencana
per 100.000 orang.
5 JKM: Jumlah Jumlah 11 22 32 34 15
korban meninggal
akibat bencana

6 | Jumlah korban Jumlah 23 15 20 44 18
luka-luka akibat
bencana

7 Jumlah Desa Jumlah 1 5 10 14 18
Tangguh Bencana

8 | Persentase Persen 70,75 80 85 87 88
penanganan daerah (%)
rawan bencana (%)

9 | Rasio petugas Rasio 25:1 20:1 15:1 15:1 25:1
perlindungan (Orang/
masyarakat Desa)
(Linmas) di Kab,
Sumenep

10  Persentase Persen 0,55 0,49 0,49 0,62 0,6
Cakupan patroli (%)

BAB II-53



No INDIKATOR Satuan Realisasi

KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020

siaga ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat

11 @ Persentase Tingkat Persen @ 86,05 88,2 91,52 | 93,15 98,65
penyelesaian (%)
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)

Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep 2016-2020

Dari tabel diatas diketatahui bahwa telah dilakukan uoaya preventif bencana
melalui desa tangguh bencana yang hanya 1 desa pada tahun 2016 dan pada
tahun 2020 bertambah menjadi 18 desa. Sedangkan penanganan daerah
rawan bencana telah mencapai 80 %.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan pemerintah omor 2 tahun 2018 tentang
standar pelayanan minimal, maka Pelayanan ketentraman dan ketertiban
umumm Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ; dan Pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran senantiasa dilaksanaka
melalui Badan penananggulangan bencana daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja

2.3.1.5.1 Angka kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator dalam
urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat di daerah Kabupaten Sumenep. Semakin tinggi angka
kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Sumenep, maka kondisi
ketenteraman dan ketertiban masyarakat perlu diperhatikan kembali.
Pada tahun 2016, angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep mencapai
16,49 dan menurun menjadi 10,41 di tahun 2017. Akan tetapi di tahun
berikutnya yaitu tahun 2018, terjadi lonjakan menjadi 20,57 dan
semakin bertambah hingga mencapai 22,73 di tahun 2019. Kemudian
di tahun 2020, angka kriminalitas di Kabupaten Sumenep turun
menjadi 10,41 saja. Capaian ini menunjukkan jika di tahun 2020,
angka kriminalitas yang terjadi di daerah Kabupaten Sumenep
termasuk paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah = Daerah  Kabupaten  Sumenep  berhasil dalam
mengupayakan penurunan terjadinya kasus kriminalitas yang
meresahkan dan juga mengganggu ketertiban umum. Lebih jelasnya
dapat dilihat pada grafik berikut:
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GAMBAR II. 30 GRAFIK PERGERAKAN ANGKA KRIMINALITAS KABUPATEN SUMENEP TAHUN
2016-2020
Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep

2.3.1.5.2  Persentase penegakan perda

Penegakan Perda merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah setempat guna pematuhan Peraturan Daerah oleh
masyarakat setempat, begitu halnya yang dilakukan pemerintah
daerah Kabupaten Sumenep. Pertumbuhan penegakan Perda secara
garis besarnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2016
tercapai sebesar 90% untuk persentase penegakan perda di Kabupaten
Sumenep dan kemudian meningkat menjadi 92,25% di tahun 2017.
Selanjutnya di tahun 2018 terjadi peningkatan kembali menjadi
92,41%, tahun 2019 kembali meningkat menjadi 96,63%, dan
mencapai 99,50% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan jika dari
tahun ke tahun, persentase penegakan perda di Kabupaten Sumenep
terus meningkat guna mewujudkan lingkungan pemerintahan yang
taat aturan dan demi kesejahteraan bersama. Seperti yang terlihat
dalam grafik berikut:
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GAMBAR II. 31 GRAFIK PERGERAKAN PERSENTASE PENEGAKAN PERDA DI KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep

2.3.1.5.3 Jumlah korban kekerasan

Indikator jumlah korban kekerasan termasuk dalam salah satu
indikator untuk urusan ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana di Kabupaten
Sumenep. Semakin sedikit jumlah korban kekerasan di suatu daerah,
maka hal ini menunjukkan jika tingkat perlindungan masyarakat yang
dilakukan pemerintah semakin maksimal, begitu halnya dengan yang
terjadi di Kabupaten Sumenep. Berikut grafik pergerakan jumlah
korban kekerasan di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga
2020:

|2

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 32 GRAFIK PERGERAKAN JUMLAH KORBAN KEKERASAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep

Grafik di atas menunjukkan jika kondisi pergerakan jumlah
korban kekerasan di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga
tahun 2020 mengalami penurunan. Jika di tahun 2016 hanya terdapat
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sebanyak 130 korban kekerasan, untuk sementara di tahun 2017
terjadi penambahan menjadi 147. Kemudian di tahun 2018 kembali
menurun menjadi 143 korban kekerasan, dan semakin menurun di
tahun 2019 yang hanya sebanyak 95 korban. Semakin sedikit jumlah
korban kekerasan, maka semakin baik upaya perlindungan
masyarakat dan upaya pemerintah dalam melakukan ketenteraman
dan ketertiban umum. Hal ini merupakan salah satu dampak dari
adanya peningkatan penegakan Perda, sehingga tindak kekerasan
dapat diminimalisir dan dapat ditekan semakin berkurang.

2.3.1.5.4  Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak
bencana per 100.000 orang

76

a2 5

26

n/
2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 33 GRAFIK PERGERAKAN JUMLAH KORBAN MENINGGAL, HILANG DAN TERKENA
DAMPAK BENCANA PER 100.000 ORANG DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep

Grafik di atas menunjukkan kondisi pergerakan jumlah korban
meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di
Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Tahun
2016 terdapat sebanyak 26 korban yang ada, kemudian bertambah
hingga mencapai 42 korban. Selanjutnya di tahun 2018 semakin
melonjak hingga mencapai 76 korban, yang kemudian turun menjadi
45 korban saja di tahun 2019. Hal ini menunjukkan jika dari tahun ke
tahun jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana
per 100.000 orang di Kabupaten Sumenep dalam kondisi yang
fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi ini perlu menjadi
perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk berupaya
meminimalisir pertambahan jumlah korban akibat bencana dengan
mengupayakan penanggulangan bencana semaksimal mungkin
disertai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar untuk pengurangan
risiko bencana.

2.3.1.5.5 JKM: Jumlah korban meninggal akibat bencana

Meskipun Kabupaten Sumenep memiliki banyak wilayah yang
berpotensi menguntungkan untuk daerahnya, akan tetapi tetap saja
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terdapat potesi terjadinya bencana yang dapat membahayakan
masyarakat Kabupaten Sumenep.
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GAMBAR II. 34 GRAFIK PERGERAKAN JKM: JUMLAH KORBAN MENINGGAL AKIBAT BENCANA DI
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui, jika jumlah korban
yang meninggal akibat bencana di Kabupaten Sumenep semakin
bertambah dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2016 hanya terdapat
sebanyak 11 korban, tahun 2017 bertambah mencapai 22 korban.
Selanjutnya tahun 2018 semakin bertambah mencapai 32 korban dan
semakin bertambah kembali mencapai 34 korban di tahun 2019. Hal
ini menunjukkan jika dari tahun ke tahun, semakin banyak jumlah
korban di Kabupaten Sumenep yang meninggal akibat bencana yang
terjadi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep perlu mencari akar
permasalahan yang menyebabkan semakin bertambahnya korban
meninggal akibat bencana setiap tahunnya, serta meningkatkan upaya
penanggulangan bencana dengan memaksimalkan sarana prasarana
yang telah tersedia juga sumber daya yang ada.

2.3.1.5.6  Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di
Kabupaten Sumenep

Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten
Sumenep per desa termasuk dalam satu indikator urusan
ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sumenep. Tahun
2016 terdapat 25 orang anggota Linmas dalam 1 desa di Kabupaten
Sumenep, kemudian menurun menjadi 20 orang Linmas saja di tahun
2017, dan semakin menurun menjadi 15 orang anggota Linmas di
tahun 2018 dan dalam jumlah yang tetap pada tahun 2015.
Selanjutnya di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 25 orang
anggota Linmas untuk 1 desa di Kabupaten Sumenep. Hal ini
menunjukkan jika semakin bertambahnya rasio petugas Linmas di
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Kabupaten Sumenep untuk per desanya. Berikut digambarkan dalam
bentuk grafik:

25 25
20

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 35 GRAFIK RASIO PETUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep

2.3.1.5.7  Persentase cakupan patroli siaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melakukan upaya
patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk
memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakatnya. Dari
tahun 2016 hingga tahu 2020, selalu terjadi penambahan persentase
cakupan patroli siaga tersebut. Jika di tahun 2016 terdapat sebesar
0,55%, untuk sementara di tahun 2017 menurun menjadi 0,49% dan
bertahan hingga tahun 2018. Kemudian tahun 2019 meningkat
menjadi 0,62% dan di tahun 2020 menjadi 0,60%. Capaian di tahun
2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun basis, tahun 2016.
Berikut posisi persentase cakupan patroli siaga di Kabupaten Sumenep

dari tahun 2016 hingga tahun 2020:
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GAMBAR II. 36 GRAFIK PERSENTASE CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep
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2.3.1.5.8 Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan,
dan Keindahan) merupakan persentase keberhasilan penyelesaian
pelanggaran dalam hal ketertiban, keamanan, dan keindahan.
Pertumbuhan persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, keamanan, dan keindahan) di Kabupaten Sumenep, secara
garis besarnya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

98,65

93,15

/ —
/ 88,20

4~ 86,05
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GAMBAR II. 37 GRAFIK PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN,
KETENTERAMAN, KEINDAHAN) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep

Grafik di atas menunjukkan jika pada tahun 2016 persentase
yang tercapai sebesar 86,05% yang kemudian meningkat menjadi
88,20% di tahun 2017. Selanjutnya tahun 2018 bertambah mencapai
91,52%, lalu di tahun 2019 sebesar 93,15%, dan di tahun 2020
tercapai sebesar 98,65%. Hal ini menunjukkan jika dari tahun ke
tahun, persentase tingkat penyelesaian pelanggaran masalah
ketertiban, ketenteraman dan keindahan yang terjadi di Kabupaten
Sumenep semakin meningkat. Pemerintah berhasil mengendalikannya
dan melakukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang terjadi.

Kinerja pemerintah daerah pada urusan ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan
bencana di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,
yaitu mulai tahun 2016 hingga di tahun 2020 mayoritas mengalami
peningkatan dalam beberapa indikator positif dan menurun pada
kondisi indikator yang negatif. Upaya penegakan Perda yang selalu
ditingkatkan setiap tahunnya membuat angka kriminalitas dan jumlah
korban kekerasan di lingkup wilayah Kabupaten Sumenep mengalami
penurunan pada tahun terakhir. Selain itu, peningkatan persentase
penanganan daerah rawan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumenep dapat menekan jumlah korban yang
meninggal, hilang maupun masyarakat yang terkena dampak bencana
per 100.000 orang pada daerah yang rawan terjadi bencana menjadi
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2.3.1.

semakin sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumenep juga berupaya melakukan penambahan
rasio petugas perlindungan masyarakat, sehingga cakupan patroli
siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat semakin
meningkat dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten
Sumenep semakin tinggi.

Sosial

Terdapat 4 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah
daerah Kabupaten Sumenep pada aspek sosial. Berikut tabel yang
menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator
sebagai beriku:

6

TABEL II. 24 INDIKATOR KEBERHASILAN PADA URUSAN SOSIAL KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-

2020
ASPEK/FOKUS/BIDANG Realisasi

URUSAN/INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020
Presentase Penanganan PMKS 23.67 24.77 26.44 60.78 73,47
Jumlah PMKS 44,818 | 177,613 | 243.077 | 211,980 | 197.465
Jumlah Warga Negara lanjut usia N/A
terlantar yang memperoleh 225 131 251 123
rehabilitasi sosial diluar panti*
Jumlah penyandang disabilitas N/A
terlantar diluar panti yang 31 28 43 50

direhabilitas*

Tuna Sosial terutama Gelandangan
Pengemis di luar Panti Sosial,

Anak terlantar di luar Panti Sosial

Korban bencana alam daerah

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumenep

2.3.1.6.1 Presentase Penanganan PMKS

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah
kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga
negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Jumlah presentase penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep
secara umum mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Hal
tersebut dibuktikan dengan data dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2018 mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan.
Namun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 mengalami
kenaikan yang siginifikan yaitu sebesar 60.78 dan di tahun 2020
menjadi 73,47%. Rata-rata kenaikan jumlah presentase penanganan
PMKS setiap tahunnya sebesar 34%, angka tersebut dapat terbilang
cukup rendah sehingga diperlukan usaha yang lebih agar tercapai hasil
yang maksimal pada tahun berikutnya. Penanganan para Penyandang
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Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi
salah satu program prioritas suatu pemerintah daerah tertentu.

2.3.1.6.2 Jumlah PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah
seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu
hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar.

Jumlah PMKS pda Kabupaten Sumenep mengalami fluktuatif,
data menurun hanya pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2016
sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan pada setiap
tahunnya. Dibandingkan dengan data mengenai jumlah PMKS di
Provinsi Jawa Timur, jumlah di Kabupaten Sumenep mencapai angka
20.68%. Data hasil proyeksi menunjukan bahwa dalam jangka lima
tahun kedepan akan mengalami kenaikan. Hal tersebut membuktikan
bahwa terdapat suatu permasalahan yang harus ditangani oleh
pemerintah daerah setempat sehingga pada tahun berikutnya akan
lebih baik.

2.3.1.6.3 Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang
memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1998 menegaskan
bahwa Batasan usia lanjut usia adalah diatas 60 tahun. Namun
adanya usulan perubahan agar batasan usia lanjut usia (lansia) tidak
lagi 60 tahun melainkan diubah menjadi 65 tahun keatas. Sedangkan
lansia terlantar adalah sesorang dengan usia 60 tahun keatas karena
factor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik
rohani, jasmani an sosial. Selain itu, lansia terlantar adalah meraka
yanga tidak memiliki sanak saudara atau memiliki sanak saudara
tetepi tidak mau mengurusi.

2.3.1.6.4  Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang
direhabilitas

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang
belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai
masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan
kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan
kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui
kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Sesuai undang-
undang tersebut, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang
yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
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sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan penyajian data pada urusan sosial diatas, pemerintah
daerah Kabupaten Sumenep sudah menjalankan kinerja sudah dengan baik,
terbukti dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Masyarakat yang setiap tahun mengalami kenaikan. Namun hal itu diringi
dengan jumlah PMKS yang kiat bertambah setiap tahunnya. Maka dengan
itu Pemerintah Kabupaten Sumenep harus meningkatkan kinerjanya
kembali supaya kenaikan jumlah PMKS dapat diatasi dengan baik.

2.3.2 Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar
2321 Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang
Perlindungan Tenaga Kerja, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam
upaya penyelenggaran urusan Tenaga Kerja maka Pemerintah Kabupaten
Sumenep mempunyai 8 indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan
tenaga kerja. Berikut adalah indikator Realisasi penyelenggaraan urusan
tenaga kerja:

TABEL II. 25 REALISASI INDIKATOR KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN URUSAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

NO | INDIKATOR KINERJA | Satuan

REALISASI KINERJA

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Persentase Pencari kerja yang

1 ditempatkan % 38,06 38,46 38,86 | 65,64 | 58,41
P t artisipasi i 74,25
2 k:;Saen ase pattisipast pencati % 74,03 74,01 74,11 74,25
Persentase Tingkat Kesempatan 96,68
3 Kerja & P % 96,87 96,9 96,92 | 96,95

Jumlah pekerja/buruh yang
4 | menjadi peserta program BPJS Angka 3.895 5.267 17.049 | 23.189 | 26,71
Ketenaga Kerjaan

Jumlah perusahaan yang

5 | menerapkan BPJS Ketenaga Angka 106 109 586 425 425
Kerjaan
Tingkat ket tu i
ingkat ketergantungan (rasio Rasio 39,8 39,65 39,59 41,41 40,59
ketergantungan)
Tingkat Pengangguran Terbuka | Angka 3,13 3,09 3,08 3,05 3,01
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Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan Perjanjian | Jumlah 2 4 4 5 1
Bersama (PB)*

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

2.3.2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang
sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja.
Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor
perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya
permintaan akan tenaga kerja. Pada penyerapan tenaga kerja dapat
dilihat dalam 3 indikator yaitu Persentase Pencari kerja yang
ditempatkan, Persentase partisipasi pencari kerja, dan Persentase
Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020.
Berikut adalah Realisasi dari ketiga indikator tersebut:

96,87 96,9 96,92 96,95 96,68
2016 2017 2018 2019 2020

B Persentase Pencari kerja yang ditempatkan M Persentase partisipasi pencari kerja

Persentase Tingkat Kesempatan Kerja

GAMBAR II. 38 PENYERERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SUMENEP PADA TAHUN
2016-2020

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

Berdasarkan grafik tersebut, dilihat pada indikator Persentase
Tingkat Kesempatan Kerja diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga
sedikit peningkatan setiap tahunnya yaitu berkisar 0,2 dan 0,3
kenaikannya. Meskipun sedikit peningkatannya, dengan angka
Persentase Tingkat Kesempatan Kerja di atas 96% dapat diartikan
bahwa jumlah lowongan pekerjaan di kabupaten Sumenep termasuk
besar.

Pada indikator selanjunya adalah indikator Persentase
partisipasi pencari kerja dimana indikator tersebut menggambarkan
dari lowongan tenaga kerja yang tersedia berapa persen Pencari kerja

yang mengikutinya. Dari data tersebut hanya sekitar 74% setiap
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tahunnya dan dalam 4 tahun hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu
sekitar 0,10 sampai 0,14 saja.

Indikator ketiga adalah indikator persentase pencari kerja yang
ditempatkan merupakan dari seluruh pencari kerja seberapa besar
jumlah Pencari kerja yang diterima oleh pemberi lowongan kerja
tersebut. Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga
tahun 2018 mengalami peningkatan yang rendah tetapi pada tahun
2019 mengalami peningkatam yang sangat tinggi yaitu 27,18%
sehingga pada tahun 2019 persentase pencari kerja yang ditempatkan
menjadi 65,64 dan akhrinya di tahun 2020 mengalami penurunan
menjadi sebesar 58,41.

Kesimpulan dari 3 indikator tersebut adalah dengan grafik radar
berbentuk belah ketupat yang disusun berdasarkan data realisasi
selama tahun 2016 hingga tahun 2020 pada 3 indikator kinerja yaitu
Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Persentase partisipasi
pencari kerja, dan Persentase Tingkat Kesempatan Kerja akan
diketahui bahwa dari jumlah lowongan tenaga kerja yang tinggi
(tercemin pada hasil realisasi dari indikator Persentase Tingkat
Kesempatan  Kerja) tetapi tidak  seluruh  Pencari kerja
mengikuti/mendaftarkan pada lowongan tersebut hanya sekitar 74%
hingga 75% saja setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa
sisanya yang tidak mengikuti/mendaftarkan pada lowongan tersebut
adalah pencari kerja yang tidak sesuai klasifikasi atau kebutuhan dari
lowongan tersebut dengan jumlah sekitar 25% hingga 26% setiap
tahunnya. sekitar 25% hingga 26% Pencari kerja yang tidak sesuai
klasifikasi atau kebutuhan lowongan kerja tersebut termasuk masuk
dalam kategori cukup banyak sehingga perlunya penanganan sehingga
seluruh Pencari kerja yang ada sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja
yang ada. Ketidaksesuaian tersebut bisa jadi dikarenakan
ketidaksesuaian tingkat dan jenis Pendidikan yang diperlukan,
ketidaksesuaian keterampilan yang diperlukan, atapun
ketidaksesuaian pada keahliannya. Selanjunya yaitu Persentase
Pencari kerja yang ditempatkan dimana dari seluruh Pencari kerja yang
ada hanya sekitar 58% yang ditempatkan dimana merupakan
penempatan tertinggi pada tahun 2019 dan pada 3 tahun sebelumnya
hanya sekitar 38% saja yang ditempakan. Hal tersebut bearti bahwa
dari seluruh Pencari kerja yang ada hanya 58% yang diterima oleh
perusahaan. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya
peningkatan keahlian, keterampilan dan pembekalan kerja bagi
Pencari kerja agar keahlian atau keterampilan sesuai yang diharapkan
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oleh pihak pemberi lowongan kerja dan Pencari kerja benar-benar
sudah siap dalam mengikuti seleksi yang di adakan oleh pihak pemberi
lowongan kerja tersebut.

2.3.2.1.2  Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan
antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah
penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan
angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64
tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan berguna untuk
mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan
ekonomi yang tinggi atau tidak. Semakin rendah angka
ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu daerah. Hal
ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus
ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif.

Rasio ketergantungan Kabupaten Sumenep pada tahun 2020
mengalami penurunan, sehingga dapat diartikan bahwa jumlah orang
yang belum produktif dan tidak produktif semakin menurun walau
tidak signifikan terutama pada tahun 2020. Pada tahun 2019 rasio
ketergantungan adalah 40,59 sehingga mengartikan 100 orang usia
produktif mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang.

2.3.2.1.3  Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin
bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Untuk TPT (Tingkat
Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka di
Kabupaten Sumenep tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai
berikut:

GAMBAR II. 39 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2016 HINGGA TAHUN 2020
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Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa tingkat
pengangguran terbuka Kabupaten Sumenep tahun 2016 hingga tahun
2020 mengalami penurunan setiap tahunnya menjadi berturut-turut
3,13, 3,09, 3,08, 3,05 dan akhirnya 3,01. sehingga dapat diartikan
bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Sumenep semakin
menurun selama S tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan
Kabupaten/Kota di Jawa Timur, TPT Kabupaten Sumenep termasuk
terendah yang menduduki urutan ke 2 terendah. Berikut adalah grafik
tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/kota di Jawa Timur:

Blitar N 3,82
Situbondo I 3,85
Trenggalek NN 4,11

Bondowoso NN 4,13

Kediri NN 524

Banyuwangi NN 5,34

Gresik NG 321
Kota Madiun NG 332

Pacitan I 2,28
Sumenep I 2,34
Sampang I 3,35
Lumajang I 3,36
Pamekasan [ 3,49
Magetan I 3,74
Ponorogo NI 4,45
Tulungagung N 4,61
Nganjuk NN 4,80
Madiun NN 4,30
Tuban NN 4,31
Probolinggo NI 4,36
Bojonegoro NN 4,92
Jember NN 5,12
Lamongan NN 5,13
Ngawi NN 5,44
malang NI - 49
Mojokerto NN 5,75
Jawa Timur N S 34
Kota Batu NN 5,93
Kota Kediri INNNENNNNNN 6,21
Pasuruan NG 6,24
Kota Pasuruan [N 6,33
Jombang NG 7,48
Bangkalan NG 3,77
Kota Malang NN 9,61

Kota Blitar NN 6,63

Kota Probolinggo NI 6,70
Kota Surabaya NN o 79
Sidoarjo NG /

Kota Mojokerto NI 6,74

GAMBAR II. 40 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN /KOTA DI JAWA TIMUR 2020
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

23.2.2 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana

Dalam  penyelenggaran urusan  Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai 6 indikator
keberhasilan. Adapun indikator tersebut adalah Persentase penurunan
kekerasan terhadap perempuan, Persentase kekerasan terhadap anak,
Nilai/Peringkat Kabupaten Layak Anak, Persentase Korban Kekerasan
terhadap Anak yang selesai tertangani, Persentase Ruang Partisipasi Ibu dan
Anak, dan Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan. Berikut adalah realisasi dari penyelenggaraan
urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana:
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TABEL II. 26 REALISASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

NO

INDIKATOR KINERJA

Satua
n

REALISASI KINERJA

2016

2017 2018 | 2019

2020

Persentase penurunan
kekerasan terhadap
perempuan

%

20

39 0,46 0,38

2,12

Persentase kekerasan
terhadap anak

%

20

20 1,15 0,78

1,05

Nilai/Peringkat
Kabupaten Layak Anak

Nilai

758 639 909,6

Persentase Korban
Kekerasan terhadap
Anak yang selesai
tertangani

%

100

100 100 100

40

cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu*

%

100

100 100 100

100

cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah
Sakit*

%

27,53

25,71 21,15 | 14,81

cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan
terhadap perempuan
dan anak*

%

27,82

27,42 47,4

cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan*

%

100

100 100 100

Persentase
Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan dan anak
dari tindakan
kekerasan

%

50

54,55 57,38 | 58,82

54,05

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
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Berdasarkan 6 indikator tersebut berikut adalah analisa dari indikator
tersebut yang terbagi dalam 3 subbab yaitu Tingkat Kasus Kekerasan pada
Perempuan dan Anak, Cakupan Ketersediaan Ruang Partisipasi [bu dan
Anak, dan Capaian Kabupaten Layak Anak.

2.3.2.2.1  Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Pada tingkat kekerasan pada perempuan dan anak adalah
menganalisa terkait Persentase kekerasan terhadap anak, Persentase
Korban Kekerasan terhadap Anak yang selesai tertangani, Persentase
penurunan kekerasan terhadap perempuan dan Persentase
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan. Berikut realisasi dari 4 indikator tersebut:

TABEL II. 27 REALISASI TERAKAIT PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK TAHUN 2016-2020
Satua REALISASI KINERJA

n 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

NO | INDIKATOR KINERJA

Persentase penurunan

1 kekerasan terhadap % 20 39 0,46 0,38 2,12
perempuan
P kek

5 ersentase kekerasan % 20 20 115 0.78 1,05

terhadap anak

Persentase Korban
Kekerasan terhadap

3 Anak yang selesai % 100 100 100 100 40
tertangani
Persentase Penyelesaian
pengaduan

4 | perlindungan % S0 54,55 | 57,38 | 58,82 | 54,05

perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada indikator
persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan diketahui
bawah penurunan kekerasan terhadap perempuan pada 4 tahun
terakhir adanya peningkatan penurunan pada tahun 2017 tetapi pada
tahun 2018 mengalami penurunan secara drastis pada penurunan
kekerasan pada perempuan serta pada tahun 2019 juga masih
mengalami penurunan lagi. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa
dengan semakin menurunnya penurunan kekerasan pada perempuan
mengindikasikan bahwa kasus kekerasan pada perempuan semakin
banyak dari tahun 2016 dan 2017 dan pada tahun 2020 mengalami
kenaikan menjadi sebesar 2,12.
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Pada kekerasan pada anak bila dilihat pada tabel tersebut
diketahui bahwa pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada penurunan
sama sekali yaitu stabil sebesar 20% tetapi pada tahun 2018
mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebanyak 18,85%
sehingga persentase kekerasan terhadap anak tahun 2018 menjadi
1,15% dan pada tahun 2019 turun lagi sehingga menjadi 0,78. Dari
data tahun 2019 tersebut disimpulkan bahwa angka kekerasan
terhadap anak termasuk rendah dan tahun selanjutnya ada
kemungkinan penurunan dan data tahun 2020 adalah N/A.

Dari kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama 2016
hingga tahun 2019 dapat tertangani semuanya, hal tersebut dapat
dilihat pada data Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang
selesai tertangani dari tahun 2016 hingga tahun 2019 semunya 100%
dan data tahun 2020 adalah N/A.

Indikator selanjunya adalah Persentase Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
merupakan menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menangani
pengaduan terkait dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan
dan anak. Dari data di atas diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga
tahun 2019 mengalami peningkatan kapasitas pemerintah dalam
penyelesaian pengaduan dimana peningkatan kapasitas penyelesaian
pengaduan tertinggi adalah pada tahun 2017 yaitu meningkat sebesar
4,55%. Meskipun mengalami kecenderungan kenaikan tetapi bila
dilihat angka cakupan penyelesaian tertinggi atau pada tahun 2019
masih pada angka sekitar 58% namun di tahun 2020 mengalami
penurunan menjadi sebesar 54% sehingga sekitar 46% kasus masih
belum dapat tertangani dan dengan angka penanganan tersebut maka
dapa disimpulkan bahwa kapasitas pemerintah dalam penyelesaian
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih
belum optimal.

Dari 4 indikator tersebut, bila ditelaah maka diketahui bahwa
kasus Tindakan kekerasan terhadap perempuan masih banyak di
Kabupaten Sumenep dan pada penyelesaian yang dilakukan oleh
pemerintah terkait pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan
masih belum optimal karena berdasarkan data tersebut diketahui
bahwa pada data penyelesaian atas pengaduan Tindakan kekerasan
terhadap perempuan dan anak masih sekitar 54% sedangkan pada
data persentase korban kekerasan terhadap anak yang selesai
tertangani menunjukkan 100% tertangani setiap tahunnya sehingga
mengasumsikan bahwa sekitar 46% pengaduan kekerasan terhadap
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perempuan dan anak yang belum bisa di tangani merupakan
pengaduan Tindakan kekerasan pada perempuan dan sekitar 54%
pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah
terselesaikan Sebagian besar yang terselesaikan adalah kasus
pengaduan terkait Tindakan kekerasan terhadap anak.

2.3.2.2.2  Capaian Kabupaten Layak Anak.

Pada capaian kabupaten layak anak adalah Kabupaten/Kota
yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat
dan dunia wusaha, yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Berikut adalah
hasil capaian kabupaten layak anak di kabupaten Sumenep tahun
2017-2020:

GAMBAR II. 41 CAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017-
2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa perolehan nilai
kabupaten layak anak di Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 hingga
tahun 2019 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2018 mengalami
penurunan yaitu menurun sebesar 119 tetapi pada tahun 2019
mengalami kenaikan yang signifikan yaitu naik sebesar 270,6 sehingga
nilai Kabupaten layak anak menjadi 909,6. Dari nilai terakhir yaitu
sebanyak 909,6 bila di telaah skor maksimal yaitu sebesar 1000 maka
dapat di simpulkan bahwa nilai dari Kabupaten Sumenep tahun 2019
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termasuk dalam kategori tinggi/sangat baik dan data tahun 2020
adalah N/A.

2323 Pangan

Urusan pangan memiliki kurang lebih 4 indikator untuk mengukur
keberhasilan kinerja urusan ini. Keempat indikator tersebut adalah sebagai
berikut:

TABEL II. 28 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PANGAN TAHUN 2016-2020

No INDIKATOR Satuan Realisasi
KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020
1 | Skor Pola 96,5
Pangan Skor 73,5 75,7 97,2 96,8
Harapan
(PPH)
5 Ketersediaan 637.991 | 629.806 | 532.296 556.987 | 476.336,59
Pangan Ton
- Beras (Ton) Ton 219.643 | 185.839 | 125.879 122.584 | 114.598,93
-Jagung | Ton 418.348 | 443.967 | 406.417 434.403 | 361.737,66
(Ton)
Produksi Ton 7.166,33 | 7.923,40 | 7.928,45 | 9.188,45 | 9.314,910
3 | Hasil
peternakan
- Daging (Ton) Ton 4.399,79 | 4.636,21 | 4.629,70 | 4.970,43 | 5.075,351
- Telur (Ton) Ton 2.766,54 | 3.287,19 | 3.298,75 | 4.218,02 | 4.239,559
Jumlah 1.326.085 | 697.465 | 1.454.098 | 3.647.753 | 2.290.189
4 | populasi
ternak Ekor
- sapi potong | Ekor 357.422 | 361.127 | 367.382 372.623 377124
(ekor)
- kambing | Ekor 150.156 | 151.714 | 153.378 154.251 155148
(ekor)
- domba | Ekor 38.961 39.128 39,65 39,89 40134
(ekor)
- ayam buras | Ekor 779.546 781 787.853 790.799 793967
(ekor)
-ayam | Ekor 322,25 324,18 326,76 327,59 331536
petelur (ekor)
-ayam | Ekor 116,85 144.715 | 580.520 584.921 592.280
pedaging
(ekor)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

2.3.2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP)
adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan
energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan
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maupun konsumsi pangan. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan
untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap
pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor ini
dihitung melalui mengalikan persentase angka kecukupan gizi (AKG)
dengan bobot masing-masing kelompok pangan. Berikut pergerakan
capaian pola pangan harapan kabupaten sumenep tahun 2016-2020:

120

97,2 96,8 96,5
100

75,7
20 73,5

60
40
20

0
2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 42 SKOR POLA PANGAN HARAPAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kecenderungan pola pangan harapan Kabupaten Sumenep adala
meningkat. Tercatat pada tahun 2016 skor PPH adalah sebesar 73.5,
kemudian menjadi 75.7 di 2017 dan melompat menjadi 97.2 di 2018.
Pada tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 96.8 dan tahun
2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 96.5.

2.3.2.3.2  Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan Kabupaten sumenep tercatat dengan
mengkalkulasi total ketersediaan pangan beras dan jagung. Berikut
pergerakan ketersediaan pangan Kabupaten Sumenep periode 2016
sampai dengan 2020:

637.991 629.806

532.296 556.987
476.336,59

434.403
361.737,66

122.584 114.598,93

443.967

418.348

406.417

2016 2017 2018 2019 2020

mmm Ketersediaan Pangan e )3gung (Ton) e==Beras (Ton)

GAMBAR II. 43 KETERSEDIAAN PANGAN KABUPATEN SUMENEP (TON) TAHUN 2016-2020
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Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Ketersediaan pangan Kabupaten Sumenep cenderung menurun.
Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan beras yang konsisten menurun
sepanjang periode. Ketersediaan jagung fluktuatif namun cenderung
meningkat.

Penurunan ketersediaan beras yang terus menurun tentu harus
menjadi perhatian pemerintah, sebab beras merupakan sumber
makanan pokok dan status jagung belum sepenuhnya menjadi
substitusi beras. Jika diproyeksi dengan asumsi tidak ada intervensi
pemerintah pada tahun 2025 terjadi deficit ketersediaan beras.

2.3.2.3.3  Produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil peternakan Kabupaten Sumenep secara umum
menunjukkan progresifitas positif sepanjang periode 2016-2020.
Berikut pergerakan indikator ini ditunjukkan dalam gambar di bawah
ini:

9.188,45 9.314,91

7.923,40

2016 2017 2018 2019 2020

7.928,45

7.166,33

mmmm Produksi Hasil peternakan  ess===Daging (Ton) e==Telur (Ton)

GAMBAR II. 44 PRODUKSI HASIL PETERNAKAN KABUPATEN SUMENEP (TON) TAHUN 2016-
2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Berdasarkan gambar di atas, terlihat produksi peternakan total
sepanjang periode bergerak meningkat secara konsisten. Produksi
daging pada tahun 2016 sebesar 4.399,79 ton merangkak naik
menjadi 4.970,43 ton pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan lagi
pada tahun 2020 sebesar 5.075,35 ton. Lebih detil, terbaca bahwa
pergerakan paling signifikan adalah produksi telur. Sepanjang periode
produksi telur hampir dua kali lipat, dimana produksi pada tahun
2016 hanya sebesar 2.766,56 ton, melesat menjadi 4.218,02 ton pada
tahun 2019 serta di tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi
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sebesar 4.239,56. Adapun produksi daging yang konsisten namun
sedikit merangkak tahun demi tahun.

2.3.2.3.4  Jumlah Populasi Ternak

Populasi ternak dilihat dari segi nominal atau angka rill
Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 dapat diamati pada gambar
berikut ini:

2.255.543 2.270.074 2.290.189

1.765.185 1.801.8

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 45 JUMLAH POPULASI TERNAK TOTAL (EKOR) TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Memperhatikan grafik diatas, populasi hewan ternak di
Kabupaten Sumenep menanjak dengan sangat signifikan sepanjang
2016 sampai dengan 2020. Sempat mengalami penurunan di tahun
2017, populasi ternak di Kabupaten Sumenep melesat hingga
mencapai angka 2.290.189 ekor di tahun 2020. Jika dikalkulasi, rata-
rata pertumbuhan populasi hewan ternak Kabupaten Sumenep sangat
mengesankan, yaitu 66%, dimana secara spesifik pertumbuhannya
didomasi oleh ayam buras yang menyentuh rata-rata sebesar 33,5%
dan ayam pedaging dengan rata-rata sebesar 41,7%.

Perlu diketahui, komoditas ternak di Kabupaten Sumenep yang
tercatat adalah sapi potong, kambing, domba, ayam buras, ayam
petelur, ayam pedaging. Jika di proposi pada tahun 2020, dominasi
komoditas ternak di Kabupaten Sumenep adalah tergambar pada
diagram pie berikut ini:
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2020

‘ 1,75%

' 34,66%
® - sapi potong (ekor) = - kambing (ekor) - domba (ekor)

- ayam buras (ekor) = - ayam petelur (ekor) = - ayam pedaging (ekor)

GAMBAR II. 46 POPORSI KOMODITAS TERNAK KABUPATEN SUMENEP (EKOR) TAHUN 2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Melalui diagram diatas, jelas terbaca bahwa populasi ayam buras
dikabupaten sumenep merupakan populasi ternak terbanyak,
kemudian disusul ayampedaging, lalu sapi potong, selanjutnya ayam
petelur, kambing dan domba. Hal ini menunjukkan, produktivitas
ternak ayam buras dan ayam pedaging merupakan yang paling terlihat
di Kabupaten Sumenep.

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap
warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI
1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah
penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan
peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan
berkelanjutan. Pada urusan Lingkungan Hidup terdapat 6 indikator sebagai
ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten
Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

TABEL II. 29 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN

2016-2020
INDIKATOR Realisasi
No Satuan
KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020
j | Indeks Kualitas Indeks | 76 54 75,12 74,74 76,55 | 74,336
Lingkungan Hidup
9 Indeks Kualitas Air Indeks 63,33 63,33 63,33 67,78 60
Sungai
3 Indeks Kualitas Indeks 72,96 88,84 87,27 88,52 88,76
Udara

BAB II-76



4 | Indeks Tutupan Indeks 73,64 73,67 73,91 74,15 74,27
Lahan/Vegetasi

Volume sampah

. . Volume 198 200 202 205 210
yang ditangani

Jumlah
Desa/kelurahan
dalam kriteria desa
bersih

Jumlah 5 6 7 10 10

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

2.3.2.4.1  Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran
atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu
kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks
ini merupakan hasil kalkulasi dari 3 komposit indeks lain yaitu indeks
kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Berikut
pergerakan IKLH dan Komposit Pembentuk IKLH (Indeks Kualitas Air,
Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan) Kabupaten Sumenep
tahun 2016-2020:

5,12 74,74 76,55 4,34 100,00
70,34 i ' [ [ m 80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

2016 2017 2018 2019 2020
Komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

I [ndeks Kualitas Udara I |Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi

Indeks Kualitas Air Sungai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

GAMBAR II. 47 PERGERAKAN IKLH DAN KOMPOSIT PEMBENTUK IKLH (INDEKS KUALITAS
AIR, INDEKS KUALITAS UDARA, INDEKS TUTUPAN LAHAN) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN

2016-2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Grafik di atas menunjukkan progress konsisten IKLH Kabupaten
Sumenep sepanjang periode pembangunan sebelumnya. Pada tahun
2016, IKLH Kabupaten Sumenep adalah sebesar 70.34, kemudian
meningkat menjadi 75.12 di tahun 2017. Setahun berikutnya menurun
menjadi 74.74 di tahun 2018, lalu melompat relatif signifikan menjadi
76.55 pada tahun 2019 lalu akhirnya menurun lagi di tahun 2020
menjadi sebesar 74,34.

Sebagaimana disebutkan pada paragrap awal sub bab ini bahwa
IKLH terdiri dari 3 komposit, untuk memahami lebih detail pergerakan
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kinerja indikator pembentuk IKLH Kabupaten Sumenep, maka dapat
diamati pada grafik berikut ini:
Berdasarkan grafik di atas juga, ketiga komposit menunjukkan
peningkatan yang konsisten sepanjang periode. Tahun 2016 Indeks
kualitas Udara memulai periode dengan angka 72,96. Indeks ini
kemudian konsisten meningkat hingga akhirnya menyentuh 88.76 di
tahun 2020. Selanjutnya Indeks tutupan lahan, sepanjang periode
tidak mengalami pergerakan signifikan, tercatat berada di angka 73.64
pada tahun 2016, indeks ini hanya bergerak menjadi 74.27 pada tahu
2020. Indeks kualitas air Kabupaten Sumenep memiliki angka indeks
terendah diantara ketiga komposit. Meskipun terendah, indeks ini
tetap menunjukkan kecenderungan meningkat. Tercatat sejak tahun
2016 sampai dengan 2018 indeks kualitas air konsisten di angka
63.33, lalu baru pada tahun 2019 ada sedikit peningkatan menjadi
67.78 dan menurun lagi menjadi sebesr 60.00 di tahun 2020.
2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi
penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik,
pemerintahan dan pembangunan. Urusan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 dapat terbaca
kinerjanya memlalui 8 indikator berikut ini:

TABEL II. 30 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2016-2020

Realisasi
No | INDIKATOR KINERJA Satuan 2016 2017 2018 | 2019 | 2020
Nilai SKM Unit-unit 83,69
1 Layanan KTP, KK, Akte Nilai - 80 81 85
Kelahiran / Kematian
Persentase penduduk 76,65
yang memiliki data Persentase
2 | kelengkapan dokumen %) 61 61 68 70
kependudukan dan
pencatatan sipil
3 | Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan 0,46 0,44 0,41 0,33 0,0035
4 | Sex Ratio Ratio 95,40 94 95 95 93,28
5 | Kepadatan Penduduk Jiwa/Km? 537 539 541 541 544
Persentase Penduduk Ber Persentase 89,17
6 o-KTP (%) 98 83 82 89
7 Persentase Penduduk Persentase 100 100 100 100 100
Ber-KK (%)
3 Persentase Penduduk Persentase 2 1 9 14
Berakte Kematian (%)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
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2.3.2.5.1 Nilai SKM Unit-unit Layanan KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian
Nilai SKM merupakan teknik riset kuantitatif yang mengukur
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD pengampu urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berikut pergerakan
kinerja indikator ini sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020:

N/A I I I I

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 48 PERGERAKAN NILAI SKM UNIT-UNIT LAYANAN KTP, KK, AKTE KELAHIRAN

/ KEMATIAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Memperhatikan data tersebut, pergerakan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan pemrintah Kabupaten Sumenep dalam pelayanan
KTP, KK, Akte Kelahiran/Kematian terbilang cenderung meningkat.
Berada di angka 80 di 2017, nilai SKM tersebut sedikit meningkat di
tahun 2018 menjadi 81. Lalu terjadi lompatan relatif besar setahun
berikutnya menjadi 85 dan menurun lagi di tahun 2020 menjadi 83,69.

2.3.2.5.2  Persentase Penduduk Yang Memiliki Data Kelengkapan
Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Indkator ini mengukur proporsi jumlah penduduk yang memiliki
kelengkapan dokumen kependudukan dan catatan sipil terhadap total
jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sumenep. Berikut pergerkan
persentase tersebut terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020.
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GAMBAR II. 49 PERGERAKAN NILAI SKM UNIT-UNIT LAYANAN KTP, KK, AKTE KELAHIRAN
/ KEMATIAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kecenderungan kinerja pada indikator ini adalah meningkat.
Tahun 2016 sampai dengan 2017 berada di angka 61%. Kemudian
meninkat menjadi 68% di 2018, dan menjadi 70% di 2019 dan naik lagi
menjadi 76,65 di tahun 2020.

Melihat persentase tersebut pada prinsipnya positif jika
peningkatan bersifat konsisten sepanjang tahun. Hanya saja perlu
menjadi catatan bahwa kelengkapan dokumen kependudukan dan
catatan sipil sudah sepatutnya berada di angka 100%. Jika
menggunakan kalkulasi sederhana, dengan effort dan besaran dana
yang sama kemudian diterapkan untuk periode selajutnya, di tahun
2025 kelengkapan dokumen ini jika dihitung dengan kalkulasi forecast
sederhana paling optimis hanya mencapai 90%, yang artinya masih
perlu tambahan effort dan strategi khusus untuk mencapai 100%.

2.3.2.5.3  Persentase Penduduk Ber e-KTP

Tidak jauh berbeda dengan indikator sebelumnya, indikator ini
merupakan proposi jumlah penduduk memiliki e-KTP terhadap total
seluruh penduduk Kabupaten Sumenep.
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GAMBAR II. 50 PERGERAKAN PERSENTASE PENDUDUK BER E-KTP DI KABUPATEN

SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kecenderungan penduduk ber e-KTP di Kabupaten Sumenep
cenderung menurun tahun sepanjang periode. Pada tahun 2016
penduduk ber e-KTP adalah sebesar 98%. Setahun berikutnya
mengalami penurunan relatif tajam menjadi 83% yang kembali
menurun lagi di 2018 menjadi 82%. Baru pada 2019 dan 2020 ada
sedikit peningkatan menjadi 89% dan 89,17% meskipun masih tetap
lebih rendah dari tahun 2016.

Kecenderungan ini merupakan pekerjaan rumah yang wajib
dituntaskan pemerintah Kabupaten Sumenep pada periode
selanjutnya. E-KTP merupakan keterangan identitas yang sangat
fundamental dilihat dari segala aspek aktivitas bernegara manapun.
Sehingga sudah sepatutnya cakupannya mencapai 100%.

2.3.2.5.4  Persentase Penduduk Ber KK

Persentase penduduk ber KK menghitung perbandingan jumlah
penduduk yang memiliki KK terhadap total penduduk Kabupaten
Sumenep. Tercatat sejak tahun 2016, seluruh penduduk sudah
memiliki KK yang artinya sepanjang periode 2016 sampai dengan 2020
persentase penduduk ber KK adalah 100%.

2.3.2.5.5  Persentase Penduduk Ber Akte Kematian

Penduduk berakta kematian di Kabupaten Sumenep terbilang
masih sedikit. Berikut pergerakan kinerja pada indikator ini sepanjang
periode:
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GAMBAR II. 51 PERGERAKAN PERSENTASE PENDUDUK BER AKTE KEMATIAN DI

KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jika memperhatikan data, hanya sebesar 2% penduduk yang
memiliki akta kematian pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi
1% setahun berikutnya. Pada 2018 terjadi peningkatan signifikan
menjadi 9% dan meningkat lagi menjadi 14% di 2019 dan data tahun
2020 adalah N/A. Angka ini masih terlalu rendah, sehingga periode
kedepan masih perlu effort signifikan untuk mengakselerasi jumlah
penduduk yang berakte kematian.

2.3.2.5.6  Sex Ratio

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah
penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, biasanya
dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk
perempuan.

Adapun di Kabupaten Sumenep, melalui data yang tertera pada
tabel, rasio jenis kelamin masyarakat Kabupaten Sumenep cenderung
konsisten meskipun ada fluktuasi minor. Kisaran rasionya adalah di
angka 95%. Lebih detail, pada tahun 2016 sex ratio Kabupaten
Sumenep adalah 95,40, kemudian sedikit menurun menjadi 94, lalu
naik menjadi 95 pada 2018 dan 2019 lalu turun lagi menjadi 93,38
pada tahun 2020.

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu

indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal

tersebut dikarenakan pemberdayaan masyarakat dan desa menggambarkan

pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Masyarakat desa

BAB I1-82



merupakan salah satu aktor yang berperan dalam pembangunan desa
tersebut. Melalui pemberdayaan masyarakat desa maka keswadayaan
masyarakat dapat meningkat yang kemudian juga akan meningkatkan
kehidupan sosial masyarakat. Terdapat 7 indikator sebagai tolak ukur
keberhasilan pemerintah daerak Kabupaten Sumenep pada aspek
pemberbadayaan masyarakat dan desa. Berikut tabel yang menunjukkan
kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

TABEL II. 31 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2016-2020

N Realisasi
INDIKATOR KINERJA SATUAN
o 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Persentase BUMDes yang sehat Persen (%) N/A 0,61 1,52 1,52 85
Desa Mandiri (Desa
2 Swasembada) > dari 0,08155 Jumlah 0 0 0 0 0
Desa Maju (Desa Pra
3 | Swasembada) < 0,8155 dan > Jumlah 10 17 17 19 48
0,7072
Desa Berkembang (Desa Madya) 282
4 < 0,7072 dan > 0,5989 Jumlah 186 120 120 211
Desa Tertinggal (Desa Pra 0
5 Madya) < 0,5989 dan > 0,4907 Jumlah 124 177 174 100
Desa Sangat Tertinggal (Desa 0
6 Pratama) < 0,4907 Jumlah 10 16 19 0
7 | Indeks Desa Membangun (IDM) Angka | 0,5784 | 0,5880 | 0,5869 | 0,6249 | 0.6647

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2.3.2.6.1 Persentase BUMDes yang sehat

Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sehat
merupakan indikator yang mengukur tingkat BUMDes yang berjalan
dan masih berkembang. Untuk memahami lebih jauh pergerakan
pertumbuhan ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan

persentase BUMDes yang sehat di Kabupaten Sumenep :
1,52% 1,52%

0,61%,

0,00% /A
2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 52 PERSENTASE BUMDES YANG SEHAT DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
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Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pergerakan BUMDes
yang sehat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
meskipun pada 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2019 dan 2018)
persentase BUMDes berada pada angka yang sama yakni 1,52%.
Namun angka tersebut merupakan angka tertinggi selama kurun
waktu 2016-2019 jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yakni
2018 sejumlah 0,61%. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasannya
dibutuhkannya  stimulan-stimulan  kebijakan pada  periode
pembangunan selanjutnya guna memicu peningkatan persentase
BUMDes yang sehat dan data tahun 2020 adalah N/A.

2.3.2.6.2  Desa Mandiri (Desa Swasembada) > dari 0,08155

Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang
dikategorikan sebagai desa mandiri atau desa swasembada.
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2016
sampai tahun 2020 jumlah desa yang terkategori sebagai Desa Mandiri
adalah 0. Artinya, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan
upaya-upaya kebijakan guna meningkatkan status desa lebih baik
sehingga bisa dikategorikan sebagai desa swasembada.

2.3.2.6.3 Desa Maju (Desa Pra Swasembada) < 0,8155 dan > 0,7072

Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang
dikategorikan sebagai desa maju atau desa pra swasembada.
Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:
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GAMBAR II. 53 DESA MAJU (DESA PRA SWASEMBADA) < 0,8155 DAN > 0,7072 TAHUN
2016-2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan grafik diatas bisa dilihat bahwa trend jumlah desa
maju di Kabupaten Sumenep cenderung meningkat dari tahun ke
tahun. Angka terendah terletak pada awal periode yakni 2016 sebesar
10 desa, sedangkan jumlah terbesar ada pada akhir periode yakni 48

desa di 2020. Dalam kurun waktu 2017 dan 2018 memiliki jumlah
BAB 11-84



yang sama yakni 17 desa dan 2019 jumlahnya menjadi 19. terdapat
peningkatan dalam 2 tahun tersebut,. Komitmen pemerintah untuk
terus berbenah dalam menciptakan desa maju harus terus
dipertahankan.

2.3.2.6.4  Desa Berkembang (Desa Madya) < 0,7072 dan > 0,5989

Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang
dikategorikan sebagai desa berkembang atau desa madya. Penjelasan
lebih lanjut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:
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211
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120
120

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 54 DESA BERKEMBANG (DESA MADYA) < 0,7072 DAN > 0,5989 TAHUN
2016-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa di tahun 2016
jumlah desa berkembang diKabupaten Sumenep adalah 186 desa,
kemudian turun menjadi 120 desa di 2 (dua) tahun selanjutnya yakni
2017 dan 2018. Namun di akhir tahun proporsi desa berkembang
kembali naik mencapai 211 di tahun 2019 dan naik kembali di tahun
2020 menjadi 282.

2.3.2.6.5 Desa Tertinggal (Desa Pra Madya) < 0,5989dan > 0,4907

Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang
dikategorikan sebagai desa tertinggal atau desa pra madya. Penjelasan
lebih lanjut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:

BAB I1-85



177 174

124/

100

N/A
2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 55 DESA TERTINGGAL (DESA PRA MADYA) < 0,5989DAN > 0,4907 TAHUN
2016-2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2016
jumlah desa tertinggal adalah 124 desa. Angka tersebut melonjak naik
menjadi 177 desa di tahun selanjutnya, sebelum angka tersebut
menurun di tahun 2018 sebesar 174 dan semakin menurun drastis di
angka 100 pada akhir periode yakni 2019 data tahun 2020 adalah N/A.
Berdasarkan trend pertumbuhan desa tertinggal di Kabupaten
Sumenep menunjukkan hasil kinerja yang positif dimana mampu
memperlihatkan proporsi desa tertinggal yang menurun. Hal ini dapat
di artikan bahwa status desa tersebut naik ke level lebih baik.

2.3.2.6.6 Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) < 0,4907
Adapun indikator ini menjabarkan jumlah desa yang
dikategorikan sebagai desa sangat tertinggal atau desa pratama.
Penjelasan lebih lanjut bisa dilihat dari grafik dibawah ini:
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GAMBAR II. 56 DESA SANGAT TERTINGGAL (DESA PRATAMA) < 0,4907 TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
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Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak 2016
sampai 2018, jumlah desa yang berstatus sangat tertinggal meningkat
setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 sejumlah 10 desa, 2017
sejumlah 16 desa, dan 2018 sejumlah 19 desa. Hal yang mengejutkan
terjadi di tahun 2019 dan 2020 dimana jumlah desa sangat tertinggal
menyentuh angka 0. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep
bisa dikatakan berhasil pada pengentasan desa yang berstatus sangat
tertinggal.

2.3.2.6.7 Indeks Desa Membangun (IDM)
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat bantu untuk
pengukuran tingkat perkembangan status kemandirian desa yang
akan dikategorikan kedalam 5 tingkat yaitu:

TABEL II. 32 KRITERIA INDEKS DESA MEMBANGUN

1 | Sangat Tertinggal < 0,493
2 | Tertinggal >0,491 dan <0,601
3 | Berkembang >0,599 dan <0,709
4 | Maju >0,707 dan <0,815
S5 | Mandiri >0,817

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Untuk Kabupaten Sumenep, trend perkembangan status

kemandirian cenderung naik. Di tahun 2016, nilai Indeks Kemandirian
Desa sebesar 0,5784 kemudian naik menjadi 0,588 di tahun
selanjutnya. Meskipun mengalami penurunan yang sangat kecil
sebesar 0,5869 tahun 2018, namun angka tersebut melonjak secara
signifikan di tahun 2019 menjadi 0,6249 dan data tahun 2020 adalah
0,6647. Artinya, status desa di Kabupaten Sumenep mengalami
peningkatan level, dimana secara rata-rata banyak desa yang masuk
dalam kategori Desa Berkembang.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat capaian kinerjanya
dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

TABEL II. 33 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 — 2020

NO

Realisasi
INDIKATOR KINERJA SATUAN

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
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1 Rasio akseptor KB aktif Rasio 63,33 | 67,57 68,27 70,87 | 69,69
Jumlah Partisipasi Keluarga 10.04
2 | terhadap Pembangunan Jumlah 1 Oél 211 Qél 6 12.169 1 1997 0
Keluarga
Rata-rata Anak dalam Satu 1s/d | 1s/d 1s/d | 1s/d
3 Keluarga Jumlah 5 5 1s/d2 5 5
4 | Jumlah Tenaga Lapangan KB Jumlah 28 27 27 26 24

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

2.3.2.7.1  Rasio Akseptor KB Aktif

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode
satu tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.
Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya
pengendalian jumlah penduduk. Untuk memahami lebih jauh
pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut
grafik pertumbuhan indikator rasio akseptor KB:
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58
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= Rasio Akseptor KB Aktif

GAMBAR II. 57 RASI0 AKSEPTOR KB AKTIF KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rasio
akseptor KB setiap tahun secara garis besarnya mengalami
kecenderungan naik. Pada tahun 2016 rasio akseptor KB tercatat
sebesar 63,33%, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan
sebesar 67,57%. Angka tersebut kembali naik meskipun tidak
signifikan di tahun 2018 menjadi 68,27%, hingga mencapai rasio
70,87% di akhir periode 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami
penurunan menjadi 69,69%.

2.3.2.7.2 Jumlah Partisipasi Keluarga Terhadap Pembangunan Keluarga

Partisipasi keluarga memang  berpengaruh terhadap

pembangunan keluarga. Adapun pertumbuhan jumlah partisipasi
keluarga terhadap pembangunan keluarga
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sedikit mengalami penurunan di tahun terakhir. Pada tahun
2016 jumlah partisipasi keluarga sebesar 10.129, kemudian meningkat
menjadi 12.169 di tahun 2017 dan bertahan pada jumlah yang sama
di tahun 2018. Di akhir periode 2019, jumlah partisipasi keluarga
menurun ke angka 11.979 dan di tahun 2020 menurun lagi hingga
mencapai 10.040

2.3.2.8 Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang menentukan

keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut berkaitan dengan
pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dalam hal transportasi
untuk masyarakat. Urusan perhubungan juga menggambarkan ketersediaan
fasilitas umum transportasi dan aksesibilitas masyarakat terhadapnya.

Berikut capaian indikator kinerja pada urusan perhubungan:

TABEL II. 34 KINERJA PEMERINTAH DAERAH URUSAN PERHUBUNGNA KABUPATEN SUMENEP 2016-

2020
Realisasi
No INDIKATOR KINERJA Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

1 | Kapasitas Layanan Jumlah | 35 695 | 297.648 | 191.141 | 304.161 | 150233

Angkutan Kepulauan

Headway Rata-rata Menit 35
2 Angkutan Pedesaan n/a 40 40 35

Persentase Korban Persen 0,101
3 Kecelakaan Lalu Lintas (%) 0,0784 0,1051 0,0921 0,104

Persentase Kecukupan Persen 99,71
4 | Angkutan Umum yang 81,35 97,39 96,06 99,69

(70)

Layak

Jumlah orang/barang 620.337
5 | melalui .| Jumlah | 1781258 | 1442220 | 1341665 | 964007

dermaga/bandara/terminal

per tahun

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

2.3.2.8.1

Kapasitas Layanan Angkutan

Indikator ini mengukur jumlah kapasitas layanan angkutan yang
tersedia di Kabupaten Sumenep. Berikut pergerakan kapasitas layanan
angkutan pertahun Kabupaten Sumenep:
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GAMBAR II. 58 : KAPISITAS LAYANAN ANGKATAN KEPULAUAN KABUPATEN SUMENETP TAHUN
2016-2020
Sumber : Data Diolah

Pada grafik di atas secara garis besar menunjukan trend
fluktuatif yang cenderung naik. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2016
sejumlah 235.695 naik di tahun 2017 sebanyak 297.648, kemudian
menurun menjadi 191.141 di tahun 2018 sebelum kembali naik
bahkan lebih tinggi dari tahun 2017 yakni sebanyak 304.161 di tahun
2019. Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020
sebanyak 186.233.

2.3.2.8.2 Headway Rata-rata Angkutan Perdesaan

Waktu antara atau dikenal juga sebagai Headway adalah waktu
antara dua atau lebih sarana angkutan untuk melewati suatu
titik/tempat perhentian. Semakin kecil waktu antara semakin tinggi
kapasitas dari prasarana. Headway ini digunakan sebagai indikator
penilaian karena waktu antara ini penting bagi masyarakat untuk
mengetahui sarana angkutan yang akan beroperasi di waktu-waktu
tertentu. Indikator ini mengukur headway rata-rata angkutan
pedesaan di Kabupaten Sumenep. Berikut pergerakan indikator
tersebut pertahun Kabupaten Sumenep:
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GAMBAR II. 59 HEADWAY RATA-RATA ANGKUTAN PEDESAAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN

2016-2020
Sumber : Data Diolah

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2017 headway rata-rata
untuk angkutan pedesaan berada pada angka 40. Angka tersebut tidak
mengalami baik peningkatan atau penurunan di tahun berikutnya
yakni 2018. Namun pada akhir periode yaitu tahun 2019, angka
tersebut menurun menjadi 35 dan angka itu stagnan pada tahun 2020.
Artinya headway rata-rata angkautan pedesaan masih tergolong
“Kurang” dimana berada diangka > 15 menit, karena untuk
mendapatkan kategori “Baik” maka headway rata-rata setidaknya < 10
menit.
2.3.2.8.3  Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Indikator ini mengukur persentase korban kecelakaan lalu lintas
di Kabupaten Sumenep. Adapun hal tersebut dapat di jelaskan melalui
grafik berikut:
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GAMBAR II. 60 PRESENTASE KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS KABUPATEN SUMENEP TAHUN
2016-2020
Sumber : Data Diolah
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Grafik diatas menunjukkan pergerakan fluktuatif yang
cenderung naik. Pada tahun 2016 sebesar 0,0784% kemudian
meningkat di tahun selanjutnya menjadi 0,1051% di tahun 2017.
Namun di tahun 2018 angka tersebut menurun ke 0,0921% dan
kembali naik di akhir periode yakni 2019 sebesar 0,104%. Semakin
tingginya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, salah
satunya disebabkan oleh human error atau keteledoran saat
berkendara di jalan raya.

2.3.2.8.4  Persentase Kecukupan Angkutan Umum yang Layak

Indikator ini mengukur persentase korban kecelakaan lalu lintas
di Kabupaten Sumenep. Adapun hal tersebut dapatdi jelaskan melalui
grafik berikut:
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GAMBAR II. 61 PRESENTASE KECUKUPAN ANGKUTAN UMUM YANG LAYAK KABUPATEN

SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah

Berdasarkan grafik diatas menunjukan trend yang cenderung
naik dimana pada tahun 2016 persentase kecukupan angkutan umum
yang layak 81.35% kemudian naik menjadi 97.39% di tahun 2017.
Namun pada tahun 2018, sedikit mengalami penurunan menjadi
96.06% dan kembali naik menjadi 99.69% di tahun 2019.

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Pada era modern ini pesatnya perkembangan sains dan teknologi perlu

dipahami oleh masyarakat luas agar dapat dimanfaatkan dengan baik di

dalam kehidupan. Komunikasi sains yang baik tentang informasi-informasi

faktual juga akan meminimalisir penyebaran kejahatan siber, berita palsu,

dan informasi berbau radikal. Pemerintah pusat bertanggung jawab secara

nasional atas keberhasilan terselenggaranya proses pertukaran informasi

dan komunikasi pada masyarakat secara luas.
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Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran
dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif
mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat
dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh
elemen masyarakat. Pembentukan program dapat membantu masyarakat
dalam menampung informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui
program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan
kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi e-
government sampai tingkat daerah. Pada akhirnya, ketersediaan layanan
informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah serta cepat
merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat yang sejahtera dan
memiliki daya saing.

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten
Sumenep memiliki lima indicator dalam mengukur tingkat keberasilannya.
Ke-lima indokator tersebut yaitu nilai SKM pada unit- unit layanan bidang
Kominfo, jumlah pengunjung website pemerintah daerah, jumlah OPD yang
telah terintrogasi E-govnya secara keseluruhan, jumlah OPD yang telah
menyelenggarakan E-gov, dan jumlah pengunjung website yang telah
mengunduh informasi daerah. Lebih detail mengenai lima indicator yang
mempengaruhi keberasilan pemerintah daerah dalam urusan komunikasi
dan informasi yaitu:

2.3.2.9.1  Nilai SKM Unit- Unit Layanan Bidang Kominfo

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten

Sumenep dapat diketahui lebih mendalam melalui table dibawah ini

yaitu:
100
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GAMBAR II. 62 JUMLAH SKM UNIT-UNIT LAYANAN BIDANG KOMINFO KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah
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Berdasarkan data yang tertera diatas dapat diketahui bahwa
pada tahun dasar 2016 jumlah SKM pada unit pelayanan bidang
Kominfo tidak diketehui, begitu pula pada tahun 2017. Sedangkan
pada tahun 2018 jumlah SKM mencapai 80. Dan mengalami kenaikan
pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2019 menjadi 85. Pada tahun
2020 mengalami kenaikan lagi menjadi 87. Hal tersebut berarti bahwa
kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat pada bidang
Kominfo dinilai baik dengan bukti bahwa penilaian Survey Kepuasan
Masyarakat meningkat.

2.3.2.9.2 Jumlah Pengunjung Website Pemerintah Daerah dan yang
Mengunduh Informasih Pemerintah Daerah

Website merupakan adalah sekumpulan halaman web yang
saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama
berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan,
kelompok, atau organisasi. Dengan adanya website dapat membantu
suata instansi pemerintah daerah tertentu dalam memberikan dan
menyebarkan informasi penting tertentu terhadap masyarakat
setempat. Berikut merupakan grafik yang akan menjelaskan kedua
indikatir tersebut secara detail:
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B Jumlah Pengunjung Website Yang Mengunduh Informasi Daerah

GAMBAR II. 63 JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE PEMERINTAH DAERAH DAN YANG
MENGUNDUH INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah

Berdasarkan grafik diatas merupakan pencapaian parameter
indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan urusan
komunikasi dan informatika. Dengan melihat data diatas dapat
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diketahui bahwa jumlah pengunjung website pemerintah daerah
mengalami kenaikan setiap tahunnya dan diimbangi dengan kenaikan
jumlah orang yang mengunduh informasih pemerintah daerah pada
setiap tahunnya. Meskipun jumlah pengunjung website lebih banyak
daripada jumlah pengunjung yang mengunduh informasi tersebut,
namun hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat sudah memiliki
inisiatif untuk mencari informasi melalui media internet. Cara yang
diambil pemerintah daerah Kabupaten Sumenep sudah dianggap
berhasil karena data menunjukan bahwa minat penduduk untuk
mengakses informasi melalui website semakin meningkat setiap
tahunnya.

2.3.2.9.3 Jumlah OPD yang Telah Terintrigrasi E-Gov dan OPD yang
Telah Menyelenggarakan E-Gov

E-gov merupakan penggunaan jaringan internet dalam
penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Organisasi Perangkat Daerah yang telah terintrograsi dan yang telah
menyelenggarakan system pemerintahan secara elektronik atau E-Gov
memiliki kelebihan dan tingkat efektivitas pelayanan yang tinggi.
Berikut merukan grafik yang akan menampilkan data mengenai
indicator tersebut:

B Jumlah OPD Yang Telah Terintograsi E-Gov M Jumlah OPD Yang Telah Menyelanggarakan E-Gov
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GAMBAR II. 64 JUMLAH OPD YANG TELAH TERINTROGASI E-GoOv DAN MENYELENGGARAKAN
E-Gov KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah
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Menurut data pada grafik diatas menunjukan bahwa jumlah
Organisasi Perangkat Daerah yang berada pada ruang lingkup
Kabupten Sumenep mengalami peningkatan. Pada setiap tahunnya
mengalami meningkatan yang konstan yaitu dengan rata- rata
kenaikan 10. Kecuali pada tahun 2019 mengalami peningkatan 11 dari
tahun sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pada setiap
tahun pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 jumlah OPD
bertambah menjadi 60 OPD dan pada tahun 2020 tidak mengalami
kenaikan dan penurunan. keadaan tersebut berarti bahwa semakin
banyaknya OPD yang menerapkan E-Gov. Karena pada dasarnya E-
Gov akan memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas pelayanan
bagi masyarakat.

2.3.2.9.4 Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi baik

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik
pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan
ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas
yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.
Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa
perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak
efisien. Dukungan infrastruktur TI yang baik akan memberikan
kontribusi pada percepatan pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya
jika infrastrukturnya tidak baik justru bisa menghambat pencapaian
tujuan. Berikut merupakan penyajian grafik:
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GAMBAR II. 65 PRESENTASE INFRASTUKTUR IT YANG BERFUNGSI BAIK KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah

Menurut data diatas terjadi peningkatan dratis dari tahun 2017
ke tahun 2018, menjadi 95%. Setelahnya itu, tetap bertahan diangka
95%. Namun pada tahun dasar 2016 angka terlalu kecil yaitu hnya
15%. Hal tersebuut membuktikan bahwa pencapain dalam hal
pembangunan infrastruktur TI berjalan dengan baik dan efektif.

2.3.2.9.5 Persentase Aplikasi E-Government Yang Berfungsi Baik

E-Government ialah pemakian ataupun penggunaan teknologi
informasi yang akan meningkatkan hubungan diantara pemerintah
dengan pihak-pihak yang lainnya. Tujuan dari untuk meningkatkan
akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah,
meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang
dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga
persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga
negara.
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GAMBAR II. 66 PRESENTASE APLIKASI E-GOVERNMENT YANG BERFUNGSI BAIK KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah

Merujuk pada data diatas, persentase aplikasi e-gov yang
berfungsi baik ditahun 2016 menunjukan angka 12% yang termasuk
rendah. Sedangkan pada tahun selanjutnya naik menjadi 60% dan
terus mengalami kenaikan pada tahun ketiga 2018 menjadi 70%. Dan
pada puncaknya di tahun 2019 meningkat menjadi 80%.

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam wurusan ini terdapat delapan indicator yang merupakan
parameter tingkat keberasilan dalam aspek koperasi, usaha kecil dan
menengah di Kabupaten Sumenep. Berikut akan disajikan table yang

berisikan data dari semua indicator, sebagai berikut:

TABEL II. 35 : KINERJA PEMERINTAH DAERAHPADA URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

ASPEK/FOKUS/BIDANG Realisasi
URUSAN/INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 | 2020
Presentase Koperasi sehat 3.09 3.11 3.15 4.5 4,5
Presentase Pertumbuhan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) 5.01 5.3 6.21 7.11 7,5
Jumlah Wirausha Muda 1.000 850 650 1.000 | 1.000
Persentase Koperasi Aktif 72% 72.5% 74% 80% 74%
Persentase = Meningkatkan = Modal 4,2
. 2,9 3 3,7 4
Kopersi
Persentase Pertumbuhan Modal 16,8
. . 13 15 16 16,7
Koperasi Wanita
Jumlah Unit Wirausaha Kecil dan 2.158
1.390 1.970 2.474 3.519
Menengah
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ASPEK/FOKUS/BIDANG Realisasi

URUSAN/INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020

Jumlah Produk yang Berdaya Saing =8 60 60 62 62

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep

2.3.2.10.1 Presentase Koperasi Sehat

Suatau usaha koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi
beberapa pedoman yaitu diantaranya sehat organisasi, sehat usaha
dan sehat mental. Untuk memahami lebih jauh pergerakan
pertumbuhan indikator dari tahun ke tahun, berikut grafik
pertumbuhan indikator persentase koperasi sehat yaitu:
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GAMBAR II. 67 PRESENTASE KOPERASI SEHAT KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa pertumbuhan
presentase usaha koperasi aktif mengalami kecenderungan meningkat.
Pada kisran tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang tidak
begitu siginifikan. Data pada tahun 2016 menunjukan angka 3,09%,
kemudian pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar
3,11%. Untuk tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 berada pada
angka 3,15% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang
lumayan besar dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya yaitu
4,5%. Pada tahun 2020 data stabil seperti tahun sebelumnya yaitu
4,5%. Hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan koperasi yang
sehat di Kabupaten Sumenep menunjukan keadaan yang baik.
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2.3.2.10.2 Presentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam indikator ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan
jumlah presentase usaha mikro setiap tahun. Untuk memahami lebih
jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun,
berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah usaha mikro:
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GAMBAR II. 68 PRESENTASE PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN

SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data pada grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai
presentase pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di
Kbupaten Sumenep secara garis besar mengalami peningkatan. Pada
tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 peningkatannya relatif sedikit
yaitu hanya berkisar 0.29%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan
menjadi 6.21% dan peningkatan konstan pada tahun berikutnya yaitu
pada tahun 2019 menjadi 7.11%. Kembali mengalmai peningkatan
pada tahun 2020 menjadi 7.5%. Rata-rata pertumbuhan jumlah usaha
mikro dalam jangka waktu empat tahun mencapai 0,7%. Angka
tersebut sangat rendah, maka dari itu diperlukan kolaborasi aktif
antara pemerintah dengan masyarakat agar tercipta lebih banyak
usaha mikro kedepannya. Dengan banyaknya usaha mikro yang
tumbuh, maka perekonomian daerah akan turut meningkat.
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2.3.2.10.3 Jumlah Wirausaha Muda

Wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha
yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru,
menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk
pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan
operasinya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai jumlah wirausaha
muda yang ada di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:
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GAMBAR II. 69 JUMLAH WIRAUSAHA MUDA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah

Pada grafik diatas dapat diketahui jika pertumbuhan jumlah
wirausaha muda pada setiap tahunnya secara garis besar mengalami
kecenderungan fluktuatif atau berubah- ubah. Pada tahun 2016
jumlah wirausha muda berjumlah 1.000. Namun pada dua tahun
berikutnya mengalami penurunan yaitu pada tahun 2017 menjadi 850
dan tahun 2018 sebanyak 650. Namun pada tahun 2019 mengalami
peningkatan Kembali menjadi 1.000 wirausaha muda dan tetep setabil
diangka yang sama pada tahun 2020 yaitu 1.000. Secara keseluruhan
jumlah wirausaha muda sudah mengalami kesetabilan. Hal tersebut
bagus dan pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan terus
mengembangkan program yang mendorong wirausaha muda, supaya
terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun kedepannya.
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2.3.2.10.4 Prosentase Koperasi Aktif
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GAMBAR II. 70 PRESENTASE KOPERASI AKTIF KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber : Data Diolah

Koperasi aktif berarti bahawa koperasi tersebut masih berjalan
seperti pada umumnya dan rutin untuk menyelenggarakan Rapat
Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan ciri dari koperasi pasif yaitu
adanya kepasifan dari pengurus internal dan kemampuan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang kurang siap sehingga tidak melaksanakan
RAT secara rutin. Berdasarkan data yang ditampilkan jumlah
persentase koperasi aktif mengalami kenaikan pada tahun 2016-2019.
Pada tahun dasar yaitu tahun 2016 persentase kopersi aktif mencapai
angka 72%. Tahun berikutnya mengalami kenaikan 0.50% menjadi
72.50%. Pada tahun selanjtnya mengalami kenaikan sebesar 2%
menjadi 74 persen dan tahun 2019 merupakan tahun yang mengalami
kenaikan paling besar yaitu 80%. Namun pada tahun 2020 mengalami
penurunan menjadi 74%

2.3.2.10.5 Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah
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GAMBAR II. 71 JUMLAH UNIT WIRAUSAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah
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Usaha kecil dan menengah atau biasanya yang disebut UMKM
mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan
ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan
penyerapan tenaga kerja, UMKM juga Dberperan dalam
mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Jumlah unit wirausaha
kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2016-
2019 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016
sampai dengan 2017 persentase kenaikan jumlah unit wirausaha kecil
dan menengah mencapai angka 41.72%. Sedangkan pada tahun 2018
jumlah UMKM meningkat Kembali menjadi 2.474 wunit sehingga
mengalami kenaikan sebesar 25.58%. Ditahun terakhir angka
bertambah menjadi 3.519 unit dan persentase kenaikan dari tahun
sebelumnya yaitu 42.23%. Namun pada tahun 2020 mengalami
penurunan yang cukup banyak dari tahun sebelumnya yakni menjadi
2.158 unit. Dengan melihat data diatas umumnya mengalami tren
kenaikan walupun pada tahun terakhir mengalami penurunan yang
cukup banyak. Hal ini terjadi dampak ekonomi dari maraknya pandemi
virus covid-19 yang mengakibatkan beberpa UMKM mengalami
penurunan jumlahnya. sehingga pemerintah Kabupaten Sumenep
segera melakukan tindakan yang relefan supaya pada tahun
berikutnya mengalami kenaikan kembali jumlah unit wirausaha kecil
dan mennegah.

2.3.2.11 Penanaman Modal

Salah satu tolok ukur penting dalam menentukan keberhasilan
pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan
suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.
Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi
barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks
pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman modal merupakan unsur
yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan investasi kita dapat mengubah
sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi nyata. Melalui kegiatan
investasi akan dihasilkan barang dan jasa untuk memperluas kesempatan
berusaha, melaksanakan alih teknologi dan sebagainya. Hal ini diselaraskan
dengan kenyataan bahwa investasi dapat menghasilkan barang dan jasa
yang pada akhirnya akan menghasilkan dan meningkatkan pendapatan.

Penanaman Modal merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam
rangka mencapai target yang ditentukan yaitu meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka
Pemerintah daerah memliki kewenangan dalam urusan penanaman modal.
Berikut adalah realisasi penanaman modal diKabupaten Sumenep tahun
2017 hingga tahun 2019:
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TaABEL II. 36 REALISASI PENENANAMAN MODAL D1 KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2017 HINGGA TAHUN

2020
 Indikater 2016 20017 2018 2019 2020
Jumlah 4.090 3.784 4.156 4.260 5.754
investor
Jumlah
nilai 484.888.470.000 1.792.222.900.671 1.850.649.367.233 1.896.914.558.750 1.948.131.251.8
investasi
Peningkatan
Jumlah 69 85 372 104 1.494
Investor
Peningkatan
nilai 88.818.900.000 1.307.334.430.671 58.426.466.562 46.265.191.517 51.216.693.086

Investasi
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinta, Tenga Kerja Kabupaten
Sumenep

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga
tahun 2020 jumlah investor di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan
dimana peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu meningkat
sebanyak 1.494 investor sehingga jumlah investor menjadi 5.754 dari tahun
sebelumnya yaitu 4.260. Peningkatan jumlah investor mempengaruhi juga
peningkatan jumlah investasi sehingga dari tahun 2016 hingga tahun 2020
nilai investasi mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi adalah pada
tahun 2018 dikarena jumlah investor juga meningkat sehingga nilai investasi
juga meningkat. Peningkatan nilai investasi pada tahun 2018 sebanyak
58.426.466.562 sehingga nilai investasi menjadi 1.850.649.367.233.

Berdasarkan pnejelasan data diatas mengenai urusan penanaman
modal Kabupaten Sumenep sudah cukup bagus. Dikarenakan setiap
tahunnya jumlah investor dan jumlah nilai investasi yang masuk relatif
mengalami kenaikan yang ckup baik.

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga terdapat 4
indikator ketercapaian keberhasilan yaitu Persentase jumlah pemuda yang
dibina sehingga berprestasi, Persentase jumlah prestasi atlet cabang
olahraga berprestasi, Jumlah organisasi pemuda, dan Jumlah Atlet olahraga
yang dibina. Adapaun realisasi dari 4 indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
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TaABEL II. 37 : REALISASI INDIKATOR URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020

CAPAIAN KINERJA
NO INDIKATOR KINERJA Satuan

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1 Jumlah organisasi pemuda Angka 18 18 18 18 10

Persentase jumlah pemuda yang

o, 1 4 1
dibina sehingga berprestasi (%) & 0 0 0 3,8

3 Jumlah Atlet olahraga yang dibina Angka 10 17 57 109 S0

Persentase jumlah prestasi atlet

9 7 4
cabang olahraga berprestasi (%) % 20 2 29 25 2

Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data di atas, diketahu bahwa pada jumlah organisasi
pemuda yang ada di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 hingga tahun
2019 tidak ada peningkatan yaitu stabil berjumlah 18 organisasi. Namun
mengalmai penurunan pada tahun 2020 menjadi 10 organisasi.

Dari organisasi kepemudaan yang ada dan dibina otomotasi juga
berpengaruh terhadap pemuda yang aktif pada organisasi pemuda tersebut
dalam pengembangan prestasinya sehingga keberhasilan pembinaan
terhadap pemuda dapat dilihat pada indikator Persentase jumlah pemuda
yang dibina sehingga berprestasi. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa
Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi dari tahun 2016
hingga tahun 2019 mengalami fluktuatif dari tahun 2016 sebesar 10%
kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan yang drastis menjadi 4%
dan pada tahun 2018 bahkan mengalami penurunan sehingga tidak ada
satupun mendapatkan berprestasi dari pemuda yang dibina. Dari
penuruanna dari tahun 2016 hingga tahun 2018, pada tahun 2019
mengalami peningkatan dimana persentase jumlah pemuda yang dibina
sehingga berprestasi sebanyak 10%. Kemudian mengalami penurunan pada
tahun 2020 menjadi 3,8%. Dari angka tertinggi yaitu 10% persentase jumlah
pemuda yang dibina sehingga berprestasi termasuk dalam kategori rendah
sehingga perlunya peningkatan kualitas pembinaan yang diberikan.

Indikator selanjutnya adalah jumlah atlet olahraga yang dibina dimana
berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga tahun
2019 mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2018 dan
tahun 2019 dimana pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 40
atlet dan tahun 2019 merupakan peningkatan tertinggi yaitu meningkat
sebanyak 52 atlet. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis
sebanyak 59 atlet sehingga pada tahun 2020 ada 50 atlet yang dibina oleh
pemeirntah Kabupaten Sumenep.

Dari pembinanan terhadap atlet olahraga tersebut maka selanjunya
sebagai pengukuran keberhasil dari pembinaan tersebut adalah dengan
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melihat prestasi yang didapatkan dari atlet tersebut melalui indikator
persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi. Berdasarkan
adata di atas, diketahui bahwa persentase jumlah prestasi atlet cabang
olahraga berprestasi dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami
peningkatan dimana peningkatan tertinggi adalah pada tahun 2017 dengan
meningkat sebanyak 7% prestasi yang didapatkan. Tetapi pada tahun 2019
mengalami sedikit penurunan yaitu turun sebnayak 2% prestasi yang
didapatkan atlet sehingga menjadi 25% prestasi atlet. Pada tahun 2020
mengalami peningkatan yang ckup signifikan sebesar 17% sehingga
presentase atlet yang berprestasimenjadi 42%.

2.3.2.13 Statistik

Dalam penyelenggaraan urusan statistik pemerintah Kabupaten
Sumenep menetapkan 1 indikator keberhasil dari penyelenggaran urusan
tersebut yaitu persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen
(sumenep dalam angka, PDRB, IPM, profil kecamatan). Adapun relaisasi dari
indikator tersebut adalah sebagai berikut:
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100,00 ' 100,00
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GAMBAR II. 72 PRESENTASE KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN (SUMENEP DALAM
ANGKAT, PDRB, IPM, PROFIL KECAMATAN) KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa terkait ketepatan waktu
dalam penyusunan dokumen (sumenep dalam angka, PDRB, IPM, profil
kecamatan) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep sudah
100% tepat waktu pada S tahun terakhir dimana pada tahun 2016 gingga
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tahun 2020 mengalami peningkatan dan seluruhnya diatas 100%. Pada
tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya namun
pada tahun 2020 mengalami penurunan yang semula pada tahun 2019 150%
mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 100%. Penurunan ini
terjadi sebabkan dengan adanya work form home (WFH) dan sempat
diliburkan karena adanya virus covid-19.

Pada analisis data diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5
tahun hanya mengalami penurunan pada tahun terakhir. Hal ini dipungkiri
karena dampak dari pandem covid-19 yang merambah di Kabupaten
Sumenep.
2.3.2.14 Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai
cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang
mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi
ke generasi. Terdapat 4 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah
daerah Kabupaten Sumenep pada aspek kebudayaan. Berikut tabel yang
menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator
tersebut:

2.3.2.14.1 Indeks Pelestarian Seni dan Budaya

Indeks Pelestarian seni dan budaya menggambarkan
keberhasilan dalam perlestarian kesenian dan kebudayaan Kabupaten

Sumenep. Adapun data capaian Indeks Pelestarian seni dan budaya

sebagai berikut:
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GAMBAR II. 73 INDEKS PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-
2020
Sumber: Data Diolah

Indeks Pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Sumenep
dalam 5 tahun terakhir memiliki kecenderungan meningkat. Pada
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tahun 2016 indeks mencapai 60% dan pada tahun 2017 dan 2018
mengalami kenaikan menjadi 64%. Namun pada tahun 2019
mengalami penurnan menjadi 63% dan kembali mengalami penurunan
yang sangat signifikan menjadi 45,33%. Kondisi ini diharapkan dapat
perhatian kusus untuk tahun sealnjutnya supaya kebudayaan di
Kabupaten Sumenep terus dilestarikan.

2.3.2.14.2 Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan
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GAMBAR II. 74 JUMLAH KESENIAN LOKAL YANG DIKEMBANGAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN
2016-2020
Sumber: Data Diolah

upaya pelesatarian kesenia lokal, selain pelestarian cukup
penting kesenian lokal untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi
salah satu potensi daerah. Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan
oleh Kabupaten Sumenep meningkat cukup signifikan, yaitu dari 3
menjadi 19 pada tahun 2019. Namun mengalami penurunan yang
cukup signifikan menajdi 2 kesenian yang dilestarikan pada tahun
2020. Pada tahun terakhir jumlah kesenian lokal di Kabupaten
Sumenep yang dikembangkan mengalami penurunan bahkan
mengalami titik terendah selama 5 tahun terakhir hal ini disebabkan
karena pada tahun terakhir pemerintah daerah fokus pada
penanganan penyebaran virus covid-19 sehingg pengembangan

kesenian lokal mengalami penurunan yang sangat drastic pada tahun
2020.
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2.3.2.14.3 Jumlah kelompok seni dan budaya
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GAMBAR II. 75 JUMLAH KELEOMPOK SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-
2020
Sumber: Data Diolah

Jumlah kelompok seni dan budaya di Kabupaten Sumenep
meningkat setiap tahunnya. Nmaun pada kondisi saat ini sangat
penting megambangkan potensi seni dan budaya mengingat situasi
pandemic yang belum berakhir. Pengembangan diarahkan untuk
menarik minat wisatawan dalam berkunjung ke Kabupaten Sumenep.
Pada tahun 2018 jumlah kelompok seni dan budaya sebanyak 240
orang dan tahun 2019 meningkat menjadi 354 orang. Jumlah ini
menjadi salah satu potensi pengembangan kebudayaan di Kabupaten
Sumenep. Jumlah festival dan penampilan seni budaya :
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GAMBAR II. 76 JUMLAH FESTIVAL DAN PENAPILAN SENI DAN BUDAYA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020
Sumber: Data Diolah

BAB 11-109



Keseriusan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam
mengembangkan Kebudayaan ditunjukkan dengan adanya festival dan
penampilan seni budaya yang terus ditingkatkan. Pada tahun 2016
terdapat 34 festival, meningkat di tahun 2018 menjadi 39 festival dan
tahun 2019 kembali meningkat menjadi 51 festival. Namun mengalami
penurunan yang signifikan sebab pandemic covid-19 shingga hanya 12
festival pada tahun 2020. Tahun terakhir mengalami penurununan
yang sangat drastis dikarena adanya pandemic virus covid-19
menyebabkan dilarangnya atau pembatasan kegiatan-kegiatan
masyaratak yang menimbulkan kerumunan masyarakat salah satuya
yang terdampak adalnya festival dan/atau penampilan seni dan
budaya.

Berdasarkan analisis dan pembahasan data diatas mengenai
urusan Kebudayaan pemerintah Kabupaten Sumenep. Pada diatas
dalam kurun waktu 5 tahun hanya sekali mengalmi penurunan di
beberapa indikator yakni pada tahun 2020, indikator yang mengalmi
penurunan drastis adalah jumlah festival dan penampilan budaya, hal
ini dikarenakan tidak diperbolehkannya adanya acara yang
mengundang kerumunan masyarakat karena adanya pandemi covid-
19.

2.3.2.15 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang terdapat berbagai
macam koleksi buku dan majalah, saat ini perpustakaan tidak hanya
berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku dan majalah saja akan tetapi
juga sebagai tempat penyimpanan map, hasil seni, CD, dan lain sebagainya.
Perpustakaan saat ini merupakan tempat yang disediakan pada setiap
instansi pembelajaran hal ini didukung agar system pembelajaran lebih
mudah terkait fokus-fokus pembelajaran. Terdapat 3 indikator sebagai tolak
ukur keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep pada aspek
perpustakaan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep
pada indikator-indikator tersebut:

TABEL II. 38 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA ASPEK PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020

Nilai SKM Unit-unit Layanan 70,46 72,15 74,28 76,90 83,16
Perpustakaan
Jumlah pengunjung 27.863 29.160 29.162 18.249 10.328

Perpustakaan Umum daerah
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Jumlah Koleksi Buku/Bahan 65.886 68.160 72.640 76.271 84.173
Pustaka di Perpustakaan
Umum Daerah berdasarkan
jenjang
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep

Jumlah pengunjung perpustakaan Umum Daerah di Kabupaten
Sumenep tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016
jumlah pengunjung sebanyak 27.863, tahun 2017 meningkat 29.160
pengunjung, 2018 kembali meningkat 29.162 pengunjung, namun tahun
2019 menurun menjadi 18.249 pengunjung dan terus menurun hingga
10.328 pengunjung pada tahun 2020. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya
pandemi yang menyebabkan tingkat kunjungan menurun cukup drastis.
Peningkatan jumlah pengunjung tidak lepas dari meningkatnya koleksi
buku/bahan Pustaka. Pada tahun 2016 koleksi buku mencapai 65.886 buku
meningkat hingga 76.271 buku pada tahun 2019. Jumlah koleksi buku terus
meningkat pada tahun 2020 menjadi 84.173 buku. Kondisi ini menunjukkan
adanya hubungan yang selaras antara peningkatan koleksi buku dengan
peningkatan pengunjung.

Perkembangan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan
perpustakaan pada tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan, pada
tahun 2016 sebesar 70,46; tahun 2017 sebesar 72,15; tahun 2018 sebesar
74,28; tahun 2019 sebesar 76,90; tahun 2020 sebesar 83,16. Kondisi ini
mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat lebih baik dan
dapat memenuhi kebutuhan akan layanan perpustakaan.

2.3.2.16 Kearsipan

Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan
berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun
perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat,
warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti
sahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan
teknologi, arsip dapat berbentuk audio, video dan digital. Sedangkan
kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber
informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik
itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika
diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan
memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga, organisasi, badan maupun
perseorangan. Dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan, setiap OPD
dituntut untuk melakukan pengelolaan arsip secara baik sehingga setiap
aktivitas pemerintahan dapat terekam dengan baik.
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TaABEL II. 39 CAPAIAN INDIKATOR KEARSIPAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

1 Persentase arsip yang dikelola 100 100,86 114,84 100,41 100

Persentase Unit Pencipta Arsip

dibi 100 148,39 100 129,94 78
yang dibina

Persentase Petugas Pengelola
3 Arsip yang ditingkatkan 100 139,83 141,06 221,94 230
kompetensinya

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep

Pengelolaan arsip pada perangkat daerah di Kabupaten Sumenep
masih tergolong baik, walaupun cenderung menurun dan capaian rata rata
pada capaian angka 100%. Persentase Unit Pencipta Arsip yang dibina
mengalami penurunan pada tahun 2018, namun tahun 2019 kembali
meningkat menjadi 129,94 dan menurun Kembali menjadi 78% pada tahun
2020. Untuk indikator persentase Petugas Pengelola Arsip yang ditingkatkan
kompetensinya terus meningkat hingga mencapai 230% terhadap target pada
tahun 2020. Capaian yang cukup tinggi pada urusan kearsipan tidak terlepas
dari faktor anggaran untuk melakukan pembinaan kearsipan, sehingga
pengaruh anggaran terhadap capaian indikator urusan kearsipan memiliki
pengaruh cukup besar.

2.3.2.17 Persandian

Dalam penyelenggaraan urusan persandian pemerintah Kabupaten
Sumenep menetapkan 2 indikator keberhasil dari penyelenggaran urusan
tersebut yaitu Persentase SDM persandian yang memenuhi kualifikasi dan
kompetensi persandian dan Persentase dokumen persandian yang dikelolah
dalam e-arsip persandian.

Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) persandian yang memenuhi
kualifikasi dan kompetensi persandian dari tahun 2017 hingga tahun 2019
mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang
signifikan yaiti naik sebanyak 7% sehingga dari 3% pada tahun 2018 menjadi
10% pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020
menjadi 3%.

Peningkatan persentase Sumber Daya Manusia (SDM) persandian yang
memenuhi kualifikasi dan kompetensi persandian juga mempengaruhi
peningkatan Persentase dokumen persandian yang dikelolah dalam e-arsip
persandian dimana pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami
peningkat dengan peningktan tertinggi adalah pada tahun 2019 yaitu
meningkat sebnayak 8% sehingga pada tahun 2019 Persentase dokumen
persandian yang dikelolah dalam e-arsip persandian menjadi 10% dan naik
signifikan di tahun 2020 yaitu sebesar 300%.

Berdasarkan analisis data diatas penurunan presentase SDM
persandian yang memenuhi kualsits mengalami penurunan pada tahun
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terakhir hal ini akan berdampak pada kinerja urusan persandian ini. Hal ini
akan menjadi ancaman dan tantangan bagi pemerintah derah Kabupaten

Sumenep.

2.2.3Urusan Pemerintahan Pilihan

2.2.3.1

Pertanian dan Peternakan serta Perkebunan

Pada urusan Pertanian serta Perkebunan terdapat sedikitnya 6

indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan

kinerja Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

TABEL II. 40 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PERTANIAN TAHUN 2016-2020

Nilai Tukar
Petani
Jumlah PDRB
Sektor
Pertanian
Produksi
tanaman
pertanian
(tanaman
pangan &
hortikultura)
dirinci: padi,
jagung, kedelai
dll. Bawang
merah, tomat,
cabe dll.

- padi * (GKG)
(Ton)

- jagung (pipilan
kering) (Ton)

- kedelai (Ton)

- ubi kayu (Ton)

Jumlah
Produktivitas
Hasil Pertanian
Per Hektar

- padi * (GKG)
(Ton)

- jagung (pipilan
kering) (Ton)

- kedelai (Ton)
- ubi kayu (Ton)

Produksi
tanaman
Perkebunan
- Tembakau
(Ton)

- jambu mete
(Ton)

(NTP)

(Triliyun)

(Ton)

(Ton)
(Ton)

(Ton)
(Ton)
(Ton)

(Ton)
(Ton)

(Ton)
(Ton)
(Ton)

(Ton)

(Ton)

2016

756.441,07

261.196,10
428.136,52

6.065,15
61.043,30
17.276,08

6,47

2.885

1,61
14.383
61.158,33

2.380,80

4.966,93

2017

7,44

786.834,43

315.207,20
413.053,60

6.290,49
52.283,14
22.351,92

6.494

2,92

1.406
14.449
68.334,88

8.171,10

5.247,78

2018

7,681

681.900,90

226.985,56
406.462,92

22.876,89
25.575,53
10.958,45

6.507

2914

1.523
14,45
69.658,80

7.707,10

6.523,37

2019
101,39

8,14

693.492,44

225.484,59
436.004,47

6.242,78
25.760,60
26.555

6.935

2.997

1.523
15.100
71.929,09

8.494,02

7.971,83

2020
102,53

12,83

658.297,65

254.323,35
361.737,66

347,14
41.889,5
N/a

6,989
2,96

1,48
14,58
65.762,22

5.901,59

5.380,86
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- Cabe Jamu (Ton) 9.995,35 10.198,29 10.314,96 10.333,80 10.299,68
(Ton)

- Kelapa (Ton) (Ton) 43.075,74 43.968,38 44.360,33 44.376,40 44.180,09
- siwalan (Ton) (Ton) 739,51 749,33 753,04 753,04 750,57
Jumlah (Ton) 417,1 593,79 600,62 600,32 N/a
Produktivitas

Hasil

Perkebunan

- Tembakau (Ton) 607,33 608,33 609,33 610,33 611,33
(Ton)

- jambu mete (Ton) 4.693,13 4.761,33 4.762,85 4.763,85 1.236,09
(Ton)

- Cabe Jamu (Ton) 1.232,16 1.233,16 1.234,16 1.235,96 4.764,85
(Ton)

- Kelapa (Ton) (Ton) 161,32 162,32 163,32 164,32 700,41

- siwalan (Ton) (Ton) - - - 101,39 265,65

Keterangan: **) Sangat Sementara

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.2.3.1.1 Nilai Tukar Petani

Indikator ini mengukur proporsi antara indeks yang diterima
petani terhadap indeks yang dibayar petani. Lebih lanjut, merujuk
pada BPS pengkategorian NTP dibagi atas surplus, impas dan defisit.
NTP diatas 100 mengindikasikan petani mengalami surplus, adapun
sama dengan 100 berarti impas, sedangkan lebih kecil dari 100 berarti
defisit.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Sumenep hanya tercatat mulai
pada tahun 2019, yaitu sebesar 101,9. Kemudian pada tahun 2020
meningkat menjadi 102.53. Jika merujuk pada definisi BPS, maka
petani Kabupaten Sumenep mengalami surplus yang artinya
pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya.

2.2.3.1.2  Jumlah PDRB Sektor Pertanian

Jumlah PDRB sektor pertanian merupakan total jumlah PDRB
yang bersumber dari aktivitas pertanian. Berikut pergerakan indikator
ini sepanjang periode:
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GAMBAR II. 77 PERGERAKAN JUMLAH PDRB SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN
2017-2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PDRB sektor pertanian menunjukkan peningkatan yang konsisten.
Jika memperhatikan grafik diatas, per tahun 2017 tercatat jumlah PDRB
sektor pertanian adalah sebesar 7,44 triliyun, kemudian meningkat pada
tahun 2018 menjadi 7,681 triliyun setahun berikutnya atau tumbuh sekitar
3,24%. Pada tahun 2019 peningkatan relatif signifikan yaitu menjadi 8,14
triliyun atau meningkat sekitar 5,98%. Kemudian di tahun 2020, PDRB
Pertanian mengalami peningkatan yang lebih signifikan lagi mencapai
angka 12,83 triliyun. Angka ini menunjukan bahwa kinerja sektor pertanian
sudah baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan.

2.2.3.1.3  Produksi dan Produktivitas Tanaman Pertanian (Tanaman
Pangan & Hortikultura) Dirinci: Padi, Jagung, Kedelai DII.

Produksi tanaman pertanian di Kabupaten Sumenep diukur
dengan memperhatikan produksi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu
dengan satuan ton. Berikut produksi tanaman pertanian Kabupaten
Sumenep:
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GAMBAR II. 78 PERGERAKAN PRODUKSI TANAMAN PERTANIAN (TANAMAN PANGAN &
HORTIKULTURA) TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jika diamati, produksi tanaman pertanian Kabupaten Sumenep
cederung menurun dengan signifikansi yang relatif besar. Pada tahun
2016 tercatat produksi tanaman pertanian Kabupaten Sumenep
adalah sebanyak 756.441,07 ton. Kemudian meningkat menjadi
786.834,43 ton di tahun 2017. Setahun berikutnya, terjadi penurunan
tajam menjadi 681.900,90 lalu di 2019 sedikit membaik menjadi
693.492,44. Namun menurun lagi di tahun 2020 menjadi 658.297,65.
Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman pertanian Kabupaten
Sumenep menurun sebesar -2,54% dengan penurunan terbesar terjadi
di tahun 2018 yaitu mencapai -13.34%.

Untuk mengetahui tanaman mana yang mengalami penurunan,
dapat dilihat secara detail pada grafik berikut ini:

500.000,00
450.000,00  428:136,52 413.053,60 406.462.92 436.004.47
400.000,00 /\61737,66
350.000,00 315.207,20
300.000,00 261.1V\k 254323,35
250.000,00 26.985,56 225.4%_
200.000,00
150.000,00
100.000,00 61.043,30 52.283,14 25.575,53 25.760,60 41889,5
50.000,00 6.065,15 6.290;49 22.876,89 6.242,78 347,14
0,00
2016 2017 2018 2019 2020
- padi * (GKG) (Ton) e - jagung (pipilan kering) (Ton)
- kedelai (Ton) - ubi kayu (Ton)

GAMBAR II. 79 PERGERAKAN KOMODITAS TANAMAN PERTANIAN KABUPATEN SUMENEP DI
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
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Melalui grafik di atas, dapat diamati bahwa kedelai dan jagung
meskipun sepanjang periode fluktuatif namun diakhir tahun 2020
mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan Padi dan Ubi Kayu.
Terkhusus komoditas padi, penurunan tajam terbaca dari tahun 2017
ke 2018, penurunan yang terjadi menyentuh -27.99%. Namun pada
tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 254.323,35 ton. Adapun Ubi
Kayu pada periode 2017 ke 2018 merosot sebanyak -51,97%.
Kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 41.889,5 ton. Baik
Padi, jagung, kedelai maupun Ubi Kayu sampai dengan 2020 masih
belum mampu melakukan recovery produksinya sebanyak produksi
pada tahun awal periode. Dengan demikian, Produksi tanaman pangan
menjadi penting untuk diperhatikan pada pembangunan Kabupaten
Sumenep.

Lebih lanjut pada hasil tanaman pertanian Kabupaten Sumenep,
produktivitas per satuan hektar menunjukkan kecenderungan
peningkatan sepanjang periode. Peningkatan tersebut dapat diamati
pada grafik berikut ini.

28000 26555
26000

24000 22351,92

22000
20000
18000
16000
14000
12000

10000
2016 2017 2018 2019 2020

e jumlah Produktivitas Hasil Pertanian Per Hektar

GAMBAR II. 80 PERGERAKAN JUMLAH PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN PER HEKTAR DI
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Meskipun terjadi penurunan mencapai -51,08% ditahun 2017 ke
2018, setahun berikutnya produktivitas kembali bergairah dengan
lompatan peningkatan sebesar 142,32%. Memperhatikan rata-rata
pertumbuhan mencapai 40%, maka produktivitas hasil pertanian
Kabupaten Sumenep dapat dikatakan sangat baik. Berikut secara
detail produktivitas tanaman pertanian Kabupaten Sumenep.
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GAMBAR II. 81 PERGERAKAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS TANAMAN PERTANIAN KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dari empat tanaman pertanian, ubi kayu mengalami penurunan
yang paling signifikan di akhir tahun 2020, dari 15,10 ton menjadi
14,58 ton. Untuk tanaman Kedelai dan jagung pada tahun 2020 juga
mengalami sedikit penurunan. Kedelai dari 1,52 ton menjadi 1,48 ton.
Jagung dari 3 ton menjadi 2,96 ton di tahun 2020. Hanya padi yang
mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 6,94 ton menjad 6,99
ton di tahun 2020.

2.2.3.1.4  Produksi Tanaman Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep yang
terdata terdiri dari tembakau, jambu mente, cabe jamu, kelapa dan
siwalan. Berikut grafik produksi tanaman perkebunan Kabupaten
Sumenep.

74.000,00 71.929,09

72.000,00

69.658,80
70.000,00 68.334,88

68.000,00

762,22
66.000,00
64.000,00
62.000,00

60.000,00
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e Produksi tanaman Perkebunan
GAMBAR II. 82 PERGERAKAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN SUMENEP

TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
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Tanaman perkebunan menunjukkan progresivitas yang
konsisten sepanjang periode, kecuali di tahun 2020. Peningkatan
terbesar terjadi pada tahun 2016 ke 2017 yang mencapai 11,73%.
Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,64% produksi tanaman
perkebunan Kabupaten Sumenep terbilang positif. Namun pada tahun
2020, pergerakan produksi tanaman perkebunan menurun menjadi
65.762,22. Berikut secara detail perkembangan tanaman-tanaman
perkebunan Kabupaten Sumenep:

TaBEL II. 41 PERGERAKAN PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN D1 KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020

Produksi (Ton) 61.158,33 68.334,88 69.658,80 71.929,09 65.762,22
tanaman

Perkebunan

- Tembakau (Ton) 2.380,80 @ 8.171,10 @ 7.707,10  8.494,02 5.901,59
(Ton)

- jambu (Ton) 4.966,93 5.247,78 @ 6.523,37 7.971,83 5.380,86
mete (Ton)

- Cabe (Ton) 9.995,35 10.198,29 10.314,96 10.333,80 10.299,68
Jamu (Ton)

- Kelapa (Ton) 43.075,74 43.968,38 44.360,33 44.376,40 44.180,09
(Ton)

- siwalan (Ton) 739,51 749,33 753,04 753,04 750,57
(Ton)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tidak ada komoditas tanaman perkebunan yang menunjukkan
penurunan sepanjnag periode. Namun, produksi kelapa, Cabe Jamu
dan Siwalan sepanjang periode belum menunjukkan perkembangan
signifikan dan bahkan cenderung stagnan. Adapun tembakau dan
jambu mente menunjukkan peningkatan meskipun tidak begitu
signifikan. Kelapa secara konsisten menjadi tanaman perkebunan
terbesar sepanjang periode, lalu disusul cabe jamu, kemudian
tembakau, selanjutnya jambu mente dan siwalan yang paling rendah.
Lebih lanjut, produktivitas tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep
juga menunjukkan progresivitas yang signifikan. Berikut grafik
produktivitas tanaman perkebunan Kabupaten Sumenep:
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GAMBAR II. 83 PERGERAKAN JUMLAH PRODUKTIVITAS HASIL PERKEBUNAN DI KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Konsistensi produktivitas hasil perkebunan Kabupaten Sumenep
terbilang baik. Memiliki produksi sebanyak 7.111,04 kg pada tahun
2016, produktivitas hasil perkebunan tumbuh sebesar 3,49% atau
menjadi 7.358,93 kg setahun berikutnya. Pada 2018 kembali terjadi
peningkatan sebesar 0,15% atau menjadi 7.370,28 kg. Begitupun di
2019, terjadi peningkatan sebesar 0,06% atau menjadi 7.374,78 kg.
Secara detail tanaman perkebunan apa saja yang menyumbang
produktivitas hasil perkebunan tertinggi dapat diamati pada grafik di
bawah ini.

TABEL II. 42 PERGERAKAN JUMLAH PRODUKTIVITAS HASIL PERKEBUNAN DI KABUPATEN
SUMENEP TAHUN 2016-2020

- Tembakau (Ton) @ 607,33 608,33 609,33 610,33 611,33
- jambu mete (Ton) 4.693,13 4.761,33 4.762,85 4.763,85 1.236,09
- Cabe Jamu (Ton) 1.232,16 1.233,16 1.234,16 1.235,96 4.764,85
- Kelapa (Ton) 161,32 162,32 163,32 164,32 700,41
- siwalan (Ton) - - - 101,39 265,65

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pergerakan  produktivitas tanaman-tanaman perkebunan
Kabupaten Sumenep secara umum terbilang stabil dan cenderung
stagnan. Jika diamati, jambu mente merupakan komoditas tanaman
perkebunan yang tingkat produktivitasnya terbesar, lalu secara
berurutan disusul cabe jamu, tembakau, kelapa dan siwalan.

Berdasarkan hasil penyajian data diatas, maka dapat diketahui
bahwa kinerja pemerintah di bidang pertanian dan perkebunan sudah
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cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu Nilai
tukar petani yang menunjukan surplus sebanyak 2, 53. Selain jumla
PDRB sektor pertanian juga menunjukan pergerakan yang meningkat
secara konsisten di tahun 2020. Indikator lain yang menunjukan
kinerja di bidang pertanian dan perkebunan cukup baik adalah dengan
produksi dan produktivitas tanaman perkebunan yang stagnan dan
naik perlahan. Meskipun demikian, pemerintah perlu memperhatikan
produksi dan produktivitas tanaman pertanian, meskipun angka PDRB
meningkat namun produksi dan produktivitasnya menurun
dibeberapa komoditi seperti padi dan ubi kayu.

2.2.3.2 Kelautan dan Perikanan
Pada urusan Kelautan dan Perikanan terdapat sedikitnya 4 indikator
sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja
Kabupaten Sumenep pada indikator-indikator tersebut:
Tabel II. 43 Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016-2020"

BAB I1-121



Jumlah
produksi
hasil
perikanan

(ton)

2016

2017

2018

2019 2020

648.300,30

580.237,50

709.603,54

676.077,53 48.899,55

Jumlah
produksi
hasil
perikanan
tangkap
(Ton)

Ton

46.980,30

47.605,44

47.927,52

48.531,13 42.795,55

Jumlah
produksi
hasil
perikanan
budidaya
(Ton)

Ton

601.320,00

532.630,31

661.676,02

674.323,79 6.104,48

Jumlah
PDRB Sektor
Perikanan
(Milyar
Rupiah)

Ton

N/a

N/a

-N/a

N/a Belum rilis

Jumlah
Konsumsi
Ikan
(Kg/Kap/Th)

(Kg/Kap
/Th)

40

49,2

55,49

N/a N/a

Prosentase
Hasil
Produksi
Perikanan
(%)

Persen
(%)

100,12

89,5

122,3

95,28 96,75

Jumlah
Pertumbuha
n Produk
Sumber
Daya Laut
lainnya
(rumput
laut) (basah)
(Ton)

Ton

590.645,50

530.422,37

657.890,95

623.677,28 683.425,4

Jumlah
Cakupan
Bina

Kelompo
k

164

126

237

259 N/a
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Kelompok
Nelayan

Jumlah Ton 17.109,20 232.393,29 236.887,90 332.009,58 103.606,08
Produksi
Gram
Rakyat (ton)

Keterangan: **) Sangat Sementara
Sumber:Dinas Perikanan

2.2.3.2.1 Jumlah Produksi Hasil Perikanan

Indikator ini mengukur angka riil produksi perikanan dalam
satuan ton. Berdasar pada tabel di atas, berikut pergerakan persentase
produksi perikanan Kabupaten Sumenep:
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GAMBAR II. 84 PERGERAKAN PRODUKSI PERIKANAN DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-
2020

Sumber : Dinas Perikanan

Tercatat, tahun 2016 produksi hasil pertanian adalah sebanyak
648.300,20 ton, lalu sedikit mengalami penurunan menjadi
580.237,50 pada 2017. Masuk ke tahun 2018, terjadi peningkatan
relatif signifikan menjadi 709.603,54 ton kemudian kembali menurun
menjadi 676.077,53 ton pada tahun 2019. Tren penurunan ini masih
berlangsung hingga tahun 2020 menjadi 48.899,5 ton

Selanjutnya, jika merujuk pada tabel, dari tahun sebelumya
dapat diamati bahwa produksi perikanan Kabupaten Sumenep
didominasi oleh perikanan budidaya yang mencapai 674.323,79 ton
pada tahun 2019 sedangkan perikanan tangkap hanya sebanyak
48.531,13 ton di tahun yang sama. Namun Pada tahun 2020, produksi
perikanan budidaya jauh dibawah perikanan tangkap yaitu 6.104,48
ton dibandingkan 42. 795,55 ton. Dengan demikian, wilayah yang
perlu untuk diperhatikan pada periode pembangunan akan datang
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adalah upaya akselerasi peningkatan perikanan budidaya agar dapat
lebih produktif dari periode pembangunan sebelumnya.

2.2.3.2.2  Jumlah Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Jumlah cakupan bina kelompok nelayan merupakan angka riil
jumlah kelompok nelayan yang dibina di Kabupaten Sumenep.

Jumlah kelompok nelayan yang terbina secara umum
meningkat. Pada tahun 2016 terdapat 164 kelompok yang terbina,
kemundian di 2017 menurun menjadi hanya 126 kelompok. Setahun
berikutnya menanjak relatif besar menjadi 237 kelompok dan
kemudian meningkat lagi di 2019 menjadi 259 dan 221 di tahun 2020.

2.2.3.2.3  Jumlah Pertumbuhan Produk Sumber Daya Laut lainnya
(rumput laut basah)/ (Ton)

Pertumbuhan produk sumber daya laut lainnya pada indikator
ini ditujukan untuk rumput laut dengan satuan ukur ton. Berikut
pergerakan indikator ini sepanjang periode.
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GAMBAR II. 85 PERGERAKAN JUMLAH PERTUMBUHAN PRODUK SUMBER DAYA LAUT LAINNYA

(RUMPUT LAUT) (BASAH) DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Perikanan

Kecenderungan produksi rumput laut basah Kabupaten
Sumenep adalah meningkat. Di tahun 2016 tercata produksi sebanyak
590.645,50 ton. Kemudian sedikit menurun di 2017 menjadi
530.422,37 ton. Berikutnya di tahun 2018 terjadi peningkatan relatif
dignifikan menjadi 657.890,95 ton dan sedikit menurun di 2019
menjadi 623.677,28 ton. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi
683.435,4 ton.
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2.2.3.2.4  Jumlah Produksi Garam Rakyat

Produksi garam laut Kabupaten Sumenep meningkat sangat
amat signifikan. Berikut grafik peingkatannya sepanjang periode
pembangunan lalu.
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GAMBAR II. 86 PERGERAKAN JUMLAH PRODUKSI GRAM RAKYAT DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN
2016-2020

Sumber: Dinas Perikanan

Bermula hanya memproduksi sebanyak 17.109,20 ton garam
rakyat di 2016, Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan
mencapai 1.258,29% setahun berikutnya atau menjadi 232.393,29
ton. Kembali terjadi peningkatan di 2018 menjadi 236.887,90 ton.
Selanjutnya terjadi lonjakan besar lagi yaitu sebesar 40,15% atau
menjadi sebesar 332.009,58 ton pada 2019. Namun sayangnya pada
tahun 2020 menurun drastis hingga menjadi 103.606,08 ton.

Berdasarkan hasil penyajian data di atas, maka dapat diketahui
bahwa bidang perikanan Kabupaten Sumenep perlu lebih diperhatikan
lagi pada pembangunan selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa indikator seperti produksi perikanan yang menurun di tahun
2020, produksi garam yang juga menurun. Meskipun pada indikator
produk sumber daya laut lainnya menunjukan jumlah yang
meningkat, namun tren pada  tahun-tahun  sebelumnya
memperlihatkan alur yang kurang stabil atau naik turun. Apabila
kondisi ini tetap berlanjut maka produksivitas pada bidang perikanan
dapat menurun.

2.2.3.3 Pariwisata

Pada urusan Pariwisata terdapat sedikitnya 2 indikator sebagai ukuran
keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep
pada indikator-indikator tersebut:

BAB I1-125



TaBEL II. 44 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PARIWISATA TAHUN 2016-2020

Persentase kunjungan
wisatawan

Jumlah wisatawan
mancanegara.

Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara.
Persentase kontrbusi
sector pariwisata terhadap
PAD

Jumlah lokasi wisata yang
dipelihara (lokasi)

Jumlah Destinasi Wisata
yang dibina

Jumlah Sumber Daya
Manusia (SDM) pariwisata
yang di Bina

Jumlah obyek tujuan
wisata yang
dikembangkan (objek)
Jumlah Pembinaan Unsur
Pariwisata (kali)

Jumlah Promosi yang
dilakukan (kali)

Jumlah sarana dan
prasarana
pariwisata/Pengembangan
kawasan Heritage (unit)

Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

2.2.3.3.1 Persentase Kunjungan Wisatawan

Persen
(%0)
Jumlah
(Orang)
Jumlah
(Orang)
Persen
(%0)

Lokasi
Jumlah

Jumlah
(Orang)

Objek

Kali
Kali

Unit

2016

36

417,00

626.926,00

15

13

12

57

2017

67

1.332,00

855.946,00

19

20

85

22

61

2018

133

4.036,00

1.051.145,00

27

22

185

25

18

12

68

2019 2020
102 49,65

2.589,00 N/a

1.158.210,00 & N/a

N/a 0,066
4 3
25 N/a
290 N/a
29 5
17 25
9 8
79 4

Inidikator ini membaca persentase kunjungan wisatawan dengan
membandingkan jumlah kunjungan terhadap target kunjungan yang
ditetapkan pemerintah Kabupaten Sumenep. Berikut pertumbuhan

tersebut tersaji dalam grafik di bawah ini:
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GAMBAR II. 87 PERGERAKAN PERSENTASE KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Persentase kunjungan wisatawan Kabupaten Sumenep
meningkat sangat signifikan. Pada tahun 2016, persentase kunjungan
hanya sebesar 36%, kemudian meningkat 67% setahun berikutnya.
Pada tahun 2018 terjadi lonjakan yang melebih target sampai 33% atau
riill persentasenya sebesar 133%. Di 2019, meskipun menurun
dibandingkan tahun sebelumnya, tetap kunjungan wisatawan masih
melebihi target yaitu sebsear 102%. Namun pada tahun 2020, terjadi
penurunan yang cukup signifikan, kunjungan wisatawan turun
menjadi 49,65%.

2.2.83.3.2 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata

Pergerakan kunjungan wisata Kabupaten Sumenep dapat diamati pada
grafik berikut ini:
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GAMBAR II. 88 PERGERAKAN KUNJUNGAN WISATADI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
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Melihat grafik di atas, terlihat Kabupaten Sumenep memiliki
kontribusi PAD yang konsisten meningkat dari sektor pariwisata,
meskipun dengan besaran yang masih relatif rendah. Memiliki
kontribusi sebesar 15% pada tahun 2016, sektor pariwisata meningkat
menjadi 19% pada tahun 2017 dan kemudian menjadi 27% di 2018.
Kemudian tahun 2020 tercatat sebesar 0,066%.

Berdasarkan penyajian data di atas, maka dapat diketahui
bahwa urusan pemerintah di bidang pariwisata peru lebih diperhatikan
pada pembangunan di tahun selanjutnya. Hal ini disebabkan karena
menurunnya beberapa kinerja di bidang pariwisata yang dapat dilihat
melalui beberapa indikator anatara lain yaitu pada indikator jumlah
kunjungan wisatawan yang pada tahun 2020 menunjukan jumlah
yang menurun, padahal pada tahun-tahun sebelumnya angka tersebut
menunjukan peningkatan yang cukup baik. Kemudian pada indikator
jumlah obyek wisata yang di[elihara dan dikembangkan juga
menunjukan jumlah yang menurun disbanding tahun-tahun
sebelumnya.

Kondisi ini dipengauhi oleh adanya pandemic covid-19 yang
masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Pamdemi covid-19 yang
menyebar secara cepat diseluruh wilayah Indonesia ini berdampak
pada berbagai bidang pemerintahan salah satunya adalah pariwisata.
Dengan meningkatnya kasus penyebaran covid-19, pemerintah
menerapkan berbagai kebijakan demi menekan penyebaran tersebut,
salah satunya adalah dengan adanya PSBB (pembatasan sosial
berskala besar) dan juga berbagai protocol masyarakat yang akhirnya
membatasi berbagai kegiatan masyarakat salah satunya berekreasi ke
tempat wisata. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya pandemi
covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata

2.2.3.4 Perindustrian
Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan dalam bidang
Perindustrian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai
berikut:

TABEL II. 45 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PERINDUSTRIAN TAHUN
2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
1 Persentase Persen (%) 0.16 0.25 0.23 0.24 0,13
Pertumbuhan
Industri Kecil
dan Menengah
2 Persentase Persen (%) 6.39 6.67 9.59 9.15 N/a
Pertumbuhan
PDRB Sektor
Perindustrian
3 Jumlah Tenaga Jumlah 198,702 199,198 199,882 199,962 200,273
Kerja yang

BAB 11-128



Terserap di
Bidang Industri

4 Jumlah Industri Jumlah 1,610 1,943 2,134 2,214 N/a
Kecil*

Sumber: Data Diolah

2.2.3.4.1  Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
PDRB
Pada indikator persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah
dapat dilihat seperti berikut:
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GAMBAR II. 89 PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PDRB TAHUN 2016-
2020

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan
Pada grafik diatas dapat dilihat realisasi jumlah persentase

pertumbuhan industry kecil dan menengah Kabupaten Sumenep
mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan 2017
sedangkan tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan dan terjadi
penurunan kembali pada tahun 2019 yaitu menjadi 0.24%. Tren
penurunan ini berlanjut sampai tahun 2020 yaitu menjadi 0.13%. Pada
intinya jumlah persentase pertumbuhan industry kecil dan menengah
pada wilayah Kabupaten Sumenep bersifat fluktuatif dan cenderung
mengalami penurunan.

2.2.3.4.2  Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian

Selanjutnya dipaparkan grafik mengenai indikator kedua dalam
urusan Perinsustrian yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor
Perindustrian:
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GAMBAR II. 90 PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERINDUSTRIAN TAHUN 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi
di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk
Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas
dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan grafik diatas
secara garis besar jumlah persentase pertumbuhan PDRB sector
perindustrian mengalami fluktuatif atau naik turun. Menurut data
pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai
dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dari angka 6.39% menjadi
6.67%. Tahun 2018 mengalami peningkatan persentase yang cukup
signifikan menjadi 9.59%. Sedangkan pada tahun 2019 turun Kembali
menjadi 9.15%.

2.2.3.4.3  Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Bidang Industri

Terakhir ditampilkan grafik mengenai indikator ketiga dalam
urusan Perinsustrian yaitu jumlah tenaga kerja yang terserap dibidang
industri:
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GAMBAR II. 91 JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI BIDANG INDUSTRI TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Berdasarkan data yang ada dalam grafik diatas dapat
disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang
industri pada Kabupaten Sumenep meningkat pada kurun waktu
2016-2020. Jumlah tenaga kerja yang diserap dalam bidang industri
ditahun 2016 mencapai angka 198,702 orang. Meningkat pada tahun
berikutnya yaitu tahun 2017 berjumlah 199,198 orang. Begitu pula
pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 199,882 orang. Dan
pada tahun 2019 berada pada angka 199,962 orang. Terakhir di tahun
2020 jumlahnya mencapai 200.273 orang. Dalam bidang industry
membawa dampak positif dari segi penyerapan tenaga kerja hal
tersebut dibuktikan dari jumlah data yang tersaji diatas.

2.2.3.4.4  Jumlah Industri Kecil

Industri Kecil adalah sebuah usaha yang memproduksi berbagai
jenis produk yang diperlukan oleh berbagai jenis makhluk hidup
seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Menurut Permenperin
64 /M-IND/PER/7/2016, industri kecil memiliki aset dengan nilai
maksimal Rp200 juta. Sementara dari segi omzetnya, sebuah industri
dikategorikan sebagai industri kecil jika memiliki omzet tak lebih dari
Rp1l miliar. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah industry kecil
yang ada di Kabupaten Sumenep:
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GAMBAR II. 92 JUMLAH INDUSTRI KECIL TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan

Tercatat sejak 2016, jumlah industri kecil berada pada angka
1,610. Peningkatan ini terjadi lagi di tahun 2017 yaitu sebesar 1,943
industri. Pada tahun berikutnya 2018 mengalami peningkatan kembali
sejumlah 2,134 industri. Trend peningkatan ini bertahan sampai 2019
yang naik sebesar 2,214. Melihat data diatas yang terus mengalami
peningkatan dari mulai tahun dasar sampai dengan tahun 2019
menunjukan bahwa pemerintah telah mendukung masyarakat dalam
berwirausaha.

2.2.3.5 Perdagangan
Pada urusan Perdagangan terdapat sedikitnya 3 indikator sebagai

ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten
Sumenep pada indikator-indikator tersebut:

TABEL II. 46 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

1 Persentase Pertumbuhan Persen (%) 10,97 11,39 11,89 12,75 N/a
PDRB Sektor Perdagangan
2 Jumlah Revitalisasi Pasar Jumlah 20 22 26 33 S

Desa/ Tradisional
3  Persentase Pasar Tradisional Persen (%) 52,63 57,89 66,67 84,62 18
Sehat
Keterangan: **) Sangat Sementara

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan
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2.2.3.5.1  Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Indikator ini ingin melihat seberapa besar pertumbuhan proporsi
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sumenep.
Berikut pergerakan pertumbuhan tersebut tersaji pada grafik grafik di
bawah ini:
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GAMBAR II. 93 PERGERAKAN PERSENTASE PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN PADA
PDRB DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukan
dengan tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto),
sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai oleh
masyarakat dijakdikan ukuran kesuksesan suatu daerah dalam
mencapai cita- cita pembangunan ekonomi. Berdasarkan pada data
yang tersaji dalam grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun
dasar 2016 jumlah persentase 10.97%. Untuk tahun berikutnya 2017
meningkat menjadi 11.39%. pada tahun berikutnya meningkat
meskipun tidak begitu signifikan menjadi 11.89%. Pada tahun terakhir
yaitu pada tahun 2019 persentase pertumbuhan PDRB meningkat dari
persentase sebelumnya menjadi 12.75%. Hal tersebut membuktikan
bahwa persentase jumlah PDRB dari tahun ke tahun semakin
meningkat.

2.2.3.5.2 Jumlah Revitalisasi Pasar Desa/ Tradisional

Indikator ini mengukur jumlah pasar desa dan pasar tradisional
yang telah direvitalisasi di Kabupaten Sumenep selama peiode 2016-
2020. Berikut pergerakan tahunan indikator ini disajikan pada grafik
di bawah ini:
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GAMBAR II. 94 JUMLAH REVITALISASI PASAR DESA/TRADISIONAL TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan

Pasar tradisional memiliki beberapa fungsi selain sebagai tempat
bertemunya penjual dan pembeli namun juga merupakan salah satu
tempat utama dalam perputaran roda perekonomian suatu negara.
Maka dari itu keberadaan dan kelayakan fisik pasar sangat penting
dalam menunjang kehidupan masyarakat. Grafik diatas menunjukan
bahwa jumlah pasar yang ada pada wilayah Kabupaten Sumenep. Pada
tahun 2016 jumlah pasar yang direvitalisasi oleh pemerintah deerah
setempat berjumlah 20 pasar. Sedangkan pada tahun selnjutnya
meningkat menjadi 22 buah. Mengalami penambahan selanjutnya
pada tahun 2018 menjadi 26 pasar. Dan pada puncaknya mengalami
kenaikan yang lumayan banyak menjadi 33 pasar pada tahun 2019.
Namun sayangnya angka tersebut tidak bertahan lama karena ditahun
2020 mengalami penurunan signifikan menjadi 5 pasar.

2.2.3.5.3 Persentase Pasar Tradisional Sehat

Indikator ini mengukur proporsi pasar tradisional yang berstatus
sehat terhadap total pasar tradisional yang ada di Kabupaten sumenep
selama peiode 2016-2020. Berikut pergerakan tahunan indikator ini
disajikan pada grafik di bawah ini:
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GAMBAR II. 95 PERSENTASE PASAR TRADISIONAL SEHAT TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perindustrian dan Perdagangan

Beberapa kriteria yang menggambarkan suatu pasar tradisional
dikatakan sehat yaitu tempatnya bersih, mentaati peraturan hukum
dan juga menyediakan beberapa fasilitas buat konsumen. Dengan
melihat data yang tersaji dalam grafik diatas membuktikan bahwa
jumlah pasar yang ada di Kabupaten Sumenep meningkat dari kurun
waktu 2016-2019. Pada tahun 2016 jumlah pasar tradisional yang
terbilang sehat berada pada persentase 52.63%. Sedangkan pada
tahun 2017 meningkat menjadi 57.89%. Dan mengalami peningkatan
Kembali pada tahun selanjutnya menjadi 66.67%. Kejadian tersebut
terus berlanjut pada tahun 2019 yang juga mengalami peningkatan
yang signifikan menjadi 84.62%. Namun pada tahun 2020, angka ini
menurun menjadi 18%.

2.2.3.6 Transmigrasi
Indikator pada urusan transmigrasi yang menjadi kewenangan
Kabupaten Sumenep adalah transmigran yang diberangkatkan dengan
satuan kepala keluarga (KK). Berdasarkan pada LKPJ Kabupaten Sumenep
2016-2019, pada tahun 2016 ada 8 KK yang diberangkatkan sementara di
tahun 2017 hanya 2 KK dan menjadi hanya 1 KK di tahun 2018. Adapun di
2019 melonjak menjadi 10 KK transmigran yang diberangkatkan.

2.2.4 Urusan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan
2.2.4.1 Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan merupakan tata laksana dalam
pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan diatur dengan sebuah
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Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Undang- undang yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan yaitu
Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2013 yang pada saat itu di sahkan oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2014 di
Jakarta. Dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dalam urusan
Administrasi Pemerintahan dibagi menjadi beberapa indikatir yang dapat
dilihat dari tabel dibawah ini:

TaBEL II. 47 KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN

2016-2020

No Indikator Realisasi
2016 2017 2018 2019 2020
1  Nilai SKM Unit- Unit Layanan n/a n/a 75 78 82,23

Kecamatan
2  Nilai SAKIP CcC B B B B
3 | Peringkat LPPD 20 18 10 10 Belum
rilis

4  Nilai SKM Unit- Unit Layanan n/a n/a n/a 76.96 78,17

Sekretariat Daerah
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

Indikator Tujuan Administrasi Pemerintahan dalam Fokus Penunjang
Urusan Pemerintahan dapat dilihat melalui 4 indikator Administrasi
Pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan pada beberapa indikator diatas, pada indikator yang pertama
yaitu nilai SKM unit-unit layanan kecamatan pada tahun 2016 sampai
dengan 2017 bernilai kosong atau nilai tidak diketahui. Namun tiga tahun
berikutnya dapat diketahui angka realisasi SKM pada unit- unit layanan
kecamatan, 2018 sebesar 75, 2019 sebesar 78 dan 2020 meningkat menjadi
sebesar 82,23.

Sedangkan indikator kedua yang berbunyi nilai SAKIP cenderung baik
dan pada tahun terakhir nilai B. Indikator yang ketiga yaitu peringkat LPPD
merupakan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah
Daerah selama 1 (satu) Tahun anggaran kepada Pemerintah yang disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Bahan untuk melakukan
Pembinaan terhadap Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumenep dari tahun 2016 sampai dengan 2019 memperolah peringkat
secara berturut- turut yaitu 20 meningkat menjadi 18 dan lebih baik lagi
menjadi 10 pada tahun 2019 serta pada tahun 2020 peringkat belum rilis.
Hal tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah
sudah berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.
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Sedangkan pada indikator yang ke empat dalam urusan Administrasi
Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah Nilai SKM Unit- Unit Layanan
Sekretariat Daerah, Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 mencapai
angka 76,96 dan 78,18 pada tahun 2020.

2.2.4.2 Keuangan

Adapun kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sumenep dapat
diamati dari beberapa indikator yaitu opini BPK, persentase pertumbuhan
PAD dan persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK. Berikut
pembahasan masing-masing indikator tersebut:

TABEL II. 48 NiLAI OPINI BPK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

1 | Nilai Opini dari BPK WDP WTP WTP WTP WTP
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep

Ditahun 2016 nilai opini dari BPK Kabupaten Sumenep ialah WDP
(Wajar Dengan Pengecualian) yang berarti bahwa opini audit yang diterbitkan
jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji
material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi
pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse
(ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan
adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian
ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan
secara keseluruhan. Sedangakan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020
mendapat nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dapat diartikan bahwa
opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap
memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan
keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan
bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap
telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik,
dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Dan pada
tahun 2020 masih belum rilis nilai yang dikeluarkan oleh BPK.

Selanjutnya persentase pertumbuhan PAD, berikut grafik kinerja
indikator ini di Kabupaten Sumenep:
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GAMBAR II. 96 PERSENTASE PERTUMBUHAN PAD TAHUN 2016-2020
Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep

Daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya masing-masing
mendapat kebebasan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengelola dan
mengembangkan potensi sumber daya daerahnya. Tidak terkecuali juga
diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, pendapatan asli
daerah akan dikelola untuk keperluan daerah setempat. Persentase
pertumbuhan PAD pada tahun 2016 berada pada angka 21.2%. Namun
mengalami penurunan pada dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 dan
2018 yaitu sebesar masing-masing 9.2% dan 8.75%. Sedangkan pada tahun
2019 meningkat kembali menjadi 14.75%. selanjutnya, pada tahun 2020
kembali meningkat dengan angka 15,06%. Berdasarkan data yang telah
disebutkan tersebut pertumbuhan PAD Kabupaten Sumenep bersifat
fluktuatif namun cenderung meningkat.

Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atau BPK adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan data yang
tertuang pada grafik diatas mengenai tindak lanjut terhadap temuan BPK,
ditahun 2016 Kabupaten Sumenep memperoleh angka 70% kasus yang
ditindak lanjuti. Dan persentase naik menjadi 75% perkara yang
ditindaklanjuti pada tahun 2017. Serta angka stagnan pada tahun 2018
yaitu dengan persentase 75%. Sedangkan pada tahun 2019 menurun dari
angka sebelumnya yaitu menjadi 70%. Hal tersebut membuktikan bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep belum maksimal dalam
menindaklanjuti temuan BPK dan angka yang dihasilkan masih berubah-
ubah.

Selanjutnya untuk persentase pemenuhan laporan keuangan yang
tepat waktu, Kabupaten sumenep secara konsisten mencapai 100% dari
2016 hingga 2020 secara beruturut-turut.
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2.2.4.3 Inspektorat

Kinerja pengawasan Kabupaten Sumenep dapat diamati dari beberapa
indikator yaitu Persentse Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Level APIP
Kabupaten Sumenep Menjadi Level 3 dan Persentase Tindak Lanjut Terhadap
Temuan APIP. Berikut pembahasan masing-masing indikator tersebut:

TABEL II. 49 LEVEL APIP KABUPATEN SUMENEP MENJADI 3 TAHUN 2016-2020

No Indikator Realisasi
2016 2017 2018 2019 2020
1 | Level APIP Kabupaten Sumenep Menjadi Level 1 | Level 1 Level | Level 3 | Level 3
Level 3 2

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan
komitmen dari seluruh pimpinan lembaga, pemerintah daerah sebagai
stakeholders APIP, serta pimpinan APIP sendiri. Mengingat, terdapat tiga
variabel utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit
internal, lingkungan organisasi di mana unit audit internal bernaung, dan
lingkungan sektor publik di suatu negara/pemerintahan. Kabupaten
Sumenep sampai dengan tahun 2020 telah memperoleh level 3 dalam
pencapaian APIP. Level tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun
2016 sampai dengan 2020. Dengan hasil tersebut membuktikan bahwa level
APIP yang telah diraih oleh Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan
harapan dari pemerintah serta sesuai dengan target RPJMD.

Selanjutnya Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP, berikut
grafik kinerja indikator ini di Kabupaten Sumenep:

2020 | ——— 95
2019 I 90
2018 | —— 39
2017 |—— 71

2016 I 52

0 20 40 60 80 100

GAMBAR II. 97 PERSENTASE TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN APIP TAHUN 2016-2020
Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

Pelaporan hasil pengawasan sebagai bagian dari koordinasi
pengawasan yang menyeluruh merupakan mata rantai koordinasi yang
penting, karena melalui suatu sistem pelaporan hasil pengawasan yang
menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan APIP
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pada tingkat nasional yang belum terwujud sampai dengan saat ini.
Koordinasi pengawasan intern pemerintah di pusat dan daerah baru
terwujud dalam bentuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan
(PKPT). Persentse tindak lanjut terhadap temua APIP di wilayah Kabupaten
Sumenep dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berubah ubah atau
bersifak fluktuatif. Dimulai ditahun 2016 angka persentase menunjuk pada
kisaran 82%. Dan dilanjutkan mengalami penurunan pada tahun 2017
menjadi 71%. Namun meningkat Kembali pada tahun 2018 dan 2019 masing
masing sebesar 89% dan 90%. Sedangkan pada tahun 2020 kembali
meningkat mencapai angka 95%.

Berikutnya yaitu Persentse Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
dimana grafiknya dapat diamati pada gambar berikut:
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GAMBAR II. 98 PERSENTASE TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2016-2020
Sumber:Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable
assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam
semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK
yang dilakukan di Kabupaten Sumenep di tahun dasar 2016 menunjukan
angka yang bagus yaitu 80%. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018
menurun menjadi 70% dan 78.5%. Namun pada tahun terkhir meningkat
angkanya menjadi 95%, lebih bagus dari angka di tahun dasar dan berhasil
bertahan dengan angka 95% pada tahun 2020.

2.2.4.4 Perencanaan

Dalam rangka memahami kinerja pengawasan Kabupaten Sumenep,
makaa dapat diamati dari 2 indikator yaitu Persentase Usulan Masyarakat
yang Terakomodir dalam RKPD dan Persentase OPD dengan Dokumen
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Perencanaan yang Baik dan Capaian Program Baik. Berikut pembahasan
masing-masing indikator tersebut. Kinerja Persentase Usulan Masyarakat
yang Terakomodir dalam RKPD dapat diperhatikan pada grafik berikut:
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61 60 60 60
59
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55

55
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GAMBAR II. 99 PERSENTASE USULAN MASYARAKAT YANG TERAKOMODIR DALAM RKPD TAHUN 2016-
2020

Sumber:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep

Usulan yang disampaikan oleh masyarakat dalam forum Musrenbang
dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.
Masyarakat akan menyampaikan keluhan dan usulannya dalam forum
Musrenbang yang diadakan rutin setiap satu tahun sekali yang kemudian
akan diakomodir dalam RKPD. Jumlah persentase usulan masyarakat yang
tersalurkan ke dalam RKPD pada tahun 2016 berada di angka 55%.
Mengalami pengingkatan sebesar 5% pada tahun 2017 menjadi 60%.
Keadaan tersebut stagnan sampai dengan tahun 2019 yang masih
menunjukan angka 60%. Hal tersebut dapat dsimpulkan bahwa indikator
persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD meningkat
walau hanya sekali dan stagnan dalam tiga tahun terakhir. Data grafik dalam
kurun waktu 2017-2019 menunjukan bahwa ada hal yang salah, sehingga
angka stagnan dan tidak bergerak yang bisa jadi disebabkan oleh pasrtisipasi
masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan Musrenbang. Namun, pada
tahun 2020 angka kembali meningkat sebesar 5% atau menjadi 65%.

Berikutnya yaitu Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan yang
Baik dan Capaian Program Baik dimana grafiknya dapat diamati pada
gambar berikut:
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M Persentase OPD dengan Capaian Program Baik

B Persentase OPD dengan Dokumen Perencanaan yang Baik

GAMBAR II. 100 PERSENTASE OPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG BAIK DAN CAPAIAN
PROGRAM BAIK TAHUN 2016-2020
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pembangunan serta
strategi dan cara pencapaiannya. Serta capaian program yang baik dilakukan
OPD demi terselenggaranya pemerintahan yang sehat. Dalam data grafik
diatas menunjukan bahwa persentase OPD dengan dokumen perencanaan
yang baik dan capian yang baik meningkat pada setiap tahunnya. Namun
dalam indikator persentase OPD dengan capaian yang baik dari tahun dasar
2016 dan 107 tidak diketahui. Sedangkan indikator OPD dalam perencanaan
yang baik data dapat diketahui mulai dari tahun 2016. Data stagnan dan
bersifat tetap dari kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 yaitu berada di
angka 75% dan meningkat menjadi 80% pada tahun 2020. Sedangkan pada
OPD dengan capaian program yang baik darikurun waktu 2018-2019
meningkat dari 52.6% menjadi 66.05% dan kemudian meningkat cukup
banyak menjadi 80% pada tahun 2020.

2.2.4.5 Hukum

Kontes Pelaksanaan Urusan Hukum di level Pemerintahan lebih
cenderung terhadap upaya penegakkan hukum internal pemerintahan
daerah yakni berupa penegakkan Perda. Hal ini dimaksudkan bahwa internal
pemerintahan dapat tetap terjaga kondisinya dan ideal untuk melaksanakan
pembangunaan. Selain upaya penegakkan Perda bentuk lain dari
pelaksanaan urusan hukum ini ialah pada bidang ketentraman sosial.
Namun perlu digaris bawahi bahwa ada garis pemisah antara pelaksanakaan
penegakkan perda dengan pelaksanaan pada bidang ketentraman sosial.

Dilihat dari konteksnya pelaksanaan urusan hukum lebih cenderung
terhadap administratif perundang-undangan. Dimana fungsi utamanya
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adalah memformulasikan dan mendokumentasikan hasil dari kesepakatan
perda yang disepakati oleh Kepala Daerah dan Dewan. Kabupaten Sumenep
mengadopsi indikator persentase penegakkan PERDA sebagai salah satu
parameter keberhasilan pembangunan. Berikut adalah hasil capaian
penegakkan Perda Kabupaten Sumenep:

TABEL II. 50 CAPAIAN URUSAN HUKUM KABUPATEN SUMENEP 2016-2020

Persentase penegakan 90 92,25 92,41 96,63 85
PERDA

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

Presentase penegakan perda di Kabupaten Sumenep secara garis besar
telah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya terhitung selama 4
tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sampai 2019. Namun, pada tahun
2020 presentase penegakan perda di Kabupaten Sumenep mengalami
penurunan menjadi 85 dimana sebelumnya pada tahun 2019 menyentuh
angka 96,63. Penurunan ini disebabkan karena jumlah pelanggaran hukum
di Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 turut mengalami penurunan.

2.2.4.6 Diklat dan Kepegawaian

Urusan kepegawaian tidak terlepas dari kepelatihan atau diklat yang
bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur. Dalam pelaksanaan
pelayanan publik, profeseionalisme aparatur berperan penting dalam
meningkatkan kepuasan masyarakat yang berdampak pada peningkatan
kepercayaan terhadap aparatur. Disamping itu, PNS di lingkungan
Kabupaten Sumenep, total berjumlah 9.141 didominasi oleh laki-laki dan
Golongan III, berikut data PNS Kabupaten Sumenep:

TABEL II. 51 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KABUPATEN SUMENEP MENURUT GOLONGAN

TAHUN 2018
Laki-Laki Perempuan Total
Golongan I 150 15 165
GOIOIII]gan 1.548 682 2.230
GOI‘;IrI‘gan 2.622 1.491 4.113
GOI‘;\I}gan 1.729 904 2.633
Total 6.049 3.092 9.141

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep
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TaBEL II. 52 DATA KEPEGAWAIAN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
Persentase penyelesaian
kasus-kasus pelanggaran 0,48 0,26 0,36 0,26 0,16
disiplin PNS
Persentase pejabat
struktural yang telah
diklatpim sesuai
jenjangnya
Persentase penempatan
ASN yang sesuai dengan 100 100 100 100 | 84,47
kompetensi
Persentase ASN yang
mendapat penilaian
prestasi kerja minimal
baik
Persentase jumlah
aparatur sesuai dengan
kebutuhan dalam
Susunan Organisasi dan 76,87 | 83,97 97,36 97.94 | 93,3
Tata Kerja (SOTK)
Pemerintah Kabupaten
Sumenep
Sumber: Badan Kepegawaia dan Pengembangan Sumber Daya Mausia Kabupaten Sumenep

23,39 62,50 17,31 11,02 n/a

86.5 92 93.5 95 n/a

Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi di Kabupaten
sumenep sudah mencapai 100% pada tahun 2019, namun mengalami
penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 84,47%. Selain itu, pejabat
struktural yang telah diklatpim sesuai jenjangnya masih minim dimana
tahun 2019 masih mencapai 11,02. Namun persentase ASN yang mendapat
penilaian prestasi kerja minimal baik mencapai 95%, yang artinya
profesionalisme aparatur sudah cukup baik. Meskipun masih ada
pelanggaran disiplin PNS, nmaun dapat diselesaikan dengan baik.

Sedangkan pada tahun 2020, berhubung adanya pandemi, maka tidak
ada pelaksanaan DIKLATPIM sehingga tidak ada penambahan jumlah ASN
yang mengikuti DIKLATPIM. Demikian pula penilaian prestasi kerja ASN juga
tidak dilaksanakan sehingga data tentang ASN yang mendapat penilaian
prestasi kerja minimal baik, tidak ada

2.4. Aspek Daya Saing
2.2.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah Kabupaten
Sumenep dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga
per kapita, dan nilai tukar petani yang ada di Kabupaten Sumenep. Dalam
hal ini, secara tidak langsung beberapa indikator tersebut merupakan hal-
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hal yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di daerah Kabupaten
Sumenep. Berikut rincian yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep
pada indikator-indikator tersebut:

2.2.1.1 Nilai Tukar Petani

Indikator ini bertujuan untuk mengukur besaran persentase
perbandingan antara indeks yang diterima oleh petani terhadap indeks yang
harus dibayar oleh para petani. Pada tahun 2019, nilai tukar petani yang ada
di daerah Kabupaten Sumenep sebesar 101,39 seperti yang disajikan dalam
grafik berikut:

101,39
n/a n/a n/a n/a
2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 101: GRAFIK PERTUMBUHAN NILAI TUKAR PETANI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-
2020

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep

2.2.2 Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur yang ada di suatu daerah akan
menjadi perhatian pihak luas, dan juga dapat memberikan pengaruh
terhadap kehidupan masyarakat. Pihak Kabupaten Sumenep berupaya
mengadakan fasilitas wilayah atau infrastruktur dengan menyesuaikan
kebutuhan dan kondisi kawasan sekitar. Kinerja atas aspek fasilitas wilayah
atau infrastruktur di Kabupaten Sumenep dapat dilihat berdasarkan pada
indikator perhubungan, analisis RTRW, indikator perbankan, indikator
akomodasi, makanan dan minuman serta indikator air bersih dan listrik yang
ada di Kabupaten Sumenep. Berikut uraian terkait dengan indikator yang
termasuk dalam fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur:

2.2.2.1 Perhubungan
2.2.2.1.1 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per
Tahun
Indikator ini menunjukkan terkait dengan jumlah penumpang
maupun barang yang masuk dan keluar melalui dermaga atau bandara
maupun terminal. Di tahun 2016 terdapat sebanyak 1,781,268 orang
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maupun barang yang melalui dermaga, bandara dan juga terminal di
Kabupaten Sumenep. Kemudian turun menjadi 1,442,220 di tahun
2017, berikutnya pada tahun 2018 kembali turun menjadi 1,341,665.
Selanjutnya pada tahun 2019 menjadi sebanyak 964,007 dan semakin
menurun mencapai 620,337 pada tahun 2020.

Hal ini menunjukkan jika selama periode tahun 2016 hingga
tahun 2020 terjadi penurunan jumlah orang maupun barang yang
melalui dermaga atau bandara ataupun terminal yang ada di
Kabupaten Sumenep. Angka capaian di tahun 2020 yang semakin kecil
tersebut juga dapat disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang
mengharuskan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat di
luar rumah maupun keluar daerah. Sehingga angka capaian di tahun
2020 sangatlah kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut
gambaran grafik pergerakan jumlah orang/barang yang melalui
dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Sumenep dari tahun 2016
hingga tahun 2020:

1.781.258

1.442.220
1.341.665

964.007

620.337

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 102: GRAFIK PERGERAKAN JUMLAH ORANG / BARANG MELALUI
DERMAGA/BANDARA / TERMINAL DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten
Sumenep

2222 Air Bersih dan Listrik
2.2.2.2.1  Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air
Bersih
Persentase rumah tangga di Kabupaten Sumenep yang
menggunakan air bersih dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus
mengalami peningkatan secara signifikan. Jika di tahun 2016 terdapat
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sebesar 67% untuk rumah tangga yang menggunakan air bersih, tahun
2017 meningkat menjadi 76,28%. Persentase tersebut terus meningkat
menjadi 81,28% di tahun 2018 dan semakin bertambah mencapai
82,75%, yang kemudian meningkat Kembali mencapai 83,51% pada
tahun 2020. Hal ini menunjukkan jika semakin banyak rumah tangga
di Kabupaten Sumenep yang menggunakan air bersih untuk
kebutuhan rumah tangganya. Berikut grafik pergerakannya dari tahun
ke tahun:

81,28 82,75 83,51

76,28
67 | |

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 103: GRAFIK PERTUMBUHAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN
AIR BERSIH DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep

2.2.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi
pemasukan bagi suatu daerah dan juga membantu dalam kegiatan
pembangunan serta upaya pengembangan kapasitas daerah. Daerah yang
memiliki kawasan yang aman, damai dan tertib, kemudahan dalam segala
proses investasi serta memiliki potensi wilayah yang menguntungkan dapat
menarik banyak investor untuk masuk ke daerah. Begitu juga sebaliknya,
jika kondisi daerah tidak aman, sering terjadi kericuhan, kawasan yang tidak
dirawat dengan baik, tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki,
proses yang sulit dalam investasi, maka hal ini menyebabkan para investor
akan berpikir ulang atau bahkan menolak untuk melakukan investasi di
daerah tersebut. Kabupaten Sumenep berupaya mengembangkan dan juga
memperhatikan potensi daerahnya serta memperbaiki kondisi ketenteraman
dan ketertiban umum yang dapat berpengaruh untuk menarik minat para
investor.
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Kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Sumenep dapat diketahui
berdasarkan analisis pada indikator angka kriminalitas, jumlah demo,
jumlah pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan pelayanan perijinan
terpadu satu pintu, lama ijin usaha, serta jumlah Perda/Perbup yang
mendukung iklim usaha yang ada di Kabupaten Sumenep. Berikut uraian
terkait dengan indikator-indikator tersebut:

2.2.3.1 Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator dalam aspek iklim

berinvestasi di daerah Kabupaten Sumenep. Semakin tinggi angka
kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Sumenep, maka akan semakin takut
untuk para investor menanamkan investasinya. Pada tahun 2016, angka
kriminalitas di Kabupaten Sumenep mencapai 16,49 dan menurun menjadi
10,41 di tahun 2017. Akan tetapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2018,
terjadi lonjakan menjadi 20,57 dan semakin bertambah hingga mencapai
22,73 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, angka kriminalitas di
Kabupaten Sumenep semakin naik menjadi 38. Capaian ini menunjukkan
jika dari tahun ke tahun, angka kriminalitas yang terjadi di daerah
Kabupaten Sumenep semakin bertambah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambaran grafik berikut:

38
22,73
20,57
16,49
l .10’41

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 104: GRAFIK PERTUMBUHAN ANGKA KRIMINALITAS DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-
2020
Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Sumenep

2.2.3.2 Jumlah Perda/Perbup dan Kebijjakan yang Mendukung Iklim
Investasi
Jumlah Perda/Perbup di Kabupaten Sumenep yang mendukung

kaitannya dengan iklim usaha atau investasi selama periode tahun 2016
hingga tahun 2020 dalam kondisi stagnan. Tahun 2016 hingga tahun 2018
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jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim investasi sebanyak 11
peraturan. Kemudian di tahun 2019 bertambah menjadi 15 peraturan, akan
tetapi di tahun 2020 kembali menjadi 11 peraturam seperti di tahun 2016
hingga tahun 2018. Berikut disajikan gambaran grafik terkait pertumbuhan
jumlah Perda/Perbup dan kebijakan yang mendukung iklim investasi di
Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga tahun 2020:

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 105: GRAFIK PERTUMBUHAN JUMLAH PERDA/PERBUP DAN KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG
IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sumenep

2.2.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu modal dan kekayaan penting
dari setiap kegiatan manusia, agar kemampuan yang dimiliki dapat
dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia
menyangkut dimensi kualitas dari penduduk dan juga persebaran penduduk
di suatu daerah. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi
kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan
kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan
juga perkembangan investasi di daerah terkait.

Aspek sumber daya manusia daerah Kabupaten Sumenep dapat
diketahui sesuai data dari hasil analisis terhadap indikator kualitas tenaga
kerja yang dilihat tingkat atau rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten
Sumenep. Berikut rincian yang menunjukkan kinerja Kabupaten Sumenep
pada fokus sumber daya manusia:

2.24.1 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)
Tingkat atau rasio ketergantungan digunakan sebagai untuk

mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk
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berusia produktif, terhadap penduduk yang sudah tidak lagi produktif.
Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15 hingga 64
tahun, sedangkan yang dikategorikan dalam penduduk tidak produktif
adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun (karena secara ekonomis
masih bergantung pada orang tua maupun orang lain yang menanggungnya)
dan berusia di atas 64 tahun (karena usianya yang sudah melewati masa
pensiun). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan, maka semakin
tinggi juga beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk
membiayai hidup penduduk yang belum produktif maupun yang sudah tidak
produktif lagi. Begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil persentase rasio
ketergantungan, maka semakin kecil beban yang harus ditanggung oleh
penduduk usia produktif. Berikut grafik pertumbuhan indikator tingkat atau
rasio ketergantungan Kabupaten Sumenep tahun 2016 hingga tahun 2020:

41,41

\ e

2016 2017 2018 2019 2020

GAMBAR II. 106: GRAFIK PERTUMBUHAN TINGKAT ATAU RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN
SUMENEP
TAHUN 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui jika kondisi pertumbuhan
tingkat atau rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep selama tahun
2016 hingga tahun 2020 dalam kondisi fluktuatif. Jika di tahun 2016
terdapat sebesar 39,80, angka tersebut turun menjadi 39,65 di tahun 2017.
Kemudian turun kembali di tahun 2018 menjadi sebesar 39,59, namun di
tahun 2019 mengalami lonjakan mencapai angka 41,41, dan turun kembali
di tahun 2020 menjadi 40,59. Hal ini menunjukkan jika capaian tingkat atau
rasio ketergantungan di Kabupaten Sumenep selama tahun 2016 hingga
tahun 2020 dalam kondisi yang tidak menentu setiap tahunnya. Kondisi ini
salah satu bentuk permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah
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Daerah Kabupaten Sumenep untuk lebih ditingkatkan secara signifikan
setiap tahunnya dan meminimalisir capaian yang merosot tajam pada tahun
tertentu

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan monitoring program dan
kegiatan RKPD tahun 2020 dengan menganalisis setiap capaian kinerja
program dalam masing-masing urusan, dengan membandingkan antara
capaian yang telah dilakukan sampai dengan target akhir tahun keempat
RPJMD 2016-2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 serta laporan pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun
Anggaran 2020, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2021
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi
target capaian kinerja program tahun 2020 secara umum disajikan dalam
tabel berikut ini.
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Kabupaten/ Kota : Kabupaten Sumenep

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
KABUPATEN SUMENEP

FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
URUSAN/BIDANG TARGET KINERJA KINERJA HASIL KEGIATAN TAHUN LALU 2020 TARGET PROGRAM RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM APAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB © JA PROG ¢ 06 PROGRAM DAN REALISASI G REALISASICAPAIAN | T CAPAIAN
— (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) (RENSTRASKPD) |\ o oo eecinTan | TARGET RENJA AerA SKPD TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN AEAL IOAS| TARGET
TAHUN2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | 0 5 | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN E—
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
P Peningkatan M j P P han K tuhan P j
10111 rogram emng fian ‘anajemen dan ersentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang 0% 89.27% 100% 80.46% 80.46% 0% 179% 179%
Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah
101.1.11 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan 0 1200 1300 1320 101,54% 0 2.520 2.520
101112 Eeqyedlaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah waktq pgnyedlaan Jjasa komunikasi, sumber 0 12 12 12 100,00% 0 2 2
listrik daya air dan listrik
101.1.13 Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor Jumiah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa 0 25 30 30 100,00% 0 55 55
kebersihan kantor
101.1.1.4 Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran Jumiah bahan perkantoran yang disediakan selama 0 60 70 70 100,00% 0 130 130
1 Tahun Anggaran
101.1.1.5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen listrik yang diadakan 0 25 25 25 100,00% 0 50 50
bangunan kantor
101116 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-|Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- 0 20 50 50 100,00% 0 % %
undangan undangan
101.1.1.7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah tersedianya makanan dan minuman 0 2500 2900 1650 56,90% 0 4.150 4.150
101.1.1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 0 1250 1300 1300 100,00% 0 2.550 2.550
101.1.1.9 Peringatan Hari-Hari Besar Jumiah kegiatan peringatan hari-hari besar yang 0 10 10 10 100,00% 0 20 20
dilaksanakan
101.1.1.10 Operasional UPTD Jumlah layanan UPTD yang disediakan 0 643 643 640 99,53% 0 1.283 1.283
101.1.1.11 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran yang disediakan 0 20 20 20 100,00% 0 40 40
101.1.1.13 Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 0 9 9 0 0,00% 0 9 9
1011115 Pengadaan Per.alatan dan Perlengkapan Gedung nglgh peralatan dan perlengkapan kantor yang 0 50 60 60 100,00% 0 110 110
Kantor/rumah dinas dibeli
101.1.1.17 ;i::"haraa” rutin/berkala gedung kantorfrumah 3 e ung kantor yang dipelihara 0 84 84 84 100,00% 0 168 168
101.1.1.18 P.emellharaar? rutin/berkala kendaraan nglgh kendaraan dinas/operasional yang 0 12 12 7 58.33% 0 19 19
dinas/operasional dipelihara
101.1.1.19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan_dan Jumlah pgralatan dan perlengkapan gedung kantor 0 220 230 230 100,00% 0 450 450
perlengkapan gedung kantor/rumah dinas vang dipelihara
101.1.1.20 Operasional Tugas Pembantuan Jumlah Lembaga Penerima BOS 0 816 816 816 100,00% 0 1.632 1.632
Program peningkatan kapasitas sumber daya Presentase Pengembangan Kompetensi
101.1.2 9 P g P 4 . g 9 P 0,00% 65,00% 75,00% 75,00% 100,00% 0% 1 1
aparatur Pegawai
101.1.2.1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumiah pegawai yang mengikut 0 10 10 0 0,00% 0 10 10
diklat/pelatihan/bimtek
101.1.2.2 Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian [Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu 0 2 2 0 0,00% 0 2 2
P P dan Eval i Ki j P t P | ian Dok
10113 rogram Perencanaan dan Evaluasi Kinerja ersentase Penyelesaian .o.um.en 0,00% 97.89% 100,00% 98.51% 98.51% 0% 2 2
Perangkat Daerah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu
101.1.3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disusun 0 1 1 1 100,00% 0 2 2
101.1.3.2 Pfenygsunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja 0 1 1 1 100,00% 0 2 2
Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
101.1.3.6 Pengembangan Sistem Informasi manajemen Jumlah sistem informasi yang dikembangkan 0 2 2 2 100,00% 0 4 4
101.1.15 Program Peningkatan Akses PAUD Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal 0,00% 64,38% 69,23% 69,72% 100,71% 0,00% 1 1
101.1.15.1 Pembangunan Gedung/sarana PAUD Jumlah gedung/sarana yang dibangun 0 2 2 2 100,00% 0 4 4
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KEGIATAN TAHUN LALU 2020 RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM C;t’iGIAEI\-IrFI’(R"\‘OiRFjAAM R et TADRA?\IE;;GRIg?ARIﬁM
KODE e R EC SN S (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) (RENSTRA SKPD) PROGRAM DAN REALISASI RENJA OPD TAHUN REALISAS CAPAAN | TinGKAT cAPAIAN
KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN TARGET RENJA AT TINGKAT PROGRAM DAN ey
AL 202021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) AL KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
101.1.16 Program Peningkatan Akses SD Angka Partisipasi Kasar SD/MI/IPAKET A 0,00% 129,07% 129,53% 128,15% 98,93% 0,00% 3 3
APM SD/MI/Paket A 0,00% 99,69% 99,79% 99,80% 100,01% 0,00% 2 2
101.1.16.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK) Jumlah gedung/sarana yang dibangun 0 210 74 74 100,00% 0 284 284
101.1.17 Program Peningkatan Akses SMP Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/PAKET B 0,00% 119,72% 122,96% 122,99% 100,02% 0,00% 2 2
APM SMP/MTS/PAKET B 0,00% 93,24% 96,26% 96,27% 100,01% 0,00% 2 2
101.1.17.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK) Jumlah gedung/sarana yang dibangun 0 30 31 31 100,00% 0 61 61
Angka Melek Ak: P k Usia 15 Tah
101.1.18 Program Peningkatan Akses PNF Kggt; elek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun - 811.210 824.673 824.621 99,99% - 1.635.831 1.635.831
101.1.18.1 Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C Jumlah peserta kesetaraan kejar PAKET 0 6894 6905 6905 100,00% 0 13.799 13.799
101.1.18.4 Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Pintar Jumlah lembaga yang terakomodir 0 1 2 2 100,00% 0 3 3
101.1.18.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK) Jumlah gedung/sarana yang dibangun 0 1 2 2 100,00% 0 3 3
P Peningkatan K t i Py idik
101.1.19 rogram Peningkatan Kompetensi Pendidi Prosentase PTK yang mengikuti Diklat 0,00% 81,20% 85,00% 76,81% 90,36% 0,00% 2 2
dan Tenaga Kependidikan (PTK)
101.1.19.1 Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF |Jumlah Diklat PTK PAUD&PNF 0 80 100 0 0,00% 0 80 80
101.1.19.2 Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD Jumlah Diklat PTK SD 0 100 150 100 66,67% 0 200 200
101.1.19.3 Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SMP Jumlah Diklat PTK SMP 0 100 150 150 100,00% 0 250 250
101.1.19.4 Fasilitasi Kategori Il Jumlah K2 yang terfasilitasi 0 1321 1321 1321 100,00% 0 2.642 2.642
101.1.20 Program Peningkatan Kualitas PAUD Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi 0,00% 14,90% 45,00% 44,24% 98,31% 0,00% 1 1
101.1.20.1 Pengembangan Kurikulum Jumlah lembaga PAUD 0 27 27 27 100,00% 0 54 54
101.1.20.2 BOP Penyelenggaran PAUD Jumlah sekolah penerima BOP 0 200 760 0 0,00% 0 200 200
101.1.20.4 Pembangunan Karakter peserta didik PAUD Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 0 100 125 125 100,00% 0 225 225
101.1.20.6 Fasilitasi Akreditasi PAUD Jumlah PAUD yang difasilitasi 0 27 27 27 100,00% 0 54 54
101.1.21 Program Peningkatan Kualitas SD Prosentase SD yang berakreditasi A 0,00% 37,76% 30,00% 30,16% 100,53% 0,00% 1 1
Angka Putus Sekolah SD 0,00% 0,17% 0,45% 0,13% 28,89% 0,00% 0 0
101.1.21.1 Bimbingan teknis Kurikulum SD Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 0 27 27 27 100,00% 0 54 54
101.1.21.2 Fasilitasi Akreditasi SD Jumlah SD yang difasilitasi 0 122 140 140 100,00% 0 262 262
101.1.213 Olimpiade dan Festival SD iir::s';l peserta yang mengikuti olimpiade dan 0 27 27 27 100,00% 0 54 54
101.1.215 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD Jumlah lembaga yang menyelenggarakan PPDB 0 580 628 628 100,00% 0 1.208 1.208
101.1.21.6 Fasilitasi Ujian SD Jumlah lembaga penyelenggaran Ujian 0 580 628 628 100,00% 0 1.208 1.208
101.1.21.8 Wajib diniyah SD Jumlah lembaga yang melaksanakan 0 90 31 31 100,00% 0 121 121
101.1.21.9 Fasilitasi SD Rujukan Mutu Jumlah SD Rujukan 0 10 10 10 100,00% 0 20 20
101.1.21.10 Monev sarana dan prasarana SD Jumlah lembaga yang dimonev 0 580 657 657 100,00% 0 1.237 1.237
101.1.21.11 Bantuan Operasional Sekolah Dasar Jumlah lembaga yang mendapatkan 0 580 59 59 100,00% 0 639 639
101.1.22 Program Peningkatan Kualitas SMP Prosentase SMP yang berakreditasi A 0,00% 33,26% 93,40% 93,48% 100,09% 0,00% 1 1
Angka Putus Sekolah SMP 0,00% 0,20% 0,44% 0,21% 47,73% 0,00% 0 0
101.1.22.1 Bimbingan teknis Kurikulum SMP Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 0 100 115 115 100,00% 0 215 215
101.1.22.2 Fasilitasi Akreditasi SMP Jumlah SMP yang difasilitasi 0 25 25 25 100,00% 0 50 50
101.1.22.3 Olimpiade dan Festival SMP Jumiah peserta yang mengik.i olimpiade dan 0 79 85 85 100,00% 0 164 164
Festival SMP
101.1.22.4 Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SMP g:”nlfgnpese”a yang mengikut apresiasi seni dan 0 200 200 200 100,00% 0 400 400
101.1.22.5 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SMP Jumlah lembaga yang menyelenggarakan PPDB 0 218 218 218 100,00% 0 436 436
101.1.22.6 Fasilitasi Ujian SMP Jumlah lembaga penyelenggaran Ujian 0 218 218 218 100,00% 0 436 436
101.1.22.8 Lomba Penguatan Pendidikan Karakter Jumlah peserta yang mengikuti lomba 0 100 125 125 100,00% 0 225 225
101.1.22.9 Wajib diniyah SMP Jumlah lembaga yang melaksanakan 0 43 43 43 100,00% 0 86 86
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
TARGET KINERJA KEGIATAN TAHUN LALU 2020 TARGET PROGRAM RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM R et DAN KEGIATAN
KODE e R EC SN S (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) (RENSTRA SKPD) PROGRAM DAN REALISASI RENJA OPD TAHUN REALISAS CAPAAN | TinGKAT cAPAIAN
KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN TARGET RENJA AT TINGKAT PROGRAM DAN ey
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
101.1.22.10 Fasilitasi SMP Rujukan Mutu Jumlah SMP Rujukan 0 8 8 8 100,00% 0 16 16
101.1.22.12 Bantuan Operasional SMP Jumlah lembaga yang mendapatkan 0 43 43 43 100,00% 0 86 86
101.1.23 Program Peningkatan Kualitas PNF Prosentase lembaga PNF yang beakreditasi 0,00% 42,17% 65,00% 62,46% 96,09% 0,00% 1 1
101.1.23.1 Apresiasi Seni dan Pameran PNF ;;’r:':‘:mpese"a yang mengikut apresiasi seni dan 0 100 150 80 53,33% 0 180 180
101.1.23.4 Hari Aksara Internasional (HAI) Jumiah peserta yang mengikut apresiasi seni dan 0 34 34 0 0,00% 0 34 34
pameran
101.1.23.5 BOP Bosda Madin Jumlah penerimaan bantuan 0 1645 1700 1700 100,00% 0 3.345 3.345
P P Eval i P P | ian L Ki j PD
1.01.01.2.01 erencanaan, enganggaran, dan Evaluasi ersentase Penyelesaian Laporan Kinerja O 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu
1.01.01.2.01.01 Ezgzzunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah laporan Dokumen yang disusun 1 0 0 0 0,00% 1 1 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian . o o
1.01.01.2.01.06 Kineria dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD Jumlah laporan yang disusun 1 0 0 0 0,00% 1 1 100,00%
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun 1 0 0 0 0,00% 1 1 100,00%
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas ASN 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah laporan keuangan yang disusun 12 0 0 0 0,00% 12 12 100,00%
Pelaksanaan Penatausahaan dan .
)0/ 0
1.01.01.2.02.03 Penquiian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan keuangan yang disusun 12 0 0 0 0,00% 12 12 100,00%
1.01.01.2.02.07 Koordlnasnvdan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disusun 12 0 0 0 0,00% 12 12 100,00%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
1.01.01.2.03 g P 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Perangkat Daerah Perkantoran
1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Millk Daerah pada Skpp | Umiah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja 12 0 0 0 0,00% 12 12 100,00%
yang disusun
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas ASN 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut jumlah bahan pakaian Dinas yang di adakan 350 0 0 0 0,00% 350 350 100,00%
Kelengkapannya
1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pglatlhan Pegawai Berdasarkan nglah pegawal yang mengikuti 100 0 0 0 0,00% 100 100 100,00%
Tugas dan Fungsi diklat/pelatihan/bimtek
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas ASN 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikiPenerangan {5 o o moonen fistrik yang diadakan 35 0 0 0 0,00% 35 35 100,00%
Bangunan Kantor
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah layanan UPTD yang disediakan 643 0 0 0 0,00% 643 643 100,00%
X . Jumlah bahan perkantoran yang disediakan 80 0 0 0 0,00% 80 80 100,00%
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah tersedianya makanan dan minuman 3000 0 0 0 0,00% 3000 3.000 100,00%
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ii:ﬁ: bahan perkantoran yang disediakan selama 4 0 0 0 0,00% 4 4 100,00%
1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- 37 0 0 0 0,00% 37 37 100,00%
Perundang-undangan undangan
1.01.01.2.06.09 ;i’;yg'e”ggaraa" Rapat Koordinasi dan Konsultasi |, o e iatan rapat koordinasi dan konsultasi 385 0 0 0 0,00% 385 385 100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
1.01.01.2.07 g R g MIl unjang Y 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Urusan Pemerintah Daerah Perkantoran
1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya j::)”;:fh peralatan dan perlengkapan kantor yang 70 0 0 0 0,00% 70 70 100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
1.01.01.2.08 vedt unjang tru N 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pemerintahan Daerah Perkantoran
1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan 2300 0 0 0 0,00% 2300 2.300 100,00%
1.01.01.2.08.02 Pgnyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah waktu.peﬂyedlaan jasa komunikasi, sumber 12 0 0 0 0,00% 12 12 100,00%
Listrik daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah P jal Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana
1.01.01.2.09 fharaan Sarang Witk baeran Fenunjang sentas Y d n Prasaran 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Urusan Pemerintahan Daerah Perkantoran
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KEGIATAN TAHUN LALU 2020 RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM C;t’iGIAEI\-II—I:’(RINOiRFj:M R et TADRA?\IE;;GRIg?AR:M
KODE e R EC SN S (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) (RENSTRA SKPD) PROGRAM DAN REALISASI RENJA OPD TAHUN REALISAS CAPAAN | TinGKAT cAPAIAN
KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN TARGET RENJA AT TINGKAT PROGRAM DAN ey
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 15 0 0 0 0,00% 15 15 100,00%
Dinas Operasional atau Lapangan
1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jﬁ)’;‘:ﬁh peralatan dan perlengkapan kantor yang 75 0 0 0 0,00% 75 75 100,00%
1.01.01.2.09.09 Pemellharaaﬁ/RehablInam Gedung Kantor dan Jumlah pgralatan dan perlengkapan gedung kantor 242 o 0 0 0,00% 242 242 100,00%
Bangunan Lainnya yang dipelihara
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Angka Partisipasi Kasar SD/MI/PAKET A 129,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 129,91% 129,91% 100,00%
APM SD/MlI/Paket A 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prosentase SD yang berakreditasi A 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 55,00% 100,00%
Angka Putus Sekolah SD 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah gedung/Sarana yang dibangun 6 0 0 0 0,00% 6 6 100,00%
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah gedung/Sarana yang dibangun 6 0 0 0 0,00% 6 6 100,00%
P P il '
1.01.02.2.01.06 s:g‘l’:}?g“”a” Sarana, Prasarana dan Utiltas Jumlah gedung/Sarana yang dibangun 30 0 0 0 0,00% 30 30 100,00%
Rehabilitasi B P '
1.01.02.2.01.12 ehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan | 3\ -, e dung/Sarana yang dibangun 60 0 0 0 0,00% 60 60 100,00%
Utilitas Sekolah
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah gedung/Sarana yang dibangun 7 0 0 0 0,00% 7 7 100,00%
P I P Belaj ji i "
1.01.02.2.01.23 enyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Jumlah lembaga penyelenggaran Ujian 630 0 0 0 0,00% 630 630 100,00%
Peserta Didik
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 350 0 0 0 0,00% 350 350 100,00%
Pendidikan Dasar
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa i:g;’;lpese”a yang mengikut ofimpiace dan 200 0 0 0 0,00% 200 200 100,00%
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pgndldlk dan Tenaga Kependidikan bagi |jumlah peserta Diklat Peningkatan Kompetensi PTK 100 0 0 0 0,00% 100 100 100,00%
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
1.01.02.2.01.27 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Jumlah PTK SD yang berijazah S-1/D-4 65 0 0 0 0,00% 65 65 100,00%
Dasar
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |Jumlah SD yang difasilitasi 579 0 0 0 0,00% 579 579 100,00%
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah lembaga yang mendapatkan 579 0 0 0 0,00% 579 579 100,00%
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jumlah lembaga yang mendapatkan 579 0 0 0 0,00% 579 579 100,00%
Sekolah Dasar
P lol Pendidikan Sekolah M h . .
1.01.02.2.02 P:r:agni; aan Pendidikan sekola enenga Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/PAKET B 125,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 125,20% 125,20% 100,00%
APM SMP/MTS/PAKET B 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prosentase SMP yang berakreditasi A 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 55,00% 100,00%
Angka Putus Sekolah SMP 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Jumlah Lembaga yang di rehabilitasi 40 0 0 0 0,00% 40 40 100,00%
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah jumlah lembaga yang di rehabilitasi 15 0 0 0 0,00% 15 15 100,00%
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah jumlah lembaga yang di rehabilitasi 5 0 0 0 0,00% 5 5 100,00%
1.01.02.2.02.16 :::;Z'r']“as' Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan |y 1) e misaga yang di rehabilitasi 5 0 0 0 0,00% 5 5 100,00%
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah jumlah lembaga yang di rehabilitasi 5 0 0 0 0,00% 5 5 100,00%
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium jumlah lembaga yang di rehabilitasi 5 0 0 0 0,00% 5 5 100,00%
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan i -1, lembaga yang di rehabiltasi 10 0 0 0 0,00% 10 10 100,00%
Utilitas Sekolah
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa jumlah lembaga yang mendapatkan 50 0 0 0 0,00% 50 50 100,00%
1.01.02.2.02.36 E:ﬁzr‘g:j::a" Proses Belajar dan Ujian bagi Jumlah lembaga penyelenggaraan Ujian 200 0 0 0 0,00% 200 200 100,00%
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
TARGET KINERJA KEGIATAN TAHUN LALU 2020 TARGET PROGRAM RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM R et DAN KEGIATAN
KODE e R EC SN S (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) (RENSTRA SKPD) PROGRAM DAN REALISASI RENJA OPD TAHUN REALISAS CAPAAN | TinGKAT cAPAIAN
KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN TARGET RENJA AT TINGKAT PROGRAM DAN ey
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan _— . o 5
1.01.02.2.02.37 Pendidikan Sekolah Menenaah Pertama Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 170 0 0 0 0,00% 170 170 100,00%
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumiah peserta yang mengikui olimpiace dan 90 0 0 0 0,00% 90 90 100,00%
Festival SMP
1.01.02.2.02.39 Penyediaan F’gndldlk dan Tenaga Kependidikan bagi |jumlah peserta Diklat Peningkatan Kompetensi PTK 255 o 0 0 0,00% 255 255 100,00%
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
1.01.02.2.02.40 Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Jumlah PTK SMP yang berijazah S-1/D-4 45 0 0 0 0,00% 45 45 100,00%
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |Jumlah SMP yang difasilitasi 32 0 0 0 0,00% 32 32 100,00%
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama|Jumlah lembaga yang mendapatkan 43 0 0 0 0,00% 43 43 100,00%
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jumlah lembaga yang mendapatkan 43 0,00% 43 43 100,00%
Sekolah Menengah Pertama
P lol P idikan Anak Usia Dini
1.01.02.2.03 (::S;:’ aan Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal 71,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,90% 71,90% 100,00%
Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi 45,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,12% 45,12% 100,00%
P R Kelas/R .
1.01.02.2.03.01 Pinl]?)angunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru jumlah lembaga yang mendapatkan 45 0 0 0 0,00% 45 45 100,00%
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah gedung/sarana yang dibangun 3 0 0 0 0,00% 3 3 100,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang . . I
1.01.02.2.03.! lah | habil % 1 %
01.02.2.03.03 Kelas/Ruang Guru PAUD jumlah lembaga yang di rehabilitasi 3 0 0 0 0,00% 3 3 00,00%
1.01.02.2.03.04 Rehabiltasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, |y o1 jembaga yang di rehabiltasi 7 0 0 0 0,00% 7 7 100,00%
Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD jumlah lembaga PAUD 1650 0 0 0 0,00% 1650 1.650 100,00%
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD |Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 155 0 0 0 0,00% 155 155 100,00%
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi |jumlah peserta Diklat Peningkatan Kompetensi PTK 255 0 0 0 0,00% 255 255 100,00%
Satuan PAUD PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga "
1.01.02.2.03.16 .. o Jumlah PTK SMP b h S-1/D-4 25 0 0 0 0,00% 25 25 100,00%
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD uma yang berjaze’ ? ?
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang difasilitasi 1650 0 0 0 0,00% 1650 1.650 100,00%
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah sekolah penerima BOP 775 0 0 0 0,00% 775 775 100,00%
- Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Kegtas 88,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,55% 88,55% 100,00%
Prosentase lembaga PNF yang beakreditasi 65,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,05% 65,05% 100,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,
1.01.02.2.04.04 Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah lembaga penerima hibah 30 0 0 0 0,00% 30 30 100,00%
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Jumlah lembaga yang terakomodir 25 0 0 0 0,00% 25 25 100,00%
Nonformal/Kesetaraan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan _— o 5
1.01.02.2.04.13 Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah peserta yang mengikuti program 100 0 0 0 0,00% 100 100 100,00%
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 5 1\ 1ocerta yang mengikuti program 60 0 0 0 0,00% 60 60 100,00%
Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah sekolah penerima BOP 70 0 0 0 0,00% 70 70 100,00%
Nonformal/Kesetaraan
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM gni'ziskemase Kebutuhan Mata Pelajaran Peserta
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan |Prosentase Kebutuhan Mata Pelajaran Peserta
1.01.03.2.01 . pan Kurikulum Mu o i ut ! 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal jumlah lembaga penyelenggara 43 0 0 0 0,00% 43 43 100,00%
Pendidikan Dasar
1.01.03.2.01.04 Pelatinan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal jumlah lembaga penyelenggara 579 0 0 0 0,00% 579 579 100,00%
Pendidikan Dasar
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KEGIATAN TAHUN LALU 2020 RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM C;’:iGIAEI\-lr;;NOiRFjAAM R et TADRA?\IE;;GRIQ'IC';ARSM
KODE e R EC SN S (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) (RENSTRA SKPD) PROGRAM DAN REALISASI RENJA OPD TAHUN REALISAS CAPAAN | TinGKAT cAPAIAN
KEGIATAN KELUARAN KEGIATAN TARGET RENJA AT TINGKAT PROGRAM DAN ey
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.01.03.2.02 Penelapén Kufikulum Mu‘at‘an Lokal Pendidikan Prqsemase Kebutuhan Mata Pelajaran Peserta 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Didik
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
1.01.03.2.02.01 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan jumlah orang yang mengikuti 60 0 0 0 0,00% 60 60 100,00%
Nonformal
1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak | 3 o, ocorta kesetaraan kejar PAKET 6915 0 0 0 0,00% 6915 6.915 100,00%
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal
1.01.03.2.02.03 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Jumlah PAUD yang difasilitasi 1650 0 0 0 0,00% 1650 1.650 100,00%
Nonformal
101.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA Prosentase Ketersediaan Tenaga Pendidik dan
o KEPENDIDIKAN Kependidikan di Semua Jenjang Pendidikan
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Prosentase Ketersediaan Tenaga Pendidik dan
1.01.04.2.01 1 % % % % % 1 % 1 % 1 %
01.04.2.0 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kependidikan di Semua Jenjang Pendidikan 00.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 00,00% 00.00% 00,00%
Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
1.01.04.2.01.01 Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan |Jumlah Hibah/bansos yang di laksanakan 27 0 0 0 0,00% 27 27 100,00%
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
1.01.04.2.01.02 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, | Jumlah k2 yang terfasilitasi 707 0 0 0 0,00% 707 707 100,00%
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN
- PENDIDIKAN
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Prosentase lembaga pendidikan yang memiliki
1.01.05.2.02 Nonformal yang Diselenggarakan oleh fim pendidikan gap yang 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan
1.01.05.2.02.01 Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh | Jumlah PAUD yang difasilitasi 90 0 0 0 0,00% 90 90 100,00%
Masyarakat
1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformalyang | 3, ., Hibanbansos yang di laksanakan 27 0 0 0 0,00% 27 27 100,00%
Diselenggarakan oleh Masyarakat
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN
- SASTRA
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan - .
Prosentase lembaga pendidikan yang terbina
1.01.06.2.01 Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
bahasa dan sastra Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
1.01.06.2.01.02 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan 1y oy veceria 1400 0 0 0 0,00% 1400 1.400 100,00%
Sastra Daerah Kabupaten/Kota
1.01.06.2.01.06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan |, o1 peserta 150 0 0 0 0,00% 150 150 100,00%
Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
1.02 KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
00.0.01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Persentase Dukungan Dana untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Dinas dan UPT
00.0.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | Tersedianya sarana komunikasi dan listrik di Dinas 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Listrik Kesehatan dan seluruh UPT
00.0.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
00.0.01.04 Penyediaan Bahan Perkantoran Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%
perkantoran
00.0.01.05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | Tersedianya penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100%
Bangunan Kantor
00.0.01.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Perundang-Undangan perundang undangan
00.0.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
mendukung pelayanan administrasi perkatoran
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URUSAN/BIDANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM

REALISASITARGET
KINERJA HASIL

TARGET DAN REALISASIKINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU 2020

TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN

PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN

REALISASI CAPAIAN

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM DAN
REALISASI TINGKAT CAPAIAN
e — (OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRASKPD) | | '\ oo\ EGIATAN | TARGET RENJA eIA kD TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN Aol
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
00.0.01.08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
dalam dan luar daerah
00.0.01.13 Pembangunan gedung kantor Persentase terlaksananya pembangunan gedung Puskesmas dan Rumah Puskesmas dan Puskesmas dan 100%
kantor Sakit Rumah Sakit Rumah Sakit
00.0.01.14 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Persentase tersedianya kendaraan 100% 100% 100% 100%
dinas/operasional yang layak
00.0.01.15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Persentase Tersedianya perlengkapan gedung 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor/rumah dinas kantor layak pakai
00.0.01.17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah Jumlah gedung yang dipelihara 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100%
dinas
00.0.01.18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Persentase tersedianya kendaraan dinas yang layak 100% 100% 100% 100% 100%
Dinas/Operasional
00.0.01.19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Persentase Tersedianya Perlengkapan Gedung 100% 100% 100% 100% 100%
perlengkapan gedung kantor/rumah dinas yang layak
00.0.02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya 11 (rasio tenaga medis) 11 (rasio tenaga medis) 11 (rasio tenaga 11 (rasio tenaga 100%
Aparatur medis) medis)
00.0.02.01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai melaksanakan diklat peningkatan 10 orang 10 orang 10 orang 0 orang 0%
kapasitas
00.0.02.02 Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian
Bimbingan Teknis Administrasi Kepagawaian Persentase meningkatnya kemampuan Puskesmas 90%
dalam Administrasi Kepegawaian
Penataan Angka Kredit Tenaga Fungsional Persentase Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai 100%
Negeri Sipil
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian dinas yang diadakan 1 paket 1 paket 1 paket 100%
00.0.03.00 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran 95% 95% 95% 79% 84%
Perangkat Daerah
00.0.03.01 Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan 6 lap 6 lap 6 lap 6 lap 100%
Bimbingan teknis adminitrasi kantor dan keuangan Persentase meningkatnya kemampuan Puskesmas 90% 90% 90% 90% 100%
dalam pengelolaan barang dan keuangan
Bimbingan Teknis Pengelola Barang, Inventaris Jumlah Dokumen pelaporan dan keuangan 30 puskesmas
Barang dan Arsiparis
00.0.03.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD
Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah Dokumen Pelaporan Program 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen| 3 dokumen 100%
Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100%
00.0.03.06 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Jumlah Puskesmas dengan Pelaporan SPODS Aktif 30 puskesmas 30 puskesmas 30 puskesmas 30 puskesmas 100%
Data (Sistem Pelaporan Online Dinkes Sumenep) dan
Pelaksanaan SIKDA Generik
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat -
Daerah
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah  |Jumlah Dokumen Renstra dan renja 2 dokumen 2 dokumen 100
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat |Jumlah Dokumen Perencanaan 6 dokumen 6 dokumen 100
Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan Program 3 Laporan 3 Laporan 100
Administrasi Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
|khtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan 6 laporan 6 laporan 100

Administrasi Umum
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air |Jumlah waktu layanan sarana komunikasi dan listrik 12 bulan 12 bulan 100
dan Listrik di dinas kesehatan dan seluruh UPT
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah waktu layanan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 12 bulan 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah waktu layanan alat tulis kantor untuk 12 bulan 12 bulan 100
administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah waktu layanan Cetakan dan Penggandaan 12 bulan 12 bulan 100
untuk administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 50 unit 50 unit 100
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bangunan kantor yang diadakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor 2 paket 2 paket 100
vang diadakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah waktu layanan bahan bacaan dan peraturan 12 bulan 12 bulan 100
Perundang-Undangan perundang undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan 12 bulan 12 bulan 100
minuman untuk mendukung pelayanan administrasi
perkatoran
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Jumlah waktu layanan rapat koordinasi dan 12 bulan 12 bulan 100
Daerah konsultasi ke luar dan dalam daerah
Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur 6 unit 6 unit 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor 4 paket 4 paket 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang 15 unit 15 unit 100
Dinas/Operasional dilakukan pemeliharaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah waktu layanan pemeliharaan perlengkapan 12 bulan 12 bulan 100
Gedung Kantor gedung kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 12 bulan 12 bulan 100
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1 paket 1 paket 100
Perlengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah puskesmas yang mendapatkan pembinaan 30 Puskesmas 30 Puskesmas 100
Perundang-undangan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Persentase meningkatnya kemempuan puskesmas 100% 100% 100
dalam Administrasi Kepegawaian
Persentase meningkatnya kemempuan puskesmas 100% 100% 100
dalam Arsiparis kantor
10.2.15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan | Persentase pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, 100% 100% 100% 100% 100%
dan anak Bayi Baru Lahir
10.2.15.01 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Puskesmas yang melakukan 100% 100% 100% 100% 100%
management pencatatan dan pelaporan KIA melalui
penyeliaan fasilitas
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Persentase Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak 100% 100% 100% 100% 100%
Penguatan Forum Penurunan Angka Kematian Ibu | Persentase Terbentuknya Penguatan Forum 100% 100% 100% 100% 100%
dan Bayi (Penakib ) Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dapat terealisasi
10.2.15.02 Peningkatan dan Perbaikan Gizi
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Persentase Balita Gizi Buruk yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100%
keluarga sadar gizi
Peningkatan dan Perbaikan Gizi Presentase cakupan stunting 24% 25% 24% 25% 103%
10.2.15.03 Kegiatan Penurunan Stunting 25% 24% 24% 100%
10.2.16 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase Desa / Kelurahan Siaga Aktif 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat
10.2.16.01 Peningkatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Promosi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Jumlah Promosi Program yang dilakukan 80% 80% 80% 80% 100%
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Peningkatan Promosi Kesehatan dan Persentase Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100%
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Persentase Kader Aktif 100%
Masyarakat
Pendampingan Pencegahan Stunting Persentase terlaksananya pendampingan 100% 100% 100%
pencegahan
stunting bagi ibu hamil
Pendampingan Poskestren Persentase terlaksananya pendampingan 100% 100% 100%
ponkestren
10.2.16.02 Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja dan Usila
Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Usia Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia 100% 85% 100% 17% 17%
Lanjut
10.2.16.03 Pengembangan Taman Posyandu Persentase Taman Posyandu 100% 100% 80% 80% 100%
10.2.17 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase desa STBM (Sanitasi Tota Berbasis 80% 60% 70% 70% 100%
Masyarakat)
10.2.17.01 Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Pengawasan Kwalitas Air Bersih, Air Limbah dan Persentase Desa ODF (Stop BAB Sembarangan) 89% 87% 50% 60% 120%
Pembinaan POKMAIR
Penyehatan TTU , TPM , Pemukiman dan Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) yang 67% 63% 61% 68% 111%
Pengawasan Pestisida memenuhi syarat kesehatan
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Persentase Puskesmas yang melakukan pendataan 100% 90% 100% 100% 100%
Pemukiman sanitasi
10.2.17.02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 80% 60% 70% 70% 100%
Olahraga vang dibentuk
10.2.18 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | Persentase desa/kelurahan Universal Child 90% 90% 90% 99% 109%
Immunization
10.2.18.01 Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Penyakit
Menular
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Prevalensi HIV AIDS <0,5% <0,5% <0,5% <0,5% 100%
Penyakit Menular
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik | Penemuan dan penanganan Kusta Prev Kusta : RFT 90 % Prev Kusta : RFT 90 % Prev Kusta : RFT 90 | PrevKusta: RFT 100%
% 90 %
Pencegahan Penularan Penyakit Menular filariasis | Jumlah Penemuan dan penanganan penderita 100%
Filariasis yang mendapat penangan
Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Persentase Penemuan dan penanganan penyakit 100% 100% 100% 100% 100%
Penyakit menular
10.2.18.02 Peningkatan Imunisasi
Peningkatan Imunisasi bagi bayi ( Imunisasi Dasar ) |Persentasi Bayi Imunisasi Dasar Lengkap 95% 90% 90% 91% 102%
Pelayanan Imunisasi bagi Balita dan Anak Sekolah |Persentase Jumlah Siswa SD yang diimunisasi 100% 95% 95% 85% 89%
(Bulan Imunisas Anak Sekolah / BIAS)
10.2.18.03 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan |Persentase CJH yang dilakukan pemeriksaan, 100% 100% 100% 100% 100%
Penyakit Menular dan Wabah Pemantauan,Pemeliharaan dan Pembinaan status
kesehatan
Peningkatan Pelayanan, Penanggulangan Wabah Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang 100% 100% 100% 100% 100%
dan bencana dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
10.2.18.04 Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Deteksi Dini dan Rujukan Kasus PTM 60% 40% 40% 40% 100%
Penyakit Tidak Menular
Peningkatan Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan | Deteksi Dini dan Peanggulangan Kasus jiwva 100% 60% 30% 30% 100%
Jiwa
Peningkatan Pelayanan gangguan indera dan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening 30 puskesmas 30 Puskesmas 30 puskesmas 30 puskesmas 100%

fungsional, penyakit gigi dan mulut dan NAPZA

indera
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10.2.18.04 Pengendalian Penyakit (Penugasan)
10.2.19 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang melakukan 30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 puskesmas 1
pelayanan sesuai standar
10.2.19.01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan PPPK dan 100% 100% 100% 100% 100%
POSKO Lebaran
Evaluasi Kinerja Puskesmas Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan 30 puskesmas 30 puskesmas 30 puskesmas 30 puskesmas 100%
evaluasi kinerja puskesmas
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Persentase Pelayanan Kesehatan di Pusk., 100% 100% 100% 100% 100%
Poliklinik Swasta dan RS Swasta sesuai dengan
SOP
10.2.19.02 Akreditasi Puskesmas
Pendampingan dan Survei Akreditasi Persentase Puskesmas yang siap dilakukan survey 100% 100% 100% 100% 100%
Pengembangan Manajemen Puskesmas Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan 30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas 30 Puskesmas 100%
manajemen puskesmas
10.2.19.03 Peningkatan Pelayanan Pada Sarana Kesehatan Jumlah Nakes kontrak di Puskesmas 30 pkm 30 pkm 30 pkm 30 pkm 100%
Dasar
Peningkatan Pelayanan Pada Sarana Kesehatan
Dasar dengan Dana BK
Kunjungan Konseling Kesehatan
10.2.19.04 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Jumlah penduduk miskin yang diintegrasikan JKN 83000 orang 83000 orang 88000 orang 88000 orang 100%
Sarana/Prasarana Kesehatan
10.2.19.05 Pembinaan dan Pengawasan Program Jaminan Jumlah Puskesmas yang melakukan Program 30 pkm 30 pkm 30 pkm 30 pkm 100%
Kesehatan Nasional Jaminan Kesehatan Nasional sesuai standar'
10.2.19.06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pondok Jumlah pondok pesantren yang melakukan 70 ponkesdes 70 ponkesdes 70 ponkesdes 70 ponkesdes 100%
Pesantren pelayanan kesehatan
10.2.19.07 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan perijinan 4 RS 4 RS 4 RS 4 RS 100%
RS
10.2.19.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK Jumlah puskesmas yang memanfaatkan dana BOK 30 pkm 30 pkm 30 pkm 30 pkm 100%
10.2.19.10 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Puskesmas yang meningkatkan pelayanan 30 pkm 30 pkm 30 pkm 30 pkm 100%
Jaminan Persalinan untuk ibu dan anak melalui Rumah Tunggu Kelahiran
10.2.19.11 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK Persentase cakupan standar Pelayanan Minimal di 30 pkm 30 pkm 30 pkm 30 pkm 100%
UKM Essensial puskesmas
10.2.19.12 Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Persentase Penduduk maskin yang mendapat 100% 90% 90% 90% 100%
Pelayanan Kesehatan
10.2.19.13 Peningkatan Pelayanan kesehatan tradisional Persentase sarana obat tradisional yang di bina 100% 100% 100% 100% 100%
untuk memenuhi standar
10.2.19.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK Persentase cakupan standar Pelayanan Minimal di 30 pkm 30 pkm 30 pkm 30 pkm 100%
UKM Essensial (STBM) puskesmas
10.2.19.15 Kegiatan Akreditasi Puskesmas melalui DAK Non Jumlah Puskesmas yang melakukanre akreditasi 8 puskesmas 5 Puskemas 17 puskesmas 0 Puskemas 100%
Fisik
10.2.19.16 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK Persentase terlaksananya kegiatan dukungan 100% 100% 100%
Dukungan Manajemen manajemen BOK
10.2.19.17 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Persentase cakupan penurunan stunting 100% 100% 100%
Penurunan Stunting
10.2.20 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Ratio jumlah puskesmas 0,1 0,1 0,1 0,1 100%
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
10.2.20.01 Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Persentase Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 31 Puskesmas 100%
Puskesmas
10.2.20.03 Jasa Medik Puskesmas Jumlah Puskesmas/ Pustu dan jaringannya serta 30 puskesmas 30 puskesmas 30 puskesmas 30 puskesmas 100%
UPT vang pelayanan kesehatan sesuai standar
10.2.20.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Persentase Tersedianya prasarana puskesmas 80% 80% 80% 80% 100%
Jaringannya yang layak
10.2.21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk 0,002 0,002 0,002 0,002 100%
Prasarana Rumah Saki/Rumah Sakit Jiwa/umah
Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
10.2.21.01 Pembangunan Rumah Sakit
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Pembangunan Rumah Sakit Arjasa dengan Dana BK | Persentase Pembangunan rumah sakit
Pengurusan dokumen ijin rumah sakit arjasa ljin mendirikan rumah sakit terpenuhi 100% 100% 100% 100% 100%

10.2.22 Program Upaya Kesehatan Puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Melalui Jaminan 100% 100% 100% 100%

Kesehatan Nasional

10.2.22.01 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Pandian

10.2.22.02 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Pamolokan

10.2.22.03 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Batuan

10.2.22.04 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Lenteng

10.2.22.05 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Moncek

10.2.22.06 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Ganding

10.2.22.07 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Guluk-guluk

10.2.22.08 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Saronggi

10.2.22.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Bluto

10.2.22.10 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Pragaan

10.2.22.11 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Manding

10.2.22.12 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batu | Puskesmas
Putih

10.2.22.13 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Rubaru

10.2.22.14 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Dasuk

10.2.22.15 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Ambunten

10.2.22.16 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Pasongsongan

10.2.22.17 Peningkatan Kesehatan Masyarakat MelaluiJaminan | Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Nasional pada Puskesmas Gapura Puskesmas

10.2.22.18 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Batang-Batang

10.2.22.19 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%

Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas
Legung

Puskesmas
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10.2.22.20 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Dungkek
10.2.22.21 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Kalianget
10.2.22.22 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Talango
10.2.22.23 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Gilgenting
10.2.22.24 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Gayam
10.2.22.25 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Nonggunong
10.2.22.26 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Raas
10.2.22.27 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Arjasa
10.2.22.28 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Kangayan
10.2.22.29 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Sapeken
10.2.22.30 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional 100% 100% 100% 100% 100%
Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Puskesmas
Masalembu
10.2.23 Program Sumber Daya Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan berbekalan 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00%
kesehatan
10.2.23.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat, reagen laborat dan 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00%
vaksin dengan dana APBD
10.2.23.02 Peningkatan,Pemerataan Obat dan Perbekalan PersentaseTerdistribusinya Obat dan Perbekalan 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Kesehatan di Seluruh Puskesmas
10.2.23.03 Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjangnya Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat 80% 80% 80% 80% 100%
dengan dana APBD
10.2.23.04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian Persentase Ketersediaan Obat, reagen laborat dan 80% 80% 80% 80% 100%
vaksin dengan dana DAK
10.2.23.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Melalui DAK Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat 80% 80% 80% 80% 100%
dengan dana DAK
10.2.23.06 Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan PersentaseTerdistribusinya Obat dan Perbekalan 30 Pkm 30 Pkm 30 Pkm 30 Pkm 100%
Melalui DAK Non Fisik Kesehatan di Seluruh Puskesmas
10.2.23.08 Peningkatan Kapasitas Laboraturium Pengawasan |Persentase pelayanan Laboraturium sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100%
Obat dan Makanan
10.2.23.10 Peningkatan dan Pengembangan SDM Kesehatan
Penilaian Kompetensi SDM Dokumen Pemetaan Kompetensi SDMK 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pemilihan dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan |Jumlah Profesi Tenaga kesehatan Puskesmas 9 Profesi Nakes 9 Profesi Nakes 9 Profesi Nakes 9 Profesi Nakes 100%
Puskesmas Teladan
Analisa Kebutuhan SDM Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan |Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan yang 1keg 1keg 100%
Yang Menangani COVID-19 Menangani COVID-19
10.2.23.11 Pengawasan Obat dan Makanan 87% 87% 87% 87% 100%
10.2.28 Pembinaan Lingkungan Sosial
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10.2.28.01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Terlaksananya pelayanan kesehatan dalam upaya
Promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif promotif / preventif
10.2.28.02 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Persentase tersedianya sarana dan prasarana 80% 80% 80% 40% 50%
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang puskesmas yang layak
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan
10.2.28.03 Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat oleh lembaga | 5 Jenis Diklat, 2 Bimtek
administrasi pada Fasilitas Kesehatan Yang terakreditasi) yang diikuti Nakes
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan
10.2.28.04 Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Terlaksananya Integrasi Kepersetaan Jamkesda 100% 100% 100% 100% 100%
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah |Menjadi JKN-BPJS
dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi
Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Fakir 1 keg 1 keg 100%
fakir miskin dan/orang tidak mampu Miskin/orang tidak mampu
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan |Persentase Pembangunan Rumah Sakit 100% 100% 100
Prasarana Pendukungnya
Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang akan dikembangkan 4 pusk 4 pusk 100
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase terlaksananya pengembangan 100% 100% 100
Laboraturium Kesehatan Daerah
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Persentase alat kesehatan yang memenuhi 80% 80% 100
Fasilitas Pelayanan Kesehatan persyaratan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Peresentase ketersedian alat kesehatan yang layak 80% 80% 100
pakai
Pengadaan Obat, Vaksin Persentase ketersediaan obat essensial 80% 80% 100
Pengadaan Bahan Habis Pakai Persentase ketersediaan Bahan Habis Pakai 80% 80% 100
Persentase ketersediaan Reagen 80% 80% 100
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Presentase Cakupan Kunjungan lbu Hamil K-4 100% 100% 100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Presentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 100% 100% 100
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi
Kebidanan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru |Presentase Cakupan Kunjungan Bayi 100% 100% 100
Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Presentase Pelayanan Balita 100% 100% 100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia |Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% 100% 100
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia |Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% 100% 100
Produktif Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia |Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100% 100% 100
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita |Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita 100% 100% 100
Hipertensi Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita |Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita 100% 100% 100
Diabetes Melitus Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan |Persentase Pelayanan Kesehatan Dengan 100% 100% 100
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga |Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 100% 100% 100
Tuberkulosis Tuberkolosis
Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan 100% 100% 100

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan

Risiko Terinfeksi HIV

resiko terinfeksi HIV
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan  Gizi |Presentase Capaian gizi buruk mendapat Perawatan 100% 100% 100

Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan |Persentase pekerja formal dan informal yang 50% 50% 100

Olahraga mendapat konseling

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses 90% 90% 100
terhadap sarana Air Minum Layak
Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses 92% 92% 100
terhadap jamban sehat
Persentase Desa ODF (Stop BAB Sembarangan) 85% 85% 100

Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang 100% 100% 100
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan |Persentase terlaksananya deteksi dini dan 50% 50% 100

NAPZA penanganan pelayanan NAPZA

Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening 30 Puskesmas 30 Puskesmas 100
inderaJumlah Puskesmas yang melaksanakan
screening indera

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak | Angka Prevalensi Kusta 1/10.000 pddk 1/10.000 pddk 100

Menular
Persentase penanganan penderita diare 100% 100% 100
Angka kejadian Malaria 1/1.000 pddk 1/1.000 pddk 100
Persentase penemuan dan penanganan DBD 100% 100% 100
Persentase penemuan dan penanganan Filariasis 100% 100% 100

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase Penduduk maskin yang mendapat 90% 90% 100
Pelayanan Kesehatan
Jumlah kepersertaan PBID JKN-BPJS 41.100 41.100 100
Jumlah kepersertaan PBID JKN-BPJS 88.900 88.900 100

Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Persentase terselenggaranya forum dan pembinaan 100% 100% 100
kabupaten sehat

Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan 30 puskesmas 30 puskesmas 100
evaluasi kineria puskesmas

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan |Persentase terselenggaranya pelayanan labkesda 100% 100% 100

Lainnya yang bermutu

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di |Persentase puskesmas yang siap akreditasi 100% 100% 100

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon |Persentase CJH yang dilakukan pemeriksaan, 100% 100% 100

Wabah Pemantauan,Pemeliharaan dan Pembinaan status
kesehatan

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan

secara Terintegrasi

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kesehatan 2 Laporan 2 Laporan 100

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas dengan Pelaporan SPODS Aktif 30 Puskesmas 30 Puskesmas 100
(Sistem Pelaporan Online Dinkes Sumenep) dan
Pelaksanaan SIKDA Generik

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaen/Kota

Penyiapan  Perumusan dan Pelaksanaan Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan perijinan 5RS 5RS 100

Pelayanan Kesehatan Rujukan RS

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di |Presentase pemberian izin praktik tenaga kesehatan 100% 100% 100

Wilayah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Presentase pengendalian dan pengawasan serta 100% 100% 100

Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

tindak lanjut perijinan tenaga kesehatan
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Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga |Presentase pembinaan teknis, pengawasan praktik 100% 100% 100
Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tenaga kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya |Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap 100% 100% 100
Manusia Kesehatan SDM Kesehatan
Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Presentase kemampuan dan keterampilan aparatur 100% 100% 100
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan |Presentase pelaksanaan pelatihan dan pendidikan 100% 100% 100
Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan tenaga kesehatan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Presentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM 100% 100% 100
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan Kesehatan untuk UKP dan UKM
UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya |Presentase terselenggaranya pendistribusian dan 100% 100% 100
Manusia Kesehatan pemerataan para sdm Kesehatan di setiap daerah
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Jumlah Nakes Kontrak di Puskesmas 30 puskesmas 30 puskesmas 100
Kesehatan sesuai Standar
Pengembangan Mutu  dan Peningkatan Presentase pengembangan Mutu dan Peningkatan 100% 100% 100
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kompetensi pada SDM Kesehatan di tingkat
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kabupaten
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Presentase peningkatan Kompetensi SDM 100% 100% 100
Daya Manusia Kesehatan Kesehatan
Sertifikasi Tenaga Kesehatan Presentase sertifikasi, standarisasi dan peningkatan 100% 100% 100
mutu SDM Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya |Presentase pembinaan dan pengawasan SDM 100% 100% 100
Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Kesehatan pada UKM dan UKP tingkat kabupaten
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya |Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap 100% 100% 100
Manusia Kesehatan SDM Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya |Presentase pengelolaan sistem informasi SDM 100% 100% 100
Manusia Kesehatan Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian 1zin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang 55 sarana 55 sarana 100
Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dilakukan pengawasan
Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan |Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang 55 sarana 55 sarana 100
Tindak Lanjut Pengawasan lIzin Apotek, Toko [dilakukan pengawasan
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang 55 sarana 55 sarana 100
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, dilakukan pengawasan
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penerbitan  Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot
Air Minum (DAM)
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Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Persentase Pengawasan serta Tindak Lanjut 68% 68% 100
Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik |Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
(TPM) antara lain jasa boga, rumah |antara lain jasa boga, rumah
makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Persentase Pengawasan Serta Tindak Lanjut 68% 68% 100
Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
PROGRAM  PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, |Persentase Kader Aktif 100% 100% 100
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan |Jumlah promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih 7 program 7 program 100
Hidup Bersih dan Sehat dan sehat (GERMAS, CEGAH STUNTING, PHBS,
DESA SIAGA AKTIF,POSYANDU BALITA DAN
LANSIA)
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan |Jumlah Pondok Pesantren yang melakukan 89 Pondok Pesantren |89 Pondok Pesantren
Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber |pelayanan Kesehatan
Daya Masyarakat (UKBM)
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PU BINA MARGA
1.03.01.01 Program Penmgk.atan Manajemen dan
Pelayanan Administrasi
1.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat menyurat yang diadministrasikan 6600 lbr 1.162 1.200 870 1 1.200 3.232 49
1.03.01.01.02 P.eny.edlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan |jumlah yvaktu p.eny.edla jasa komunikasi, sumber 66 bin 8 12 12 1 6 26 20
Listrik daya air dan Listrik
1.03.01.01.03 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah kebutuhan bahan kebersihan kantor 66 bin 12 12 12 1 12 36 54
1.03.01.01.04 Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran jumlah jenis bahan perkantoran yang disediakan 27,5 Jenis 4 5 4 1 10 18 64
1.03.01.01.05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan jumlah komponen listrik yang disediakan 55 Jenis 7 10 7 1 12 26 48
Bangunan Kantor
1.03.01.01.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - 275 Jenis 3 5 3 1 11 17 63
Perundang - Undangan Undangan
1.03.01.01.08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi jumlah kegiatan rapat Koordinasi dan Konsultasi 132 kali 21 24 20 1 299 340 258
1.03.01.01.09 Peringatan Hari - Hari Besar terlaksananya peringatan hari - hari besar 22 keg 3 4 3 1 3 8 38
1.03.01.01.10 Operasional UPTD jumlah layanan UPTD yang disediakan 1760 lyn 212 320 238 1 320 771 44
1.03.01.01.11 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran jumlah Layanan Perkantoran yang disediakan 16,5 lyn 3 3 3 1 3 9 52
1.03.01.01.15 Pengadaan Peralgtan dan Perlengkapan Gedung Ju.mla.h Peralatan dan perlengkapan Kantor yang 55 jenis 9 10 10 1 6 25 25
Kantor / Rumah Dinas dibeli
1.03.01.01.17 E?nn;z"ha’aa” Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah |, o Gedung Kantor yang dipelihara 12 unit 1 2 2 1 2 5 38
1.03.01.01.18 Pemehharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Ju.mla.h Kendaraan Dinas / Operasional yang 187 unit 25 34 30 1 30 85 25
Operasional dipelihara
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1.03.01.01.19 Pemeliharaan Rgtln / Berkala Perlengkapan Gedung |jumlah Perqlalan dan Perlengkapan Gedung Kantor 55 jenis s 10 10 1 10 28 51
Kantor/Rumah Dinas yang terpelihara
1.03.01.02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
. _— . Terlaksananya Penyediaan pakaian dinas bagi
1.03.01.02.02 Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian . 526 stel 94 96 92 1 1 187 0
pegawai
103.01.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.03.01.03.01 Penyusunan Laporan Keuangan
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan 5,5 kali 1 1 1 1 1 3 55
Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun 12 kali 2 2 2 1 10 14 117
1.03.01.03.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Kerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Lo "
Terlak P L K kall 1 1 1 1 1
Realisasi Kineria SKPD erlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja 6 kali 3 50
- Penyysunan Laporan Penyelenggaraan Terlaksananya Penyusunan Laporan LPPD 6 kali 1 1 1 1 1 3 50
Pemerintah Daerah
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD | Terlaksananya penyusunan anggaran kegiatan 12 kali 2 2 2 1 1 5 42
1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan
1.03.01.15.01 Pembangunan Jalan Di wilayah Daratan Panjang Jalan yang ditingkatkan 32,4 km 4 6 52 1 5 14 43
1.03.01.15.02 Pembangunan Jalan Di wilayah Kepulauan Panjang Jalan yang ditingkatkan 21,6 km 4 4 3 1 10 17 78
1.03.01.15.03 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan 240 paket 20 43 43 1 48 111 46
1.03.01.15.05 Peningkatan Jalan DAK diwilayah Daratan Panjang Jalan yang ditingkatkan 72 km 11 12 8 1 8 27 37
1.03.01.15.06 Peningkatan Jalan DAK diwilayah Kepulauan Panjang Jalan yang ditingkatkan 48 km 0 1 1 1 1 2 4
1.03.01.15.10 Pgmbangunan Jalan, Ba'ntu.an Keuaﬁgan Khusus Panjang Jalan yang ditingkatkan 5km 2 1 1 1 1 4 72
Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Timur
1.03.01.16 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
1.03.01.16.01 Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Daratan panjang jalan yang terpelihara 59 km 4 6 49 1 1 10 16
1.03.01.16.02 Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Kepulauan |panjang jalan yang terpelihara 39 km 3 7 5 1 1 9 22
1.03.01.16.03 SZ?:IZ':]“&S' / Pemelinaraan Jalan di Wilayah panjang jalan yang terpelihara 330 km 25 30 28 1 2 55 17
1.03.01.16.04 Rehabiltasi / Pemeliharaan Jalan di Wilayah panjang jalan yang terpelihara 220 km 2 2 2 1 1 5 2
Kepulauan
1.03.01.16.05 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Jumlah dokumen pengawasan teknis rehab jalan 150 paket 1 10 10 1 30 41 27
1.03.01.16.08 Eir:;ll)haraan Jalan Di Wilayah Daratan (Pajak Jumlah jalan yang terpelihara 2 paket 2 0 0 0 1 3 136
1.03.01.16.09 Pemeliharaan Jalan Di Wilayah Daratan (DBHCHT) |Jumlah jalan yang terpelihara 2 paket 0 1 1 1 0 1 50
1.03.01.18 Program Inspeksi Kondisi Jalan
1.03.01.18.01 Survey Kelayakan Penanganan Jalan Pendataan tentang kelayakan teknis usulan pada 6 eks 1 1 1 1 3 50
musrembang
1.03.01.19 Program Tanggap Darurat Jalan
1.03.01.19.01 Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat ~ |Penanganan jalan yang rusak karena bencana 18 keg 0 3 1 3 6 33
1.03.01.20 Program Pembangunan Jembatan
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1.03.01.20.01 Pembangunan Jembatan Di wilayah Daratan Jumlah jembatan yang dibangun / diperbaiki 36 bh 3 2 1 7 12 33
1.03.01.21 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
1.03.01.21.01 S:?;':gtas' / Pemelinaraan Jembatan di wilayah |, 1o e miatan yang direhabilitasi 18bh 3 3 3 1 7 13 72
1.03.01.21.02 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan diwilayah |, - ie mbatan yang direhabiitasi 12 bh 4 4 4 1 7 15 125
Kepulauan
1.03.01.22 Program Tanggap Darurat Jembatan
1.03.01.22.01 gzr;:ma& Jembatan dalam Kondisi Tanggap jumlah jembatan rusak karena bencana alam 18 keg 2 3 3 1 3 8 44
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
P P li P faat:
03.1.04.01.26 RLof;Zm engendalian dan Pemanfaatan Persentase tersedianya luasan RTH Publik 26% 2% 26% 62%
03.1.04.01.26.01 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
03.1.04.01.26.02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
03.1.04.01.26.03 Pembangunan Infrastuktur Penataan Ruang
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelayanan Rekomendasi Perijinan Perumahan
Jumlah Dok TataR
03.1.04.01.27 Program Perencanaan Penataan Ruang umiah Dokumen perencanaan Tata Ruang
Kabupaten
03.1.04.01.27.01 Perencanaan Tata Ruang
03.1.04.01.27.02 Pembinaan Tata Ruang
03.1.04.01.28 Program Penataan Bangunan Gedung
03.1.04.01.28.01 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi 0% 85% 50% 59%
03.1.04.01.28.02 Peningkatan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Persentas.e Peningkatan Perusahaan Jasa
Konstruksi
03.1.04.01.28.03 Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Persentase jumlah titik genangan air 30% 30% 20% 67%
Drainase/gorong-gorong
Penataan dan Revitalisasi Kawasan Khusus
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.03.01 PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1.03.01.2.01 Kinerja 100% 100% 100% 100%
Peranakat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen renja yang disusun tepat waktu;
1.03.01.2.01.01 .
Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen renstra yang disusun tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan  |jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun tepat
RKA-SKPD waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan  |jumlah dokumen Prubahan DPA yang disusun tepat
DPA-SKPD waktu
Koordinasi dan Penyusunan jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
1.03.01.2.01.06 Laporan Capaian Kinerja dan Jte at walftu 9 yang
|khtisar Realisasi Kinerja SKPD P

II- 169



URUSAN/BIDANG

TARGET KINERJA

REALISASITARGET
KINERJA HASIL

TARGET DAN REALISASIKINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU 2020

TARGET PROGRAM
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BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100%
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang terlayani administrasi 100 100 100 100%
ASN keuangannya
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
1.03.01.2.02.07 Bulanan/Triwulanan/Semesteran ! P 9 yang 18 18 18 100%
tepat waktu
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1.03.01.2.03 Perangkat 100% 100% 100% 100%
Daerah
Penyusunan Perencanaan )
1.03.01.2.03.01 Kebutuhan Barang Milik Daerah Jurﬁlah dokumen Perencangan Kebutuhan Barang 2 2 2 100%
Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu
SKPD.
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100%
Pendidikan dan Pelatihan
1.03.01.2.05.09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 20 0 0 0%
Fungsi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah pakaian dinas beserat atributnya yang
Kelengkapannya disediakan
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Komponen Instalasi jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik
1.03.01.2.06.01 Listrik/Penerangan Bangunan yang dibayar setiap bulan atau jumlah waktu layanan 10 10 10 100%
Kantor jasa komunikasi/SDA dan listrik
1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jymlgh Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 30
disediakan
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Jumlgh item/jenis ATK ygng disediakan; Jumlah 100 100 100 100%
Kantor mamin rapat yang disediakan
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan JL{mlah barang cetakan dan penggandaan yang 20000 20000 20000 100%
Penggandaan diadakan
1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jymlgh bahan bacaan dan perundangan yang 25 28 28 112%
Peraturan Perundang-undangan disediakan
Penyelenggaraan Rapat jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang
1.03.01.2.06.09 e . " 100 50 50 50%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan ;
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan yang diadakan 20
Pengadaan Mebel Jumlah mebel kantor yang diadakan 10
Penatausahaan Arsip Dinamis L .
1.03.01.2.06.10 pada SKPD Jumlah meter lari arsip yang dikelola 10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.03.01.2.08 Pemerintahan 100% 100% 100% 100%
Daerah
penvediaan Jasa Komunikasi jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik
1.03.01.2.08.02 v . o yang dibayar setiap bulan atau jumlah waktu layanan 24 24 24
Sumber Daya Air dan Listrik : o o
jasa komunikasi/SDA dan listrik
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Jum!ah Tengga Outsourching yang terlayani 17 17 17
Umum Kantor administrasi keuangannya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan
1.03.01.2.09 ' . g Mill uniang 100% 100% 100% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
1.03.01.2.09.02 Biayg Pemeliharaan, ngak, dan Jymlgh kendaraaq qinas operasionallapangan yang 15 15 15 100%
Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara dan berizin
Operasional atau Lapangan
1.03.01.2.09.06 Pemgllhafaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 10 10 10 100%
Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah bangunan gedung yan
1.03.01.2.09.09 Gedung Kantor dan Bangunan " - g . »g 9yang 10 10 10 100%
Lainnya direhabilitasi/dipelihara
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PROGRAM PENGELOLAAN DAN P " Jumlah R hT v Terl .
1.03.03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AR |_crooriase Juman Rumah Tangga Yang feriayant 100% 100% 85% 85%
Fasilitas Air Bersih
MINUM
1.03.03.2.01 Pgngglolaan dan Peﬁgembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota
1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan
Pembangunan SPAM Jaringan .
1.03.03.2.01.04 Perpipaan di Kawasan Persentase Jumiah Rumah Tangga Yang Terlayani 100% 100% 85% 85%
Fasilitas Air Bersih
Perdesaan
1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
1.03.04 P L P kil K h % % 10% #DIV/O!
03.0 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL ersentase Luas Permukiman Kumu 0% 0% 0,10% 10
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1.03.04.2.01
03.04.2.0 Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
1.03.04.2.01.01 TPA/TPST/SPAITPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
1.03.04.2.01.02 TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Persentase Luas Permukiman Kumuh 0% 0% 0,10% #DIV/O!
1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.05 PeningkatanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan
1.03.04.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka
1.03.04.2.01.08 .
Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
PROGRAM PENGELOLAAN DAN . .
1.03.05 Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi 100% 100% 85% 85%
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah —
1.03.05.2.01 Domestik dalam Daerah Kabupater/Kota Jumlah Rumah Tangga yang bersanitasi
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan
1.03.05.2.01.01 Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.05.2.01.02

Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

1.03.05.2.01.03

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik

1.03.05.2.01.04

Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik

1.03.05.2.01.05

Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik

1.03.05.2.01.06

Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
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1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka
1.03.05.2.01.08 Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik
1.03.05.2.01.09 Pengembangaﬂ SPM dan Kelembagaan
Pengelolaan Air Limbah Domestik
1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air{ 5 o o1 anan IPLT yang dilaksanakan 10 100% 85% 9%
Limbah Domestik
1.03.05.2.01.12 Pgmbangunaanenyedlaan SISt.em Pengelolaan Ar Jumlah Infrastruktur sanitasi yang terbangun 50 100% 85% 2%
Limbah Terpusat Skala Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN P k lah titik
1.03.06 0G GELOI ersentase per urangnya Jumlah titi 0% 0% 30% HDIVIO!
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE genangan air
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase " .
. Persentase genangan/banjir pada wilayah
1.03.06.2.01 yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam . g g wrp 4
permukiman/perdesaan
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.01 Penyysuvan Rengana, Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1.03.06.2.01.02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan
Genangan
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi
1.03.06.2.01.03 Sistem
Drainase Perkotaan dan Lingkungan
1.03.06.2.01.04 Pembvmaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
dan Lingkungan
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang saluran drainase yang terbangun 0% 0% 30% #DIV/O!
1.03.06.2.01.06 Pgmngkatan Saluran Drainase Perkotaan dan
Lingkungan
1.03.06.2.01.07 Rghabllltasn Saluran Drainase Perkotaan dan
Lingkungan
1.03.06.2.01.08 Penygdlaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
dan Lingkungan
1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase tersedianya luasan RTH Publik 47% 47% 26% 55%
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan_ Infrastruktur pada Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan dan
Pengembangan Infrastruktur
1.03.07.2.01.01 Kawasan Permukiman di Persentase tersedianya luasan RTH Publik 47% 47% 26% 55%
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur
1.03.07.2.01.02 Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur
1.03.07.2.01.03 Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur
1.03.07.2.01.04 Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi 85% 85% 75% 88%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian 1zin mendirikan
1.03.08.2.01 " . .
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
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KODE

URUSAN/BIDANG
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA SKPD)
TAHUN 2016-2021

REALISASITARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN
S.D. TAHUN 2019

TARGET DAN REALISASIKINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU 2020

TARGET RENJA
SKPD TAHUN 2020

REALISASI
RENJA SKPD
TAHUN 2020

TINGKAT
REALISASI (%)

TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
RENJA OPD TAHUN
2021

PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN

REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S.D. TAHUN
BERJALAN 2021

TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)

2

8=(7/6*100)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1.03.08.2.01.01

Penyelenggaraan Penerbitan ljin Mendirikan
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi

85%

85%

75%

88%

1.03.08.2.01.02

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah

Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.03

Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi

85%

85%

75%

88%

Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.04

Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi

85%

85%

75%

88%

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara Daerah Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.05

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota

1.03.11

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

Jumlah Penerbitan ljin Usaha Jasa Konstruksi

50

50

50

50

100%

1.03.11.2.01

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi

1.03.11.2.01.01

Penyiapan Training Need Assessment (TNA)
pelatihan tenaga terampil konstruksi

1.03.11.2.01.02

Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara
Pelatihan

1.03.11.2.01.03

Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga
terampil konstruksi

1.03.11.2.01.04

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.03.11.2.01.05

Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan
Jasa Konstruksi

1.03.11.2.01.06

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

1.03.11.2.01.07

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi

1.03.11.2.01.08

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan
Tenaga Terampil Konstruksi

1.03.11.2.02

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1.03.11.2.02.01

Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi

1.03.11.2.02.02

Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan
Informasi Jasa Konstruksi

1.03.11.2.02.03

Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan
Kapasitas Administrator SIPJAKI

1.03.11.2.02.04

Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang
PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema
KPBU

1.03.11.2.02.05

Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko
Investasi Infrastruktur

1.03.11.2.02.06

Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan
Badan Usaha

1.03.11.2.02.07

Penyusunan Data dan Informasi
Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan

1.03.11.2.02.08

Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan
Konstruksi

1.03.11.2.02.09

Penyusunan Data dan Informasi Tertib
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

1.03.11.2.02.10

Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja
Proyek Konstruksi

1.03.11.2.02.11

Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan
Bangunan/Konstruksi
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
TARGET KINERJA KEGIATAN TAHUN LALU 2020 TARGET PROGRAM RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM R et DAN KEGIATAN
REALISASI CAPAIAN
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM DAN REALISASI TINGKAT CAPAIAN
(OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRA SKPD) TARGET RENJA TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN
KEGIATAN R INEo e 202 0 | N EESARANIKEGIATAN RENJA SKPD 2021 REALISASI TARGET
S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 [ T/ = " | REALISASI (%) KEGIATAN S.D. TAHUN RENSTRA (%)
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.03.11.2.03 Penferbllan Izin USéhaJasa Konstruk5| Prosentase Penyedia Jasa Korlstruk5| yang 50 50 50 100%
Nasional (Non Kecil dan Kecil) berkompeten dan representatif
1.03.11.2.03.01 Penyusunan Peraturan di D{ierah Qan SOP Terkait Jumlah Dokumen IUJK yang ditetapkan
Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota
1.03.11.2.03.02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan |\ penerbitan fjin Usaha Jasa Konstruksi 50 50 50 100%
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Penlng‘katan Kapasitas Badan
Usaha Jasa Konstruksi
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga
1.03.11.2.03.04 Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi
Terkait luk Nasional
1.03.11.2.03.05 Pvemavntauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah
diterbitkan
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04 Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.01 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.02 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.03 Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN . "
1.03.12 RUANG Persentase tersedianya luasan RTH Publik 47% 47% 30% 64%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
1.03.12.2.01. (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Kab/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Jumlah Regulasi tentang Rencana Tata ruang yan
1.03.12.2.01.01 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW N g 9 9 yang 1 47% 30% 30%
ditetapkan
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,
1.03.12.2.01.02 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan
Penataan Ruang
1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebljakan dan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Penataan Ruang
1.03.12.2.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW
Kabupaten/Kota
1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Jymlah Regulasi tentang Rencana Tata ruang yang 1 247% 30% 30%
Kabupaten/Kota ditetapkan
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang | o iase tersedianya luasan RTH Publik 47% 47% 30% 64%
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04.01 Kgqrdmagl dgn Sinkronisasi Pemberian Insentif dan
Disinsentif Bidang Penataan Ruang
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URUSAN/BIDANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM

REALISASITARGET
KINERJA HASIL

TARGET DAN REALISASIKINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU 2020

TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN

PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN

REALISASI CAPAIAN

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM DAN
REALISASI TINGKAT CAPAIAN
e — (OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRASKPD) | | '\ oo\ EGIATAN | TARGET RENJA eIA kD TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN Aol
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan
1.03.12.2.04.02 y
Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik
1.03.12.2.04.03 Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan
Ruang
1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
P Peningkatan M j P t i k tuh tuk
1.04.01.01 rogram emng éan ‘anajemen dan ersentase ergefhanyé ebutuhan untu 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Administrasi pelayanan administrasi perkantoran
1.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase Jumlah Surat yang terkirim 100% 100% 100% 100%
1.04.01.01.02 :?set:iedlaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Prosentase Peningkatan Kinerja pegawai 100% 100% 100% 100%
1.04.01.01.03 Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor Persentase Pemeliharaan rutin gedung kantor 100% 100% 100% 100%
1.04.01.01.04 Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran Persentase Penyediaan Kebutuhan Bahan 100% 100% 100% 100%
Perkantoran
1.04.01.01.05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Pgr;entase Penyediaan Komponen Instalasi 100% 100% 100% 100%
Bangunan Kantor Llstrlk/Penerangan Bangunan Kantor
P i Bahan B P P P i Bahan B
1.04.01.01.06 enyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan ersentase Penyediaan Bahan Bacaan dan 100% 100% 100% 100%
Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
1.04.01.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman 100% 100% 100% 100%
1.04.01.01.08 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Persentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 100% 100% 100% 100%
1.04.01.01.11 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Persentase Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran 100% 100% 100% 100%
1.04.01.01.15 Pengadaan Peralgtan dan Perlengkapan Gedung Persentase Pengadaan Pgralatan dan Perlengkapan 100% 100% 100% 100%
Kantor /Rumah Dinas Gedung Kantor /Rumah Dinas
1.04.01.01.17 Pgmellharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor /Rumah |Persentase Pemgllharaan Rutin/Berkala Gedung 100% 100% 100% 100%
Dinas Kantor /Rumah Dinas
1.04.01.01.18 PgmellharaanVRutm/BerkaIa Kendaraan Pgrsentase Pgmellharaan Rutin/Berkala Kendaraan 100% 100% 100% 100%
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
1.04.01.01.19 . . 100% 100% 100% 100%
Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas ’ ? ? ?
. - Persentase jumlah pegawai yang mengikuti
Program peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 100% 100%
grampening piin ap diklat/pelatihan bimtek 0 ° ° °
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya |Persentase jumlah pegawai yang mengikuti
1.04.01.02 9 g P 4 . _J . peg yang 9 100% 100% 100% 100%
Aparatur diklat/pelatihan/bimtek
1.04.01.02.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 100% 100% 100%
Program peningkatan pengembangan sistem Persentase penyajian laporan kinerja
9 pent g . P R 9 9 I . penyayl P et 100% 100% 100% 100%
pelaporan capaian kinerja dan keuangan pemerintah daerah
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Persentase penyajian laporan kinerja
1.04.01.03 9 vauastfiner . penyajl P ‘e 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah pemerintah daerah
1.04.01.03.01 Penyusunan Laporan Keuangan Persentase jumlah laporan keuangan yang disusun 100% 100% 100% 100%
1.04.01.03.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Bvaliasi | oo oo oo umiah laporan yang disusun 100% 100% 100% 100%

Kinerja Perangkat Daerah
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URUSAN/BIDANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM

REALISASITARGET
KINERJA HASIL

TARGET DAN REALISASIKINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU 2020

TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN

PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN

REALISASI CAPAIAN

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM DAN
OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT! RENSTRA SKPD, REALISASI RENJA OPD TAHUN TINGKAT CAPAIAN
KEGIATAN ( ) ( ) ( ) | KELUARAN KEGIATAN | TARGET RENJA RENJA SKPD TINGKAT PROGRAM DAN REALISAS| T ARGET
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021 2
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.04.01.15 Program Peningkatan Siarana Prasarana
Perumahan dan Permukiman
1.04.01.15.01 Pembangunan Sanitasi Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi 82,75% 100% 83,51% 83,51%
1.04.01.15.02 Pembangunan Sanitasi (DAK Reguler)
1.04.01.15.03 Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani 82,75% 95% 83,51% 87,91%
Fasilitas Air Bersih
1.04.01.15.04 Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Reguler)
1.04.01.15.06 Pembangunan Infrastruktur Wilayah Masyarakat e o niase Luas Permukiman Kumuh 2.58% 0% 2.48% 97.52%
Berpenghasilan Rendah
1.04.01.15.07 Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK) Persentase Rumah Layak Huni 24,46% 25% 24,73% 99%
1.04.01.15.08 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan
1.04.01.15.09 Pembangunan Sanitasi (DAK Penugasan)
1.04.01.15.10 Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Persgntasg Jumlz?lh Rumah Tangga Yang Terlayani 82,75% 95% 85,00% 89%
Penugasan) Fasilitas Air Bersih
PR RAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA P Dok ite Pl P h
1.04.03 OG S, U S ersenvtase okumen Site Plan Perumahan 27% 26% 25% 93%
PERMUKIMAN KUMUH yang di sahkan
1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dah
Pengembangan Kawasan Permukiman
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Penerbitan Izin Pembangunan . .
Jumlah Dokumen Site Plan Perumahan yang di
1.04.03.2.01.01 dan Pengembangan Kawasan sahkan yang
Permukiman Terintegrasi Secara
Elektronik
1.04.03.2.02 Penataan Kawa;an Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03 Kumuh Persentase Rumah Layak Huni
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah RTLH yang terbangun
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Jumlah panjang saluran jalan lingkungan yang
1.04.03.2.03.06 . .
Peremajaan Permukiman Kumuh terbangun
1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
o SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.04.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.04.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

1.04.04.2.01.02

Penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum
di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

1.04.04.2.01.03

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan

1.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.06 SOSIAL

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2,07 TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
URUSAN/BIDANG TARGET KINERJA N ERIA AL KEGIATAN TAHUN LALU 2020 TARGET PROGRAM RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
G T gy PO INDIKATOR KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM RN EALISAS! DAN KEGIATAN REALISASICAPARN | .~
e — (OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRASKPD) | | '\ oo\ EGIATAN | TARGET RENJA eIA kD TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN Aol
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2111 Program Peningkatan manajemen dan Persentase Peningkatan manajemen dan
S Pelavanan Administrasi Pelavanan Administrasi
21111 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan 2600 surat| 1186 1000 1.000 100% 1000 3.186 123%|
21112 Feqyedlaan jasa komunikasi, sumber daya air dan | Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik 60 bulan 36 12 12 100% 12 60 100%
listrik selama 1 tahun
21113 Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor Jumlah' kebutuhan bahan kebersihan dan jasa 110 macam| 61 22 22 100% 22 105 95%
kebersihan kantor
21114 Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran Jumiah Surat maupun laporan yang 115 macam 22 23 23 100% 23 68 59%
diadministrasikan
21115 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan |Jumlah Komponen Listrik untuk penerangan 60 macam 27 13 13 100% 13 53 88%
Bangunan Kantor bangunan Kantor
21116 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang- 72 macam 33 19 19 100% P 54 75%
Perundang-undangan undangan
21117 Penyediaan Makanan dan Minuman i‘;m:‘th tersedianya makan dan Minuman untuk 3600 kotak 1855 900 812 90% 760 3.427 95%)
21118 Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 195 keg 65 65 61 94% 75 201 103%|
21119 Peringatan Hari- Hari Besar ‘éir::h kegiatan Untuk Petaksanaan Hari - Hari 8 keg 3 0 - 0% 1 4 50%
2.1.1.1.10 Operasional UPTD iz:ghuspa;;"a dan Prasarana Operasioanal yang 15 macam 5 5 5 100% 5 15 100%)
211111 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Jumlah Pegawai Harian Lepas 9 orang 7 7 7 100% 7 21 233%
211115 Pengadaan Perglatan dan Perlengkapan Gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang akan di 3 unit 4 13 12 92% 13 29 967%
Kantor/rumah Dinas adakan
P lih i kal ki h lah ki h di .
211117 §me| araan rutin/berkala gedung kantor/rumal Jymg area gedung kantor/rumah dinas yang 32 unit 10 2 2 100% 2 14 44%
Dinas dipelihara
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan . 5 A .
211118 . . Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 64 unit 27 16 15 94% 16 58 91%|
dinas/operasional
. " Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan . . .
211119 P yang tercantum dalam inventarisai aset dalam 288 unit 100 72 71 99% 72 243 84%
perlengkapan gedung kantor A
kondisi baik
2112 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya |Persentase Pengembangan Kompetensi
i Aparatur Pegawai
21121 Pendidikan dan Pelatihan Formal ‘;IL::::? pegawai yang mengikuti diklat / pelatinan / 15 orang 5 0 - 0% 5 10 67%|
2113 Program Perencanan dan Evaluasi Kinerja Persentase Perencanan dan Evaluasi Kinerja
i Peranagkat Daerah Peranagkat Daerah
21132 Pgnygsunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja 21 Dokumen 7 7 7 100% 4 18 86%
Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
21.1.15 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja
211151 Penyebaran Informasi Pasar Kerja Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja 15600 orang| 5100 600 203 34% 750 6.053 39%
211153 Pemanduan dan Bimibingan Usaha Mandiri Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih/dibina 60 orang 35 10 10 100% 20 65 108%|
21116 Program Penempatan dan Pemberdayaan Persentase Penempatan dan Pemberdayaan
i Transmiarasi Transmiarasi
. . Jumlah Calon Transmigran yang akan
Pemberangkatan Calon Transmigran dan Kerjasama | . .
11161 g 9 L diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan 20 KK, 8 KSAD 1 7 - 0% 2 3 3%
Antar Daerah (KSAD) y - .
Transmigran yang disepakati
21117 Program Peningkatan Kualitas dan Persentase Peningkatan Kualitas dan
N Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja
211171 Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja Jumlah Pelaksanaan Pelatihan 270 orang 83 32 32 100% 20 135 50%
21.1.17.2 iz?;'”aan dan Monitoring Produkiivitas Tenaga |y -1, Tenaga Kerja yang Produkif 240 orang 73 80 55 69% 85 213 89%
211173 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja ;Zﬂﬁ:a:e"gek"aan dan Kemitraan Lembaga 45 lembaga 45 30 30 100% 38 113 251%
21118 Program Perlindungan Pengembangan Persentase Perlindungan Pengembangan
o Lembaga Ketenagakerjaan Lembaga Ketenagakerjaan
211181 Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak 300 perusahaan 169 100 100 100% 100 369 123%
berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja

I-177



FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KEGIATAN TAHUN LALU 2020 RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM C;t’iGIAEI\-Ir;;NOEGRFjAAM R et TADRA?\IE;;GRIQ'IC';ARSM
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM DAN REALISASI REALISASICAR A AN N GKATICAPAIAN
e — (OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRASKPD) | | '\ oo\ EGIATAN | TARGET RENJA eIA kD TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN Aol
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
211182 Pembnjaan dan Pengembangan Sarana Hubungan |Jumlah Sarana Hupungan Indugtrlal Yang 120 perusahaan 60 20 20 100% 20 140 117%
Industrial Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan
2.1.1.18.3 Optimalisasi Klnerja Lembaga Perselisihan Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial menurun 30 kasus 20 5 2 40% 5 27 90%
Hubungan Industrial (PHI)
P t Pembi Lingk Sosial
2.1.1.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial ersentase Fembinaan Lingkungan Sosia
(DBHCHT)
211191 Pembinaan dan Pela“hfin Kef'a bagi Tenaga Kerja Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih 6 Kelompok| 0 1 1 100% 0 1 17%
dan Masyarakat melalui Pelatihan Pecah Batu
Bantuan Sarana Produksi Bagi .
lah B Peralatan M P h Batl
211192 Masayarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Jumia . avntuanv graa an Mesin Pemecan Batu 6 Kelompok 0 1 1 100% 0 1 17%
yang diberikan/dihibahkan
Pecah Batu
211195 Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Keria | 3\ 1) perorangan/kelompok yang dilatih 75 Orang 50 20 20 100% 20 90 120%
dan Masyarakat melalui Pelatihan Rias Pengantin
Bantuan Sarana Produksi Bagi Jumlah Bantuan Peralatan Rias Pengantin yani
211196 Masayarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Rias | .. . - g yang 75 Orang 50 20 25 125% 20 95 127%)
. diberikan/dihibahkan
Pengantin
Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja
2.1.1.19.7 dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las |Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih 6 Kelompok 2 0 - 0% 0 2 33%|
Listrik
Bantuan Sarana Produksi Bagi -
lah B Peral Las Listrik
211198 Masayarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Las J_“m?‘ a’?‘F’a” eralatan Las Listrik yang 6 Kelompok 2 0 - 0% 0 2 2%
- diberikan/dihibahkan
Listrik
Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja
2.1.1.19.13 dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih 75 Orang 25 25 25 100% 50 100 133%|
Bordir
2.1.1.19.17 Pembinaan dan Pelatlhgn Ker.Ja bagi Tenaga Kerja Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih 6 Kelompok 3 3 3 100% 0 6 100%
dan Masyarakat melalui Pelatihan Meubelair
2.1.1.19.24 Pembinaan dan Pelatlhgn Ker.Ja bag Tenaga Kerja Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih 6 Kelompok 1 0 - 0% 1 2 33%|
dan Masyarakat melalui Pelatihan Otomotif
Bantuan Sarana Produksi Bagi "
. Jumlah Bantuan Peralatan Otomotif yan
2.1.1.19.25 Masayarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang S - yang 6 Kelompok 1 0 - 0% 0 1 17%
By diberikan/dihibahkan
Otomotif
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasn
2.1.1.19.27 Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja melalui Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih 2550 Orang 1700 0 0 0% 0 1.700 67%|
Penyuluhan Kerja
Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja
2.1.1.19.28 dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Jumlah Peserta Pelatihan yang terdidik 90 Orang 40 40 40 100% 40 120 133%|
Mandiri Terdidik (TKMT)
Bantuan Sarana Produksi Bagi
2111931 Masayarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Jumlah Bantuan Peralatan yang diberikan/dihibahkan 90 Orang 40 40 40 100% 40 120 133%)
Tenaga Keria Mandiri Terdidik (TKMT)
2111932 Penyedlaan/Penlngkatan/Pemellharaar? Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun 12 Macam 7 1 1 100% 0 8 67%
Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan
2.1.1.20 Program Pelatihan Keterampilan Kerja Persentase Pelatihan Keterampilan Kerja
21.1.20.1 Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat Jumlah Pelatihan yang diselenggarakan 300 orang; 25 25 25 100% 50 100 33%
2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 PANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
203.01.01 Program Penlng‘k.atan Mana]emen dan
Pelayanan Administrasi
2.03.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan 5.050 2511 1.300 1.382 106,31 0 3.893 77
2.03.01.01.02 Pgnyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah waktu.peﬂyedlaan jasa komunikasi, sumber 72 28 12 12 100 0 60 83
Listrik daya air dan listrik
2.03.01.01.03 Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan bahan kebersihan kantor 60 38 18 18 100! 0 56 93
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2.03.01.01.04 Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran i”T":ah bahan perkantoran yang disediakan selama 180 130 30 30 100 0 160 89
2.03.01.01.05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 3 -y omoonen listrik yang diadakan 252 138 84 56 66,67 0 194 77
Bangunan Kantor
203.01.01.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- 18 1 6 6 100 0 17 04
Perundang-undangan undangan
2.03.01.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya makanan dan minuman 3.300 1.660 840 780! 92,86 0 2.440 74
2.03.01.01.08 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 396 241 108 108 100! 0 349 88
2.03.01.01.09 Peringatan Hari-Hari Besar Jumiah kegiatan peringatan hari-hari besar yang 15 9 0 0 0 0 9 60
dilaksanakan
- Pameran Pembangunan
- Pelaksanaan Hari Jadi
2.03.01.01.10 Operasional UPTD Jumlah layanan UPTD yang disediakan 4 2 2 1 50 0 3 75
2.03.01.01.11 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran yang disediakan 18 12 2 2 100 0 14 78
2.03.01.01.13 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 4 3 0 0 0 0 3 75
2.03.01.01.15 Pengadaan Peralgtan dan Perlengkapan Gedung Jymlgh peralatan dan perlengkapan kantor yang 150 134 1 1 100 0 135 %
Kantor/ Rumah Dinas dibeli
2.03.01.01.17 Eienn;zllharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor/Rumah Jumlah gedung kantor yang dipelihara 3 1 1 1 100! 0 2 67
P lih Rutin/Berkala K . . e
2.03.01.01.18 §me| aaranv uti/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 78 37 26 25 96,15 0 62 79
Dinas/Operasional
203.01.01.19 Pemelihaaran Rutin/Berkala Peralatan Qan Jumlah pe.ralatan dan perlengkapan gedung kantor 120 66 30 30 100 0 % 80
Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas vang dipelihara
203.02.02 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.03.02.02.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumiah pegawal yang mengikuti dikiat 20 12 0 0 0 0 12 60
/pelatihan/bimtek
2.03.02.02.02 Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian |Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu 75 0 75 75 100 0 75 100
2.03.03.03 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
2.03.03.03.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disusun 18 12 3 3 100 0 15 83
2.03.03.03.02 Pgnygsunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja 22 28 8 6 75 0 24 81
Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
- Penyusunan RKA dan DPA
- Penyusunan LKPJ
- Penyusunan Renja
- Penyusunan LKjIP
- Penyusunan LPPD
2.03.03.03.03 Pengawasan Internal OPD Jumlah pengawasan yang dilaksanakan 1 1 0 0 0 0 1 100
2.03.03.03.06 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jumlah sistem informasi yang dikembangkan 4 2 1 1 100! 0 3 75
203.15.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Masyarakat
2.03.15.15.01 Ketersediaan Pangan Daerah Jumiah kelompok/masyarakat yang mendapat 150 30 100 100 100 0 130 87
bantuan pangan
2.03.15.15.02 Penanganan Rawan Pangan Jumlah desa penerima bantuan pangan 15 10 3 3 100! 0 13 87
2.03.15.15.03 Pemberdayaan Kelembagaan Distribusi Pangan | W12 lembaga distribusi pangan yang 13 9 2 2 100 0 11 85
diberdayakan
2.03.15.15.05 Lumbung Pangan Masyarakat Jumiah kelompok lumbung pangan yang 1 1 0 0 0 0 1 100
diberdayakan
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203.16.16 Program E’enlngkatan Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan
2.03.16.16.01 Pengembangan Konsumsi Pangan Masyarakatdan | 3 -, cemanfaatan pekarangan 11 4 5 5 100 0 9 82
Pemanfaatan Pekarangan
2.03.16.16.02 Pengembangan Penganekaragaman Pangan Jumlah alat/teknologi pangan yang diberikan 6 4 2 2 100! 0 6 100
2.03.16.16.03 Pengembangan Keamanan Pangan Jumlah kantin sekolah yang difasilitasi 8 3 3 3 100! 0 6 75
2031717 PrograrT\ Pencegahan Penanggulangan
Penyakit Ternak
P P kit P tan Kel -
2.03.17.17.01 engamatan Penyakit dan Penguatan Kelembagaan |y o samoel yang sudah diji 1.400 1.100 150 150 100 0 1.250 89
Kesehatan Hewan
P han P i P [ . .
2.03.17.17.02 encegahan Pengendalian dan Penangguiangan {5, 1, ternak yang divaksin 3.000 1500 1.000 1000 100 0 2500 83
Penyakit Hewan Menular Strategis
2.03.17.17.03 Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumiah pengawasan lalu lintas terak dan peredaran 9 6 3 3 100 0 9 100
bahan asal hewan
2.03.17.17.04 Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan Perbaikan puskeswan 1 1 0 0 0 0 1 100
2.03.17.17.05 Perbaikan Rumah Potong Hewan Perbaikan RPH 1 1 0 0 0 0 1 100
2.03.18.18 Program Peningkatan Produksi Peternakan
2.03.18.18.01 Penyebaran Bibit Ternak Jumlah bibit ternak yang terdistribusi 750 492 25 16 64,0 0 508 68
- Penyebaran dan Pengembangan Ternak
- Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
2.03.18.18.02 Inseminasi Buatan (IB) Jumlah pelayanan inseminasi buatan 94.000 46.000 28.000 48.255 172,34 0 94.255 100,3
2.03.18.18.03 Pengembangan Sarana dan Prasaranan Peternakan | Jumlah bantuan sarana dan prasarana peternakan 12 6 4 4 100 0 10 83
2.03.18.18.04 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah produk olahan hasil peternakan 10 3 0 0 0 0 3 30
2.03.19.19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Bantuan Sarana Produksi Bagi .
2.03.19.19.03 Masyarakat/Kelompok Masyarakat Jumlah gapoktan / poktan yang diberdayakan 20 8 9 9 100 0 17 85
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
. PEMERINTAH DAERAH/KOTA
2.09.01.2.01 Pgren_canaan. Penganggaran dan Evaluasi 0
Kinerja Perangkat Daerah
2.09.01.2.01.01 ;Zr;yr:iunan Dokumen Perencanaan Perangkat - Jumlah dokumen renja yang disusun tepat waktu 1 0 0 0 0 1 1 100
- Jumlah dokumen renstra yang disusun tepat waktu 1 0 0 0 0 1 1 100
2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  [Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu 2 0 0 0 0 2 2 100
2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  [Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu 2 0 0 0 0 2 2 100
2.09.01.2.01.06 K.oortjmasn dan .Penyusu.nan .La.porén Capaian Jumlah Iaporgn capaian dan ikhtisar realisasi kinerja 3 0 0 0 0 3 3 100
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD yang disusun
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.09.01.2.02.07 Koordmasn.dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 3 0 0 0 0 3 3 100
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tepat waktu
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jymlgh jenis komponen instalasi listrik yang 7 0 0 0 0 7 7 100
Bangunan Kantor disediakan
2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jil‘sne":;zlf:r:a'ala” dan perlengkapan kantor yang 17 0 0 0 0 17 17 100
2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jasa tenaga kerja Non PNS 15 0 0 0 0 15 15 100
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Jumlah Jenis ATK yang disediakan 33 0 0 33 33 100
Jumlah mamin rapat yang disediakan 400 0 0 400 400 100
2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan j;rzﬁzl:):nrang cetakan dan prnggandaan yang 10 0 0 10 10 100
2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan baf:aaﬁ dan peraturan perundang- 6 0 0 5 5 100
Perundang-Undangan undangan yang disediakan
2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jymlah rapat koordinasi dan konsultasi yang 100 0 0 100 100 100
SKPD dilaksanakan
200.01.2.07 Pengadaan Bérang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan yang diadakan 6 0 0 6 6 100
2.09.01.2.08 Penygdiaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
2.09.01.2.08.02 Pgnyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ngléh layanan telephon, air dan listrik yang 3 0 0 3 3 100
Listrik disediakan
2.09.01.2.09 Pemeliharaan‘ Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yan
2.09.01.2.09.02 Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinelihara P yang 4 0 0 4 4 100
Dinas Operasional atau Lapangan P
Jumlah keﬁdaraan dinas/operasional roda empat 2 0 0 2 2 100
yang dipelihara
2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah mesin/peralatan kantor yang dipelihara 3 0 0 3 3 100
2.09.01.2.09.09 Pemellharaav/RehablIltaa Gedung Kantor dan Jymlgh luasan bangunan gedung yang 180 0 0 180 180 100
Bangunan Lainnya dipelihara/rehab
2.00.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMIUNTUK KEDAULATAN DAN
e KEMANDIRIAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan
2.09.02.2.01
Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumiah prasarana untuk mendukung lumbung pangan 7 0 0 7 7 100
yang sediakan
2.09.02.2.01.03 Penyedlaaq Infrastruktur Pendukung Kemandirian Jumlah |nfr§struktur pendukung kemandirian pangan 2 0 0 2 2 100
Pangan Lainnya yang disediakan
2.00.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
e Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Jumiah jenis Iaporgn pasokan, stok dan harga 3 0 0 3 3 100
pangan yang disediakan
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
2.09.03.2.04. L.
Kecukupan Gizi
2.09.03.2.04.01 Penyusunan daq Penetapan target Konsumsi Penlpgkatan kgnsum3| pangan masyarakat yang s 0 0 s s 100
Pangan per Kapita per Tahun bergizi dan berimbang
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2.09.03.2.01.02 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Jumlah alat/paket teknologi pangan yang diberikan 3 0 0 3 3 100
Sumber Daya Lokal
Jumlah kelompok wanita yang dibina 75 0 0 75 75 100
2.09.03.2.01.03 Koordlngsn dan Sm_kronlsas! Pemantauan dan Jumlah Kelompok Wanita Yang Di Fasilitasi dalam 7 0 0 7 7 100
Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Pemanfaatan Pekarangan.
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisi Peta Jumlah buku peta kelahanaq daq kerentanan pangan 20 0 0 20 20 100
Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Sumenep yang disediakan
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar | 3 1. yantin sekolah yang difasilitasi 3 0 0 3 3 100
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah produsen dan konsumen yang dibina 60 0 0 60 60 100
2.10 PERTANAHAN
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DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase luas tanah yang dibebaskan
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam
2.10.10.2.01 satu luas tanah yang dibebaskan
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Aset Tanah Pemerintah Kabupaten
2.10.10.2.01.01
Perencanaan Penggunaan Tanah Sumenep yang tersusun
211 LINGKUNGAN HIDUP
212 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
206.1.1 Program Peningkatan Manajemen dan Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang 90%) 81,66%) 90% 81,66% 90,73 90% 2,5332 100,00
Pelavanan Administrasi peranakat daerah
206.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan 500 773 500 773 154,60 500 2046 100,00
206.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber 100,00
listrik daya air dan listrik 2 2 2 2 100,00 2 81
206.1.1.3 Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa 100,00
kebersihan kantor 13 12 13 12 92,31 13 37
206.1.1.4 Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 100,00
1 tahun 56 43 56 43 76,79 56 142
206.1.1.5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | Jumlah komponen listrik yang diadakan 100,00
bangunan kantor 3 3 3 3 100,00 3 9
206.1.1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-| Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- 100,00
undangan undangan 5 5 5 5 100,00 5 15
206.1.1.7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah tersedianya makanan dan minuman 48 48 48 48 100,00 48 144 100,00
206.1.1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 100,00
211 173 211 173 81,99 211 557
206.1.1.9 Peringatan Hari-Hari Besar Jumlah peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan 100,00
1 0 1 0 0,00 1 1
Pameran Pembangunan 100,00
206.1.1.10 Operasional UPTD Jumlah layanan UPTD yang disediakan 4 0 4 0 0,00 4 4 100,00
206.1.1.11 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Jumlah layanan perkantoran yang disediakan 3 3 3 3 100,00 3 100,00
206.1.1.15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 100,00
Kantor/rumah dinas dibeli 16 16 16 16 100,00 16 48
206.1.1.17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah Jumlah gedung kantor yang dipelihara 100,00
dinas 1 1 1 1 100,00 1 3
206.1.1.18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 100,00
dinas/operasional 42 42 42 42 100,00 42 126
206.1.1.19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang 100,00
perlengkapan gedung kantor/rumah dinas dipelihara 15 15 15 15 100,00 15 45
100,00
206.1.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya Persentase pengembangan kompetensi 75 94,54 75 94,54 126,05 75 264,08 100,00
aparatur peaawai
206.1.2.1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti 100,00
diklavpelatihan/bimtek 3 3 3 3 100,00 3 9
206.1.2.2 Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian |Jumlah pakaian yang disediakan 100,00
17 17 17 17 100,00 17 51
100,00
206.1.15 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase penerbitan dokumen 97 84,4 97 84,4 87,01 97 265,8 100,00
kependudukan sesuai SOP.
206.1.15.1 Penerbitan Dokumen Masalah Kependudukan Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan 100,00
95000 94468 95000 94468 99,44 95000 283936
Registrasi Data Penduduk 100,00
206.1.15.2 Penerbitan Dokumen Masalah Mutasi Jumlah data kependudukan yang bersih 100,00
Kependudukan 7000 3061 7000 3061 43,73 7000 13122
Pemutakhiran Data Kependudukan 100,00
206.1.15.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan |Jumlah dokumen kependudukan yang dilayani 100,00
380000 266798 380000 266798 70,21 380000 913596
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206.1.15.4 Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Jumlah kegiatan yang diselenggarakan 100,00
Administrasi Kependudukan 1 1 1 1 100,00 1 3
100,00
206.1.16 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Persentase penerbitan dokumen pencatatan 100 0 100 0 0,00 100 100 100,00
Sipil sipil sesuai SOP
206.1.16.1 Penerbitan Dokumen Masalah Pencatatan Sipil Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan 100,00
100 0 100 0 0,00 100 100
Penyusunan buku register dan arsip akta kelahiran 100,00
100,00
206.1.17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Persentase database kependudukan yang valid 100 100 100 100! 100,00 100 300 100,00
Kependudukan dan update
206.1.17.1 Sistem Informasi dan jaringan pelayanan dokumen  |Jumlah data kependudukan yang valid 100,00
Kependudukan 100 100 100 100 100,00 100 300
Bimtek Petugas Operator SIAK 0 #DIV/0! 0 100,00
100,00
206.1.18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Persentase data dan informasi kependudukan 75 62,2 75 62,2 82,93 75 199,4 100,00
Pelayanan yang dimanfaatkan oleh pengguna
206.1.18.1 Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Nilai SKM 100,00
dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
85 83,69 85 83,69 98,46 85 252,38
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 100,00
terhadap Pelayanan
Dokumen Kependudukan 100,00
206.1.18.2 Penyusunan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Jumlah OPD/lembaga pengguna data kependudukan 100,00
data kependudukan 75 62,2 75 62,2 82,93 75 199,4
213 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
214 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
215 PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN
2.09.01.01 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN |Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang
PELAYANAN ADMINISTRASI Perangkat Daerah
2.09.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat - 997 surat 900 Surat 1179 Surat 131% - - -
2.09.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan |Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber - 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% - - -
Listrik daya air dan listrik
2.09.01.01.03 Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa - 26 item 28 ltem 28 ltem 100% - - -
kebersihan kantor
2.09.01.01.04 Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran Jumlah Kebutuhan Bahan Perkantoran - 50 Item 51 Item 51 Item 100% - - -
2.09.01.01.05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | Jumlah komponen listrik yang diadakan - 78 Unit 48 Unit 48 Unit 100% - - -
Bangunan Kantor
2.09.01.01.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan - 7 Macam 11 Macam 11 Macam 100% - - -
Perundang-undangan
2.09.01.01.07 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tersedianya makanan dan minuman - 450 Orang 800 Orang 800 Orang 100% - - -
2.09.01.01.08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi - 172 Kali 126 Kali 123 Kalli 97,6% - - -
2.09.01.01.09 Peringatan Hari-hari Besar Jumlah kegiatan-kegiatan hari-hari besar yang - 2 Kegiatan - - - - - -
dilaksanakan
- 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan - - - -
Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep - 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan - - - -
2.09.01.01.11 Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Jumlah tenaga kerja penyedia jasa perkantoran - 21 Orang 21 Orang 21 Orang 100% - - -
2.09.01.01.15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang - 62 Unit 3 Unit 3 Unit 100% - - -
Kantor / Rumah Dinas dibeli
2.09.01.01.16 Rehabilitasi Gedung Kantor / Rumah Dinas Jumlah gedung kantor yang direhab
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2.09.01.01.17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Jumlah gedung kantor yang dipelihara - 3 Lokasi 4 Lokasi 4 Lokasi 100% - - -
Rumah Dinas
2.09.01.01.18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Jumlah kendaraan dinas / operasional yang - 18 Unit 23 Unit 17 Unit 74% - - -
Operasional dipelihara
2.09.01.01.19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor - 40 Unit 70 Unit 70 Unit 100% - - -
Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas yang dipelihara
2.09.01.01.23 Penyediaan Sewa Tanah, peralatan dan Jumlah kebutuhan sewa tanah - 0 M2 1440 M2 0 M2 0% - - -
perlengkapan kantor
2.09.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Persentase Pengembangan Kompetensi
SUMBER DAYA APARATUR Pegawai
2.09.01.02.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Pelatihan/ - 12 orang 1 Orang 0 Orang 0% - - -
Bimtek
2.09.01.02.02 Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian |Jumlah Jenis Pengelolaan Kepegawaian Tepat
Waktu
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta N N 90 Set 90 Set 100% _ _ N
Perlengkapannya Jumlah Pakaian Lapangan yang Dibeli
Jumiah Pakaian Dinas Beserta Perengkapaniya N N 37 Set 37 Set 100% _ _ N
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan yang Dibeli
2.09.01.03 PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI Persentase penyelesaian dokumen
KINERJA PERANGKAT DAERAH perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu
2.09.01.03.01 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan yang disusun - 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% - - -
2.09.01.03.02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang - 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% - - -
Kinerja Perangkat Daerah disusun
Penyusunan E(aporan Capaian Kinerja dan 1kasar N 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% R _ N
Realisasi Kinerja OPD Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran OPD Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% - - -
2.09.01.15 PROGRAM PELAYANAN ANGKUTAN DAN Rata-rata load factor angkutan umum
PENGUJIAN SARANA
2.09.01.15.01 Manajemen Angkutan Dalam Trayek
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - - -
angkutan umum Jumlah dokumen pelayanan angkutan umum
Penyuluhan bagi para awak angkutan umum Jumlah peserta penyuluhan - - 0 Orang 0 Orang - - - -
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Jumiah pengendalian disipin pengoperasian N 24 Kali 6 Kali 2 Kali 33% R , N
Umum angkutan umum
Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan N 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 100% R R N
Lebaran Lama pelaksanaan angkutan lebaran
2.09.01.15.02 Manajemen Angkutan Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang
Pembinaan ABK dan Pemilik Kapal Jumlah peserta pembinaan - - 0 Orang 0 Orang - - - -
2.09.01.15.03 Manajemen Pengujian Sarana - - -
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor N 19 Unit 1 Unit 1 Unit 100% R R N
(PKB) Jumlah Alat Uji yang Diadakan : : : :
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat PKB Jumlah Alat Uji yang Dipelihara - 2 Paket 3 Unit 3 Unit 100% - - -
2.09.01.16 PROGRAM PENGELOLAAN PRASARANA DAN |Persentase kecukupan prasarana dan fasilitas
FASILITAS PERHUBUNGAN perhubungan
2.09.01.16.01 Kegiatan Penyusunan Perencanaan Prasarana Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan - 2 Paket - - - - - -
2.09.01.16.02 Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Revitalisasi Pelabuhan/ Terminal/ Bandara di Desa |Jumlah revitalisasi pelabuhan/ terminal/ bandara - 1 Paket - - - - - -

Kombeng Pulau Gililabak Kec. Talango
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Pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara di Ds. |Jumlah pembangunan pelabuhan/ terminal/ bandara - 0 Unit - - - - - -
Bringsang (P. Sembilan)
Pembangunan Fasilitas Pelabuhan/ Terminal/ Jumlah pembangunan fasilitas pelabuhan/ terminal/ - 0 Paket - - - - - -
Bandara di Masalembu bandara
Pembangunan Tambat Labuh di Dsn. Pesisir Ds. Jumlah pembangunan pelabuhan/ terminal/ bandara - 1 Paket - - - - - -
Kaduara Timur Kec. Pragaan
Pembangunan Tambat Labuh di Dsn. Jepon Jumlah pembangunan pelabuhan/ terminal/ bandara - 1 Paket - - - - - -
Sapangkor Besar Ds. Sabunten Kec. Sapeken
Pembangunan Tambat Labuh di Dsn. Beringin Jumlah pembangunan pelabuhan/ terminal/ bandara - 1 Paket - - - - - -
Sapangkor Besar Ds. Sabunten Kec. Sapeken
- - i i 0/ - - -
Pembangunan Prasarana Perhubungan Jumlah Pembangunan Pelabuhan/Terminal/Bandara 7 Unit 17 Unit 243%
Pengadaan Lahan untuk Prasarana dan Fasilitas Luas Lahan yang Diadakan untuk Prasarana dan - 79.441 M2 24.580 M2 21.712 M2 88% - - -
Perhubungan Fasilitas Perhubungan
- 0/ - - -
Pgmbangunan Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Jumiah Pembangunan Pelabuhan/TerminalBandara 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
Gill lyang
. - - 12 0 0% - - -
Pembangunan Prasarana Perhubungan (BK PROV) |Jumlah Pembangunan Pelabuhan/Terminal/Bandara
2.09.01.16.03 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana |Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang - - 8 Dokumen 8 Dokumen 100% - - -
dan Fasilitas Perhubungan direhabilitasi/dipelihara
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Monumen Pesawat Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang - 0 Unit - - - - - -
Terbang direhabilitasi/dipelihara
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan di | Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang - 1 Unit - - - - - -
Ds. Banbaru Kec. Giligenting direhabilitasi/dipelihara
2.09.01.16.04 Kegiatan Operasional Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Operasional Petugas Parkir Jumlah petugas parkir - 88 Orang - - - - - -
Pembinaan Juru Parkir Jumlah pelaksanaan pembinaan - 4 Kali - - - - - -
Pengadaan Sarana Pendukung Parkir Berlangganan |Jumlah pengadaan sarana pendukung parkir - 6 Unit - - - - - -
berlangganan
Pengendalian dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Jumlah pelaksanaan monitoring parkir - 15 Kali - - - - - -
Umum
Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Jumlgh Eelak.sanaan Peningkatan Pengelolaan 12 Kali 12 Kali 100%
Parkir di Tepi Jalan Umum
2.09.01.17 PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN DAN |Rata-rata kecepatan kendaraan di ruas jalan
REKAYASA LALU LINTAS perkotaan
2.09.01.17.01 Manajemen Lalu Lintas
Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang N 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% R , N
Lintas Pulau Lama pengawasan debarkasi dan embarkasi
Peningkatan Tertib Lalu Lintas Lama penyelenggaraan Pengaturan Lalu Lintas - - 4 Bulan 4 Bulan 100% - - -
2.09.01.17.02 Rekayasa Lalu Lintas
- 3 Bulan 0 Bulan 0 Bulan - - - -
Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Lama pelaksanaan hari bebas kendaran bermotor
Penyelenggaraan Penilaian Wahana 1ata Nugrana N Tahap 3 0 Tahap 0 Tahap R R R N
(WTN) Tahapan penilaian wahana Tata Nugraha
. . - 2 Paket - - - - - -
Study Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah study manajemen dan rekayasa lalu lintas
2.09.01.17.03 Analisis Dampak Lalu Lintas
Sosialisasi Andalalin Jumlah Peserta Sosialisasi - - 0 Orang 0 Orang - - - -
2.09.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM/ Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan
LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN pengembangan sistem dan lingkungan
TRANSPORTAS] fransportasi
2.09.01.18.01 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Jumlah pengadaan dan pemasangan PJU - 50 PJU Biasa dan 331 PJU |100 PJU Konvensional 100 PJU 100% - - -
Umum (PJU) LED dan 210 PJU LED Konvensional dan
210 PJU LED
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Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum |Jumlah pemeliharaan PJU - 3.499 Unit 3.499 Unit 3.499 Unit 100% - - -
(PJU)
Penyiapan Dokumen Lingkungan Transportasi
Survey Data Fasilitas Keselamatan Transportasi Jumlah dokumen lingkungan transportasi - 1 Dokumen - - - - - -
2.09.01.18.02 Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Transportasi Rasio kecukupan fasilitas keselamatan transportasi - - 80% 80% 100% - - -
Pemeliharaan Traffic Light Jumlah Pemeliharaan Traffic Light - 59 Unit - - - - - -
Pengadaan Rambu Lalu Lintas (Pajak Rokok) Jumlah Pengadaan Rambu Lalu Lintas yang - 65 Unit - - - - - -
Representatif
2.09.01.18.03 Pengembangan Moda dan Teknologi Transportasi
Pengembangan Teknologi Transportasi JUrTan Pengembangan Iormas dan Teknolog! - - 0 Paket 0 Paket - - - -
Transportasi
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN .
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang
Perangkat Daerah yang disediakan
2.15.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat 1 Dokumen - - - - 2 Dokumen 0 Dokumen 0%
Daerah waktu
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun tepat 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
RKA-SKPD waktu
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA yang disusun tepat waktu 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |Jumlah perubahan DPA yang disusun tepat waktu 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan kinerja yang disusun tepat waktu 3 Dokumen - - - - 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD
2.15.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah ASN'yang terlayan administrast 79 ASN - - - - 79 ASN 79 ASN 100%
keuangannya
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu 4 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Realisasi Anggaran
2.15.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan [JUmiah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 5 ltem - - - - 5 ltem 2 ltem 40%
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan
i P fan dan P K Rant
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumiah Peralatan dan Periengkapan Kantor yang 15 Item - - - - 15 Item 5 Item 33,333%
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah ATK yang Disediakan 43 Item - - - - 43 Item 11 Item 25,581%
Jumlah Mamin Rapat yang Disediakan 130 OK - - - - 130 OK 25 OK 19,231%
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang 7 ltem N _ R B 7 ltem 5 ltem 71,429%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disediakan
- Tah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan ~Jumiah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang 12 Exemplar - - - - 12 Exemplar 3 Exemplar 25%
Perundang-undangan undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi [Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar 140 kali - - - - 68 Kali 3 Kali 4,412%
SKPD daerah
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemermtanan Jumlah Sistem Pemermtanan Berbasis EIeKIronik 1 Paket N R R R 1 Paket 0 Paket 0%
Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan
2.15.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
" - ~ - - i i 0,
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan 5 Unit 5 Unit 0 Unit 0%
- - - - 0,
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 1 Paket 1 Paket 0 Paket 0%
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
2.15.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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URUSAN/BIDANG TARGET KINERJA N ERIA AL KEGIATAN TAHUN LALU 2020 TARGET PROGRAM RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
T T gy PO INDIKATOR KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM RN EALISAS! DAN KEGIATAN REALISASICAPARN | .~
e — (OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRASKPD) | | '\ oo\ EGIATAN | TARGET RENJA TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN
AL 202021 S.D. TAHUN 2019 SKPD TAHUN 2020 | RENJASKPD - ) isasi (og) AL KEGIATAN S.D. TAHUN | REALISAS! TA':GET
TAHUN 2020 BERJALAN 2021 RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang dikelola 1500 Surat - - - - 1200 Surat 246 Surat 20,5%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan |Lama penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 Bulan - - - - 12 Bulan 3 Bulan 25%
Listrik dan listrik
2.15.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 20 Unit - - - - 20 Unit 2 Unit 10%
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Unit - - - - 5 Unit 0 Unit 0%
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Luas bangunan gedung yang direhabilitasi/dipelihara 200 M2 - - - - 200 M2 o M2 0%
Bangunan Lainnya
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS |Prosentase Kecukupan Prasarana dan Fasilitas
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Perhubungan
2.15.02.2.02 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan  |Prosentase Kecukupan Prasarana dan Fasilitas
Kabupaten/Kota Perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Jumlah PJU yang diadakan 200 Unit - - - - 205 Unit 0 Unit 0%
Kabupaten/Kota
Jumlah Rambu yang disediakan 20 Unit - - - - 20 Unit 0 Unit 0%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan |Jumlah PJU yang dipelihara 350 Unit - - - - 350 Unit 15 Unit 4,29%
Jumlah Traffic Light yang dipelihara 10 Lokasi - - - - 10 Lokasi 1 Lokasi 10%
Jumlah Warning Flash yang dipelihara 20 Lokasi - - - - 20 Lokasi 2 Lokasi 10%
2.15.02.2.05 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Prosentase Rata-Rata Load Factor
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan |Jumlah Regitrasi Kendaraan 8000 Unit - - - - 8000 Unit 1579 Unit 20%
Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Penguijian Berkala Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan 8000 Unit - - - - 8000 Unit 0 Unit 0%
Kendaraan Bermotor Bermotor Yang Diadakan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Jumlah Sarana dan Prasarana Penguijian Berkala 2 Paket - - - - 2 Paket 0 Paket 0%
Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yang Dipelihara
2.15.02.2.06 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa X
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan
Perkotaan
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan 30 Kali - - - - 30 Kali 3 Kali 10%
Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.07 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan
Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Perkotaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Andalalin 10 Kali - - - - 10 Kali 3 Kali 30%
Andalalin
2.15.02.2.09 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Prosentase Rata-Rata Load Factor
Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Jumlah Pengendalian dan Pengawasan 12 Kali - - - - 12 Kali 0 Kali 0%
Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang Ketersediaan Angkutan Umum
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Prosentase Peningkatan Layanan Pelayaran
2.15.03.2.07 Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Prosentase Peningkatan Layanan Pelayaran
Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang
Melayani Penyeberangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan 6 Kali - - - - 6 Kali 2 Kali 33,33%
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Lintas Penyeberangan
untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03.2.12 Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Prosentase Peningkatan Layanan Pelayaran
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Lokal
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BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun 3 Unit - - - - 12 Unit 0 Unit 0%
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara 1 Unit - - - - 1 Unit 0 Unit 0%
Pengumpan Lokal
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan | Jumlah pengawasan pengoperasian pelabuhan 12 Kali - - - - 12 Kalli 3 Kali 25%
Lokal pengumpan lokal
2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Peningkatan Manajemen dan Persentase terpenuhinya kebutuhan
Pelayanan Administrasi administrasi dan operasional perkantoran
Eeqyedlaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jvumlathebutuhan Perangkat daerah yang harus 1 I|.ne vtelp. & fax.; 1 th. 99 85 99 1,164705882 0 100 100
listrik dipenuhi dalam setahun listrik & air bersih
Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor Penjaga Malam 2 org; 1
lah K han P ki h hi
Jumiah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus Paket Outsorceng 99 85 99 1,164705882 0 100 100
terpenuhi dalam setahun .
Kebersihan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan .
kendaraan dinas/operasional J“m'?“ pemenuhan kebutqhan asa perijinan dan 8 unit R4; 48 unit R2 92 85 78 0,917647059 0 93 100
pemeliharaan kendaraan dinas dalam setahun
P i [ lis ki . -
enyediaan alat tulis kantor jumlah kebutuhan pendukung kantor dalam setahun 35 jenis 99 85 100 1,176470588 0 100 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 15 jenis; 20.000 lembar 99 85 100 1176470588 0 100 100
terpenuhi dalam setahun
P i ke i lasi listri lah K han P ki h hi
enyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | Jumlal . ebutuhan Perangkat daerah yang harus 8 komponen 99 85 100 1,176470588 0 100 100
bangunan kantor terpenuhi dalam setahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-| Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 15 media cetak 99 85 08 1152941176 0 100 100
undangan terpenuhi dalam setahun
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 25 kali kegiatan 99 85 89 1,047058824 0 100 100
terpenuhi dalam setahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah| Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 60 Kali 99 85 100 1176470588 0 100 100
terpenuhi dalam setahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 150 Kali 99 85 100 1176470588 0 100 100
daerah terpenuhi dalam setahun
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase terpenuhinya sarana dan
Gedung Kantor/Rumah Dinas prasarana kantor
Pengadaan Komputer Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 15 P(;, 10 laptop, 10 99 85 84 0,988235294 0 100 100
terpenuhi dalam setahun printer, 10 ups
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 12 bulan 99 85 89 1,047058824 0 100 100
terpenuhi dalam setahun
Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 15 unit 99 85 08 1152941176 0 100 100
terpenuhi dalam setahun
Pemeliharaan Rutin Jaringan Air, Listrik dan Telphon | Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 3 unit 99 85 89 1,047058824 0 100 100
terpenuhi dalam setahun
Pemellhara@n rutin/berkala Alat Studio dan Jumlah Kebutuhan Perangkat daerah yang harus 10 unit 99 85 80 0941176471 0 100 100
Komunikasi terpenuhi dalam setahun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya |Persentase peningkatan kompetensi dan
Aparatur kinerja sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal lj::cl,?h pemenuhan kebLtuhan SDM penunjang 3orang 70 85 80 0941176471 2 73 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase tersedianya sistem pelaporan yang
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan cepat dan tepat
Pen){usuﬂaﬂ Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Jumlah pemenuhan kebuluhan laporan perangkat 10 dokumen 99 85 84 0,088235294 0 100 100
Realisasi Kinerja SKPD daerah yang harus dipenuhi
Program Pengembangan Komunikasi,informasi |Persentase meningkatnya kualitas komunikasi
dan Media Massa dan informasi pembangunan Daerah
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BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan L . - -
Penyajian Informasi Jumlah data penyajian informasi yang diarsipkan 30 kliping, 35 a'|bL'Im foto, 08 85 83 0,976470588 1 100 100
dalam setahun 10 kompilasi video
Penlhgkatan Komunikasi dan Koordinasi dengan Jumlah sosialisai yang dilaksanakan dalam setahun 4 kali plertemuan dengan 80 85 80 0,941176471 2 83 100
Media insan pers
Pengembangan Telecenter Jumlah kebutuhan telecenter yang harus dipenuhi 1 paket 97 85 84 0,088235294 0 08 100
dalam setahun
Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Persentase peningkatan pengelolaan dan
Informasi dengan media massa pemanfaatan informasi daerah dengan media
. . . . 12 edisi
Penerbitan Tabloid Jumlah tabloid yang di cetak dalam setahun edisi @ 3000 99 85 99 1,164705882 0 100 100
exemplar
Penyebarlua§an Informasi melalui Pentas Hiburan qumlah penyebarluasan informasi melalui pentas 4 kall kegiatan 98 85 84 0988235294 1 100 100
dan Informasi hiuran dalam setahun
Penyebarluasanvlnformay melalui Pariwara dan Jumlah penyebaran informasi dan pariwara media 5 kali kegiatan 08 85 84 0088235204 1 100 100
Adventorial Media Cetak cetak dalam setahun
Penyebarluasan informasi melalui media elektronik ;;:r:i: media online yang di laksanakan dalam 60 media online 2 85 89 1,047058824 6 97 100
Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang 5 papan informasi, 100
infa i, 1 lih k ! 4 1 29411 1
5 papan informasi, 100 baliho, 500 spandu baliho, 500 spanduk 9 85 88 ,035294118 0 95 00
Penyebarluasap qu. Pemb. Daerah melalui Jumlah kegiatan newsroom yang dilaksanakan 2 web berltg, 4 media %0 85 99 1,164705882 3 0 100
Peningkatan Kinerja News Room dalam setahun sosial
Penyebarluasan Informasi melalui Pameran dan J.umlah kegiatan pameran dan pertura yang 27 kali 08 85 84 0,088235204 0 %9 100
Pertura dilaksanakan dalam setahun
Program Pemanfaatan sarana dan prasarana Persentase peningkatan sarana dan prasarana
TIK TIK
Penyedian Jasa Komunikasi Internet Kapasitas banwid yang dimiliki kabupaten 1TB 98 85 99 1,164705882 1 100 100
Pengembangan Jaringan G-Online spee[;eur:ase pengembangan e-gavormen dalam 1 paket Smart City 08 85 84 0,088235204 1 100 100
Penerapan Aplikasi TIK
Survey dan Pengawasan Menara (Tower) Jumlah tower yang disurvey dalam setahun 160 titik 92 85 89 1,047058824 6 99 100
Telekomunikasi
Bimbingan Teknis OPD dan Kecamatan Jumlah bintek yang dilaksanakan dalam setahun 10 kali 20 orang peserta 97 85 89 1,047058824 1 99 100
Bimbingan Teknis Internet Jumlah bintek yang dilaksanakan dalam setahun 6 kali 20 orang peserta 97 85 80 0,941176471 1 99 100
217 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang
100% 97% 98% 99% 101% 98% 100% 300%
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perangkat Daerah ’ ? ? ? ? ? ? °
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan K_ebu_tuhan Penunjang 0 0 0 0 0 0 0 0
Perangkat Daerah yang disediakan
1|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah
1|Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah persentase penyusunan Renstra dan Renja 100% 0 0 0 0 0 0 0
Perangkat daerah tepat waktu
2|Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor J.umla.h peralatan dan perlengkapan kantor yang 240 Buah 0 0 0 0 0 0 0
disediakan
4|Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1000 Lembar 1000 Lembar 2500 Lembar 1000 Lembar 40% 2500 Lembar 0 0
5|Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i:gwi::aiarang Cetakan dan Penggandaan yang di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 0 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan jumlah bahan bac.aan.dan peraturan perundang- 1000 Lembar 1000 Lembar 2000 Lembar 1560 Lembar 78% 2000 Lembar 0 0
Perundang-undangan undangan yang disediakan
9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah. rapgt koordinasi dan konsultasi dalam daerah 243 Kegiatan 243 Kegiatan 0 0 0 0 0 0
SKPD yang disediakan
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1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan o o 0 0 0 o o o
Daerah
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan|Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar o o 0 0 0 0 0 0
Listrik Realisasi Kinerja SKPD
Pemeliharaan l?arang Milik Daerah Penunjang Jumlah administrasi umum yang di laksanakan 178 Unit 178 Unit 0 0 0 0 0 0
Urusan_Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2| Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Operasional atau Lapangan
6|Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3:m;a;r"zaak:ﬁister:<yed'aa" fasa komunikasi, sumber 1000 Lembar 1000 Lembar 2000 Lembar 1560 Lembar 78% 2000 Lembar 0 0
2aya air can st
9 Pemellharaalj/RehabllltaS| Gedung Kantor dan nglgh peralatan dan perlengkapan kantor yang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan
Bangunan Lainnya dipelihara
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN . . . .
PlN(j/fM us S Persentase meningkatnya modal koperasi 243 Kegiatan 243 Kegiatan 0 0 0 0 10,20% 255%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk
Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam |Jumlah Koperasi yang memiliki Izin Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan ~Kantor ~Cabang, ~Cabang Jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha simpan
1|Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan - P yang P 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100% 1 Gedung 0 0
- . ) pinjam dan pembukaan kantor cabang
Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi I . . . . .
. 9 - . p Jumlah Kantor cabang yang telah memiliki izin 23 Unit 23 Unit 23 Unit 23 Unit 100% 23 Unit 0 0
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor . T,
R L . |Jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha dan
1|Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi 0 0 0 0 0 0 0 0
. pembukaan kantor cabang
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN persentase koperasi yang telah diawasi dan 5 5 o o 5 o 5 o
PEMERIKSAAN KOPERASI diperiksa 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi . . y " .
P . ) P ) P Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi 0 0 0 0 0 0 0 0
yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,
1|Ketangguhan, serta  Akuntabilitas Koperasi jumlah koperasi yang telah diperiksa 0 0 0 0 0 0 0 0
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemeriksaan  Kepatuhan Koperasi terhadap .
Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan
2|Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan s yang p: pp 0 0 0 0 0 0 0 0
perundang-undangan
Kabupaten/Kota
ESSS:AASNII PENILAIAN. KESEHATAN KSP/USP Persentase Koperasi Sehat 3,50% 3,50% 2,98% 4,50% 151,01% 3,50% 11,50% 383%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit  Simpan Pinjam Koperasi yang Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah [kesehatannya
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP |Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai
1 N 0 0 0 0 0 0 0 0
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota kesehatannya
2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi |Jumlah KSP/USP Koperasi yang menerima o 0 0 0 0 0 0 0
Kewenangan Kabupaten/Kota penghargaan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN " .
0, 0, )0/ 0/ 1 0/ 0/ 0,
LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase peserta yang lulus dengan predikat baik 80% 0% 0% 0% #DIV/0! 0% 0,00% 0%
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KEGIATAN TAHUN LALU 2020 RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM C;t’iGIAEI\-Ir;RINOEGRFj:M R et TADRA?\IE;;GRIQ'?AR:M
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM DAN REALISASI REALISASICAR A AN N GKATICAPAIAN
e — (OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRASKPD) | | '\ oo\ EGIATAN | TARGET RENJA eIA kD TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN Aol
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Jumlah Pengurus/Pengawas vana mengikuti
Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam - 9 . 9 yang . 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Jumlah Pengurus/Pengawas yang mengikuti
1|Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi |Pendidikan dan Latihan Perkoperasian serta 0 0 0 0 0 0 0 0
SDM Koperasi kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
2| Bimbingan Teknis bagi Koperasi Jumlah peserta Bimtek Perkoperasian 0 0 0 0 0 0 0 0
3| Kemitraan Usaha, KSP/USP Koperasi Jumlah KSP/USP yang mengikuti kemitraan 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN S
0,
PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Koperasi aktif 74% 0 0 0 0 0 0 0
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang . .
Jumlah Koperasi yang mendapat perlindungan 74% 73% 74% 101% 73% 147,00% 196%
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota o yang patp g ? ? ? ? ? ? ?
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan
1|Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, emberda paan eyningkatang ‘o0 dukt?vitas 0 0 0 0 0 0 0 0
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi P 4 P 9 P
Kewenangan Provinsi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO |Persentase UMKM yang difasilitasi usahanya 10% 0 0 0 0 0 0 0
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan
Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan . e
Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi usahanya 0 0 0 0 0 0 0 0
Perijinan, Penguatan Kelembagaan  dan
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha |Jumlah Usaha Mikro yang memiliki potensi dan di
¥ 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikro kembangkan usahanya
2|Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti kemitraan 0% 0% 0 0 0% 0,00% 0%
3| Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang memiliki 1zin usaha 0 0 0 0 0 0 0 0
Pemberdayaan  Kelembagaan Potensi dan |Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pemberdayaan
" ; 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengembangan Usaha Mikro kelembagaan potensi dan pengembangan usaha
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil 6% 0 0 0 0 0 0 0
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi |Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil kecil
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan
1|Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pengembagan produksi dan pengelolaan, 0 0 0 0 0 0 0 0
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi pemasaran. Sdm, serta desain dan teknologi
Prog.ra.m Pe.nlngkatan Manajemen dan Pelayanan Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang
Administrasi
90%|90% 100% 0 0
1|Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan 900 Lembar 700 Lembar 900 Lembar 900 Lembar 100% 0 0 0
Eeqyedlaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah waktu.pepyedlaan jasa komunikasi, sumber 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 0 0
listrik daya air dan listrik
3| Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor Jumlah. kebutuhan bahan kebersihan dan jasa 600 Buah 520 Buah 600 Buah 600 Buah 100% 0 0 0
kebersihan kantor
4|Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran iu_;];l\ah bahan perkantoran yang disediakan selama 40 Jenis 64 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 100% 0 0 0
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah komponen listrik yang diadakan 178 Buah 178 Buah 178 Buah 100% 0 0 0
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-|jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- 200 exsemplar 180 Exsemplar 200 exsemplar 200 exsemplar 100% 0 0 0
undangan undangan
7| Penyediaan makanan dan minuman jumlah tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 0 0
8| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 200 Kegiatan 176 Kegiatan 200 Kegiatan 194 Kegiatan 100% 0 0 0
9|Peringatan Hari-Hari Besar Jumiah kegiatan peringatan hari-hari besar yang 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0 0 0 0 0
dilaksanakan
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KEGIATAN TAHUN LALU 2020 RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM C;’:iGIAEI\-IrFI’(R"\‘OEGRFjAAM R et TADRA?\IE;;GRIg?AR:M
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM DAN REALISASI REALISASICAR A AN N GKATICAPAIAN
e — (OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRASKPD) | | '\ oo\ EGIATAN | TARGET RENJA eIA kD TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN Aol
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
11| Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran jumlah layanan perkantoran yang disediakan 22 Orang 10 Orang 22 Orang 22 Orang 100% 0 0 0
15 Pengadaan Per'alatan dan Perlengkapan Gedung Jymlgh peralatan dan perlengkapan kantor yang 5 Unit 5 Unit 0 0 0% 0 0
Kantor/rumah dinas dibeli
16| Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas Jumlah Gedung Kantor yang direhab 1 Unit 0 1 Unit 1 Unit 100% 0 0 0
17 Z’ien?sellharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 3 Bangunan 1 Unit 1 Unit 100% 0 0 0
18 P'emellharaal? rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 21 Unit 21 Unit 21 Unit 21 Unit 100% 0 0 0
dinas/operasional
19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatanvdan Jumlah pevralatan dan perlengkapan gedung kantor 20 Unit 23 Buah 20 Unit 20 Unit 100% 0 0 0
perlengkapan gedung kantor/rumah dinas yang dipelihara
P ingkatan ki it . .
rogram peningkatan kapasitas sumber daya persentase pengembangan kompentesi pegawai 90% 0 90% 90% 100% 0 0 0
aparatur
- " Jumlah pegawai yang mengikuti
1|P ki latihan f | 1 1 1 100%
endidikan dan pelatihan formal diklat/pelatihan/bimtek Orang 0 Orang Orang 00% 0 0 0
Program Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Persentase peningkatan modal koperasi 4,00% 3,50% 4,00% 4,00% 100% 0 0 0
. - lah KSP/USP ikuti k kerj . .
2| Sumber Daya Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam iz;;?asi SPIUSP yang mengikuti praktek kerja 100 Koperasi 50 Koperasi 0 0 0% 0 0 0
3|Pengendalian Usaha Simpan Pinjam keuangannya |Jumlah Koperasi yang ditingkatkan pengendalian 180 Koperasi 0 180 Koperasi 0 0% 0 0
4] Bimbingan Teknis KSP/USP Koperasi 0 0 0
Bintek SOM dan SOP Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek 100 Koperasi 100 Koperasi 0 0 0% 0 0 0
Pelatlhaﬁ Kewnrausahaan tehnik tatarias bagi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 Orang 60 Orang 0 0 0% 0 0 0
koperasi siswa
Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan Koperasi Jymlgh KSP/U§P Koperasi yang mengikut 90 Koperasi 0 90 Koperasi 0 0% 0 0
bimbingan teknis
B.lnptek Pengelolaan manajemen usaha simpan Jymlgh KSP/U§P Koperasi yang mengikuti 90 Koperasi 0 90 Koperasi 0 0% 0 0
pinjam bimbingan teknis
5|Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya 30 Koperasi 0 30 Koperasi 30 Koperasi 100% 0 0 0
7| Peningkatan Kualitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) Jumiah SDM pengelola koperasi yang kompeten dan 134 Orang 0 134 Orang 134 Orang 100% 0 0 0
berdaya saing
Program Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Pesentase Koperasi Sehat 3,50% 4% 3,50% 4,00% 114,30% 0 0 0
1| Pemantapan Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang dapat ditata kelembagaannya 100 Koperasi 75 Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 100% 0 0 0
2 Restrukturisasi !(opera5| melalui intas pelaku badan Jumlah Koperasi yang ditertibkan badan hukumnya 100 Koperasi 0 100 Koperasi 100 Koperasi 100% 0 0 0
hukum Koperasi
3| Bimbingan Teknis Koperasi Persentase Pertumbuhan Koperasi 3% 3% 4% 133,30% 0 0 0
Pembinaan Kepada Koperasi Wanita Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimbingan Teknis 80 Koperasi 0 80 Koperasi 80 Koperasi 100% 0 0 0
Bimtek tatacara pelaksanaan RAT Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimbingan Teknis 100 Koperasi 75 Koperasi 0 0 0% 0 0 0
4|Pemahaman Prinsip - prinsip koperasi i:gz:;::ingurus Koperasi yang mengikut 100 Koperasi 75 Orang 0 0 0% 0 0 0
5|Pembinaan dan pemberian Penghargaan Koperasi Jumlah koperasi yang di bina dan i beri 500 Koperasi 400 Koperasi 0 0 0% 0 0 0
penghargaan
Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi |peningkatan Volume Usaha Koperasi 2,50% 2,50% 3% 120,00% 0 0 0
Fasilitasi Manajemen Usaha Koperasi Pertanian dan Jymlah koperasi Eertanlan dan Kehutanan yang 50 Koperasi 40 Koperasi 0,00% 0% 0,00% 0 0 0
Kehutanan ditingkatkan manajemen usahanya
3 Fasilitasi Manajemen Usaha Koperasi Perikanan Jyrnlah koperasi Eerlkanan dan Peternakan yang 50 Koperasi 40 Koperasi 0,00% 0% 0,00% 0 0 0
dan Peternakan ditingkatkan manajemen usahanya
2 FaS|I|1a§| Mangjemen Usaha Koperasi Perdagangan Jumlah !«zperam Perdagangan dan Perindustrian 30 Koperasi 40 Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 100% 0 0 0
dan Perindustrian yang ditingkatkan manajemen usahanya
Program Peningkatan Usaha Mikro Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro 4% 4% 4% 100% 0 0 0
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FEALGAG TAREET TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
KEGIATAN TAHUN LALU 2020 RENSTRA OPD S.D. TAHUN BERJALAN
R =T INDIKATOR KINERJA PROGRAM C;t’iGIAEI\-Ir;;NOEGRFj:M R et TADRA?\IE;;GRIQ'?ARSM
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PROGRAM DAN REALISASI REALISASICAR A AN N GKATICAPAIAN
e — (OUTCOME)/KEGIATAN (QUTPUT) (RENSTRASKPD) | | '\ oo\ EGIATAN | TARGET RENJA eIA kD TINGKAT | RENJA OPD TAHUN PROGRAM DAN Aol
TARUN|2016-2021 S.D. TAHUN 2019 SKPDTAHUN 2020 | " = | REALISASI (%) 2021 KEGIATAN S.D. TAHUN TR )
BERJALAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6*100) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1|Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Klinik KUMKM Jumlah Produk yang berdaya saing 60 Produk 58 Produk 60 Produk 60 Produk 100% 0 0 0
Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Jumlah UMKM yang mendapatkan Sertifikasi Hak 350 Orang 400 Orang 350 Orang 0 0 0 0
Atas Tanah
Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Jyrhlah usaha mikro yang dikembangkan melalui 25 Unit 25 Unit 25 Unit 100% 0 0 0
Menengah klinik KUMKM
Praktek Kerja Produk UMKM JKL;':I‘:‘h UMKM/Kelompok yang mengikuti Praktek 50 UMKM 5 UMKM 0 0 0% 0 0 0
Fasilitasi Pengembangan usaha mikro, kecildan 13 1 MM yang mengikuti pembekalan 50 UMKM 30 UMKM 0 0 0% 0 0 0
menengah
2| Validasi Data UMKM Promosi Produk UMKM Jumlah UMKM yang di monitoring 100 Unit 150 Unit 100 Unit 100 Unit 100% 0 0 0
Ezla’\;t:ilh:an Singkat (short course) Melalui Kinik Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Singkat 100 Orang 90 Orang 0 0 0% 0 0 0
Promosi Produk UMKM Jumlah Pameran yang di ikuti 5 Kegiatan 2 Kegiatan 0 0 0% 0 0 0
P i K Wi ha M lalui .
embinaan Kepada Wirausaha Muda melali Jumlah Produk yang berdaya saing 60 Produk 0 60 Produk 64 Produk 100% 0 0 0
Sarana Produksi
P B i P . . e . . .
engadaan arang Sebagai Sarana dan Prasarana Jumlah Kegiatan Pelatihan yang difasilitasi 18 Kegiatan 0 18 Kegiatan 18 Kegiatan 100% 0 0 0
Bagi wirausaha muda
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro 3% 3% 3% 100% 0 0 0
P i Pelatihan K ilan Kerj i .
1 emblnaaq dan Pelatinan Ketrampilan Kerja bagi Persentase pertumbuhan wirausaha muda/baru 80% 0 80% 75% 94% 0 0 0
tenaga kerja dan masyarakat
. lah P P i Pelatih:
Wirausaha Muda Jumiah Peserta Pembinaan dan Pelatinan 1000 Orang 940 Orang 1000 Orang 1000 Orang 100% 0 0 0
Keterampilan tenaga kerja dan Masyarakat
Rehabilitasi Rumah Produksi Jumlah Rumah Produksi yang di rehabilitasi 8 Gedung 0 8 Gedung 0 Gedung 0% 0 0 0
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Jumlah wirausaha muda yang di berdayakan 100 Orang/klp 0 100 Orang/klp 100 Orang/klp 100% 0 0 0
Pembmaaq dan Pelatihan Ketrgmpllan Ker!a bagi Jumlah Pgserta yang Mgnglkutl pelatihan 50 Orang 30 Orang 0 0 0% 0 0 0
tenaga kerja dan masyarakat dibidang hasil laut keterampilan tenaga kerja dan masyarakat
Pembmaaq dan Pelatihan Ketrgmpllan Kerja bagi Jumlah Pgserta yang Mgnglkutl pelatihan 50 Orang 30 Orang 0 0 0% 0 0 0
tenaga kerja dan masyarakat dibidang Salon keterampilan tenaga kerja dan masyarakat
Pemblnaaq dan Pelatihan Ketra.lmpllan Kerja bagi Jumlah Pgserta yang Mgnglkun pelatihan 50 Orang 30 Orang 0 0 0% 0 0 0
tenaga kerja dan masyarakat di Bidang Sablon keterampilan tenaga kerja dan masyarakat
Pemblnaaq dan Pelatihan Ketra.m(\pllan Ker!a bagi Jumlah Pgserta yang Mgnglkun pelatihan 50 Orang 30 Orang 0 0 0% 0 0 0
tenaga kerja dan masyarakat dibidang Roti Kue keterampilan tenaga kerj